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PANGKALAN BALAI
Kode Pos : 30753

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah untuk Tahun

Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab

manajemen Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah

disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam

laporan kinerja ini.

Pangkalan Balai, 13 Maret 2018
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Hal ' : Laporan Hasil Reviu

Laporan Kinerja lnstansi

Pangkalan Balai, 23 Maret 2018

Yth. Bupati Banyuasin

Di

Pangkalan BalaiPemerintah (LKjrP)

Kabupaten Banyuasin

Tahun 2017

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan

Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Kabupaten Banyuasin Tahun

2017. Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait dengan

hasil sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah

Kabupaten Banyuasin untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai

pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang

dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab

manajemen Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Reviu bertujuan

untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah

disajikan secara akurat, an$al dan valid. Berdasarkan reviu kami,

tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan

kinerja ini.

2. Dasar Reviu

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 53 Tahun

2A14 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah.
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3) Pedoman Evaluasi atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja OPD Kabupaten Banyuasin Nomor :

207 |KPTS/RDA/2018

4) Surat Perintah Tugas Bupati Banyuasin Nomor :

153/SPT/!RDA/2018 tanggal 26 Februari 2018 dalam rangka

Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) lnstansi

Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 -

3. Waktu dan Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan

tanggal 26 Maret 2018 ( 20 hari ). Pelaksanaan Reviu atas

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun

2017 dilakukan secara paralel dengan waktu pelaksanaan

penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2017,

hal ini di maksudkan agar penyampaian Laporan Kinerja

Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 dapat tepat waktu dan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

1) Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas

mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi

kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 kepada

Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

2) Sasaran Reviu meningkatnya kualitas Laporan Kinerja

lnstansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 yang

disajikan oleh Bagian 
:Organisasi dan Sekretariat Daerah

Kabupaten Banyuasin.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah

meliputi:

1) Metode pengumpulan data/informasi.

2) Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas.

3) Penyusunan kertas kerja reviu.

Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah

berdasarkan penyajian data kinerja manajemen.
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6. Simpulan dan Rekomendasi

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, Bupati berkewajiban

menyampaikan Laporan Kinerja yang telah direviu oleh

"Aparat Pengawasan lntern Pemerintah pada Pemerintah

Daerah" disampaikan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara & Reformasi Birokrasi (Menpan & RB), BAPPENAS,

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur paling lambat 3

(tiga) bulan sejak Tahun Anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan di atas lnspektorat Daerah Kabupaten

Banyuasin telah melaksanakan Reviu terhadap Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017, dengan

kesimpulan sebagai berikut:

1) Simpulan

(1) Penyajian Laporan Kinerja (LKi).

Penyajian Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Kabupaten

Banyuasin telah menggunakan format laporan kinerja

. sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah.

(21 Mekanisme Penyusunan

a. Laporan Kinerja Kabupaten Banyuasin disusun oleh

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Banyuasin;

b. lnformasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja

telah cukup, didukung dengan data yang memadai.



c. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari OpD

ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Banyuasin terdiri dari Laporan Monitoring dan Evaluasi

atas rencana aksi kinerja sasaran triwulan I sampai

dengan triwulan lV yang telah dilaksanakan sesuai

mekanisme yang diatur dalam SOP Pengumpulan Data

Kinerja Nomor : 101/KPPSl2015 tanggal 28 Januari

2015.

d. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam

Laporan Kinerja telah cukup dilakukan verifikasi dan

validasi secara berjenjang sesuai SOP.

(3) Substansi

a. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai

dengan tujuan/sasaran dalam dokumen Perjanjian

Kinerja;

b. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras

dengan RPJMD;

Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai

dengan lndikator Kinerja Utama (lKU);

Tujuan, Sasaran, lndikator dan Target Kinerja dalam

RPJMD merupakan target indikator Kinerja

TujuaniSasaran dalam Perjanjian Kinerja.

lndikator Kinerja Utama (lKU) pada Laporan Kinerja

telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.

lndikator Kinerja Utama (lKU) dan lndikator Kinerja

telah cukup menyatakan tujuan/sasaran.

Indikator Kinerja Utama (lKU) dan lndikator Kinerja (lK)

telah cukup SMART.

(4) Penyampaian Laporan Kineria

Penyampaian laporan kinerja Pimpinan OPD melalui

aplikasi e-Sakip belum seluruhnya tepat waktu, yaitu

paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran

berakhir atau 28 Februari Tahun 2018 sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 53 Tahun
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2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja lnstansi Pemerintah.

2l Rekomendasi

Memperhatikan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

lnstansi Pemerintah dan setelah melakukan penelusuran data

kinerja pada Laporan Kinerja masing-masing terkait, tim reviu

merekomendasikan sebagai berikut:

(1) Segera melengkapi dan menyampaikan laporan kinerja

OPD dan dokumen pendukung Sakip Tahun 2017 melalui

aplikasi e-Sakip.

(2) Memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan

perencanaan kinerja dan penganggaran dimasa yang

akan datang.

(3) Mendorong terciptanya inovasi manajemen untuk

peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

(4) Mengembangkan sistem Akip dengan berbasis aplikasi

kinerja yang terintegrasi.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Kabupaten

Banyuasin Tahun Anggaran 2017 disampaikan untuk dimaklumi.

N BANYUASIN,

001



Thutu lpengurtur

Assa/aam u' al aikum Waroh m atul I aahi Wabarokaatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Attah SWT, karena atas ridho

dan rahmat-NYA juatah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Tahtrn 2A17 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ( LKj ) ini

disusun atas kerjasama antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Banyuasin beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

terkait.

Laporan Kinerja ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ( LKj ) Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 merupakan

pertanggungjawaban atas kontrak kinerja / janji yang harus dipenuhi oteh

Pemerintah Daerah datam jangka waktu satu tahun dan merupakan

rangkaian dari upaya mencapai target yang harus disetesaikan pada tahun

ini yaitu tahun keempat Periode RPJMD 2014 - 2018.

Di usia ke-15 pada Tahun 2017, harus diakui bahwa sudah banyak

pembangunan yang sudah ditakukan dan dicapai oteh Pemerintah Kabupaten

Banyuasin, namun demikian masih banyak juga yang betum dapat

ditakukan. Untuk itu kami belum merasa puas dengan apa yang telah dicapai

sekarang. Kami akan tetap berjuang guna mencapai cita-cita Kabupaten

Banyuasin datam mewujudkan keseiahteraan dan kemakmuran masyarakat

di masa yang akan datang.

Mudah-mudahan Laporan Kinerja ( LKj ) ini bermanfaat sebagai

bahan evatuasi meningkatkan Kinerja lnstansi Pemerintah Kabupaten

Banyuasin pada waktu yang akan datang.

Wassal aam u' al ai ku m Waroh m atu I I aah i Wab arokaatuh

Pangkalan Balai, 26 Maret 2018

B-IIffiT}tsANYUASIN,
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Ikhtisar Eksekutif 
 
 

Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Banyuasin sebagai implementasi 

sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin atas penyelenggaraan pemerintahan 

kepada masyarakat. Namun, pertanggungjawaban ini tidak semata-mata 

dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan 

pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 

Pengukuran pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Banyuasin 

dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja  (Performance 

Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang 

dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat 

untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten 

Banyuasin. Apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan 

realisasinya maka harus  dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk 

memecahkan permasalahan tersebut. 

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014-2018. Secara umum 

pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan 

keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang 

dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2015 tentang Revisi 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 dan Peraturan Bupati Banyuasin 

Nomor 125 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Banyuasin Nomor 821 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-

2018.  
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2017 

menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran 

strategis. 

Dari 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2014-

2018, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran stratejik pada 

tahun 2017 telah dapat direalisasikan dengan baik sekali. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap  23 (dua puluh tiga)  

indikator sasaran, disimpulkan bahwa ke 23 (dua puluh tiga) indikator 

sasaran tersebut dikategorikan sangat berhasil. 

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen 

penuh dari Bupati Banyuasin, segenap staf dan pegawai di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin di samping adanya koordinasi dan sinergi 

dengan pihak terkait.  

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap  pelaksanaan  program  yang telah 

ditetapkan dalam RPJMD 2014-2018 (222 program), sebanyak 192 (seratus 

sembilan puluh dua) program sudah dilaksanakan, sedangkan sebanyak 30 

(tiga puluh) program belum dilaksanakan pada tahun 2017. 
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A. LATAR BELAKANG 

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama 

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-

cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. 

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses 

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan 

public good and services disebut governance (pemerintahan atau 

kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good 

governance“ (kepemerintahan yang baik). Good governance yang efektif 

menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, 

profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian 

penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. 

Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses 

tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju 

instrumen akuntabilitas daerah. Hal inilah merupakan bagian terpenting 

untuk ditata agar  dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (Good Governance). Perlu diperhatikan pula 

adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi 
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pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta 

tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. 

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi 

responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang 

bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing 

individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan 

yang dilaksanakan pada bagiannya Akuntabilitas didefinisikan sebagai 

suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas 

instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.  

Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor 

XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk 

hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 tahun 2014 mengenai petunjuk teknis pelaporan kinerja yang 

mewajibkan setiap entitas akintabilitas kinerja menyusun dan 

menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan 

penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. 
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Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan anggaran dengan tujuan untuk memberikan informasi 

kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk meningkatkan kinerjanya. 

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018, 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin dan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 berisi 

rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, 

evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau basis 

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud serta 

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.  Dengan  

demikian, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang 

menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati 

kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan 

yang berlaku.  
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Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2017 dengan memperhatikan kepada peraturan 

perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan laporan Kinerja,    

yaitu : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4181); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahan 

kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas 

laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor B/5278/P.I.PAN.RB/12/2014 hal 

Penyampaian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018. 

 

B. GAMBARAN UMUM 

1. Kondisi Geografis 

Kabupaten Banyuasin secara geografis, geoekonomi dan 

geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis baik pada masa 

kini mapun pada masa yang akan datang karena berada pada jalur 

Lintas Timur Pulau Sumatera antar Provinsi Sumatera Selatan dan 

Provinsi Jambi, berbatasan pula dengan kota Palembang sebagai 

pusat kegiatan industri, perdagangan dan pusat kehidupan modern.  

Luas  wilayah  Kabupaten  Banyuasin  saat  ini  adalah    

11.832,99 Km2 yang terbagi dalam 19 kecamatan yang terdiri dari 288 

desa dan 15 kelurahan, dimana jumlah desa terbanyak berada di 

Kecamatan Pulau Rimau, yaitu sebanyak 29 desa dan kecamatan yang 

memiliki desa yang paling sedikit jumlahnya adalah Kecamatan 

Talang Kelapa, yaitu hanya berjumlah sebanyak 6 desa. Untuk 

Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan 

Banyuasin II dengan luas wilayah 3.632,40 Km2 atau sekitar 30,70% 

dari luas Kabupaten Banyuasin, sedangkan Kecamatan dengan luas 

wilayah terkecil yaitu Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas 

wilayah 174,89 Km2 atau sekitar 1,48% dari luas wilayah Kabupaten 

Banyuasin. Untuk melihat jumlah desa dan luas wilayah di masing-

masing kecamatan di Kabupaten Banyuasin, disajikan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 1.1. 

Jumlah Desa/Kelurahan  dan Luas Wilayah per Kecamatan 
Di Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 

 
No 

Kecamatan 
Jumlah 

Desa 
Jumlah 

Kelurahan 
Luas Wilayah 

(Km2) 

1. Rantau Bayur 21 - 556,91 

2. Rambutan 19 - 450,04 

3. Banyuasin I 11 2 186,69 

4. Makarti Jaya 11 1 300,28 

5. Betung 9 2 354,41 

6. Banyuasin III 21 5 294,20 

7. Pulau Rimau 29 - 888,64 

8. Muara Telang 16 - 341,57 

9. Talang Kelapa 6 6 439,43 

10. Muara Padang 15 - 917,60 

11. Banyuasin II 17 - 3.632,40 

12. Tungkal Ilir 14 - 648,14 

13. Tanjung Lago 15 - 802,42 

14. Muara Sugihan 22 - 696,40 

15. Air Salek 14 - 311,57 

16. Suak Tapeh 11 - 312,70 

17. Sembawa 11 - 196,14 

18. Sumber Marga Telang 10 - 174,89 

19. Air Kumbang 16 - 328,56 

J u m l a h  288 16 11.832,99 

     Sumber : Banyuasin Dalam Angka, 2017 

Sedangkan secara administratif, Kabupaten Banyuasin 

mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : 

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur Provinsi Jambi dan Selat Bangka. 

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan 

Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Jejawi 

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, 

Kecamatan Sungai Rotan dan Talang Ubi 

Kabupaten Muara Enim. 

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin.
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Gambar 1 

Peta Wilayah Kabupaten Banyuasin 
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2. Kondisi Iklim 

Menurut klasifikasi Oldemand, wilayah Kabupaten Banyuasin 

memiliki tipe iklim B1 dengan suhu rata 26,100 – 27,400 Celcius dan 

kelembaban relative 69,4% - 85,5% dan rata-rata curah hujan 2.723 

mm/tahun. 

3. Kondisi Topografi 

 Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80% wilayah datar 

berupa lahan pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20% lagi 

berombak sampai bergelombang berupa lahan kering dengan sebaran 

ketinggian 0 – 40 meter diatas permukaan laut. Lahan rawa pasang 

surut yang terletak disepanjang Pantai Timur sampai ke pedalaman 

meliputi wilayah Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Makarti Jaya, 

Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Pulau 

Rimau, Kecamatan air saleh, Kecamatan Muara Sugihan, sebagian 

Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Betung, dan Kecamatan 

Tungkal Ilir.  

Selanjutnya lahan rawa lebak terdapat di Kecamatan Rantau 

Bayur, sebagian Kecamatan Rambutan, sebagian kecil Kecamatan 

Banyuasin I. Sedangkan lahan kering dengan topografi agak 

bergelombang terdapat di sebagian besar Kecamatan Betung, 

Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Suak 

Tapeh dan Sebagian kecil Kecamatan Rambutan. 

Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Banyuasin terdiri dari 4 

jenis tanah, yaitu: 

a) Organosol : Terdapat di dataran rendah/rawa-rawa. 

b) Klei Humus : Terdapat di dataran rendah/rawa-rawa. 

c) Alluvial : Terdapat di sepanjang sungai. 

d) Polzoik : Terdapat di daerah berbukit-bukit. 
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4. Kondisi Hidrologi 
 

Dari sisi hidrologi berdasarkan sifat tata air wilayah Kabupaten 

Banyuasin dapat di bedakan menjadi daerah dataran kering dan 

dataran basah yang sangat di pengaruhi oleh pola aliran sungai. 

Aliran sungai di daerah dataran basah pola alirannya rectangular dan 

dataran kering pola alirannya dandritik. Beberapa sungai besar 

seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang, 

Sungai Upang dan yang lainnya berperan sebagai sarana transpotasi 

air di sepanjang garis pantai lebih dari 150 km. Pola aliran di wilayah 

ini, terutama di daerah rawa-rawa dan pasang surut umumnya 

rectangular, sedangkan untuk daerah yang dipengaruhi oleh pasang 

surut aliran sungainya adalah subparali, dimana daerah bagian 

tengah di setiap daerah sering dijumpai genangan air yang cukup 

luas.   

C. KONDISI EKONOMI 

Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional secara 

langsung juga berdampak positif terhadap perekonomian regional 

khususnya Kabupaten Banyuasin dimana pertumbuhannya mulai 

menunjukkan peningkatan. Untuk mengetahui seberapa jauh 

peningkatan kinerja perekonomian Banyuasin dapat dilihat dan 

dianalisis berdasarkan perkembangan indikator ekonomi antara lain 

seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per Kapita, 

Pendapatan regional per Kapita, konstribusi sektoral, laju pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi. 
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Komposisi sektor ekonomi pada dasarnya adalah pangsa (share) 

atau bagian nilai yang disumbangkan suatu sektor terhadap total PDRB, 

yaitu nilai suatu sektor (PDRB suatu sektor) dibandingkan dengan nilai 

keseluruhan sektor (total PDRB). Komposisi sektor merupakan gambaran 

awal untuk memahami sektor-sektor manakah yang memberikan 

kontribusi besar, sedang atau kecil kepada PDRB total. 

Adapun beberapa indikator makro bidang ekonomi yang dicapai 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam periode pembangunan sejak 

tahun 2010 sampai dengan data terakhir yang dapat disediakan dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Perkembangan PDRB  

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah 

satu indikator yang lazim digunakan untuk menjelaskan kinerja 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan positif yang 

ditunjukkan oleh PDRB dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian 

dan dasar berpijak dalam melakukan analisis hasil pembangunan. 

Kinerja yang ditunjukkan oleh PDRB suatu daerah juga sangat 

berguna bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan 

pembangunan yang akan dilakukan. 

Data statistik menunjukkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Banyuasin 

dengan migas atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 

20.794.405 juta rupiah. Sementara itu pertumbuhan ekonomi 

Banyuasin tanpa migas pada tahun 2015 tumbuh sebesar 3,26 

persen. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kabupaten 

Banyuasin dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga 

konstan dapat melihat tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.2. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2011-2015 

NO INDIKATOR EKONOMI 
TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. 

PDRB ATAS DASAR HARGA 

BERLAKU (JUTA RUPIAH.-) 

- DENGAN MIGAS 

- TANPA MIGAS 

 
 

14.456.268 
11.755.566 

 
 

15.895.074 
13.307.511 

 
 

17.513.249 
15.011.396 

 
 

19.137.046 
16.374.740 

 
 

20.794.405 
18.028.349 

2. 

PDRB ATAS DASAR HARGA 

KONSTAN (JUTA RUPIAH.-) 

- DENGAN MIGAS 

- TANPA MIGAS 

 
 

5.446.280 
4.562.832 

 
 

5.693.907 
4.822.631 

 
 

5.954.637 
5.094.742 

 
 

15.380.589 
12.972.562 

 
 

16.236.002 
13.833.940 

3. 

PERTUMBUHAN PDRB (%) 

- DENGAN MIGAS 

- TANPA MIGAS 

 
13,04 
15,18 

 
11,63 
14,93 

  
 

2,95 
3,26 

4. 

PERTUMBUHAN EKONOMI 

(%) 

- DENGAN MIGAS 

- TANPA MIGAS 

 
 

7,36 
7,38 

 
 

7,35 
7,39 

 
 

6,18 
7,26 

 
 

5,14 
4,81 

 
 

5,56 
6,64 

5. 

PENDAPATAN PER KAPITA 

ATAS DASAR HARGA 

BERLAKU (Rp.-) 

- DENGAN MIGAS 

- TANPA MIGAS 

 
 
 

14.456.268 
11.716.722 

 
 
 

15.701.970 
13.125.807 

 
 
 

17.513.226     
15.011.377 

 
 
 

25.098.358 
21.475.576 

 
 
 

25.624.621 
22.215.930 

6. 

PENDAPATAN PER KAPITA 

ATAS DASAR HARGA 

KONSTAN (Rp.-) 

- DENGAN MIGAS 

- TANPA MIGAS 

 
 
 

5.446.280 
4.562.832 

 
 
 

5.693.907 
4.789.420 

 
 
 

5.954.637 
5.094.742 

 
 
 

20.171.740 
17.013.606 

 
 
 

20.007.372 
17.047.348 

Sumber : Banyuasin Dalam Angka Tahun 2016 

 

2. Tingkat Inflasi 

Laju inflasi PDRB sektoral di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 

2011 tanpa migas sebesar 7,27 persen dengan migas sebesar 6,50 

persen. Pada tahun 2015 masing-masing sebesar 6,64 tanpa migas 

dan 5,56 dengan migas. 
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Laju inflasi pada tahun 2015 tingkat inflasi mengalami 

kenaikan yaitu pada sektor migas mencapai 1,71 persen dan 

kenaikan pada sektor non migas sebesar 3,11 persen. 

Tabel 1.3 

Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 – 2015 

Tahun 
Laju Inflasi (%) 

Dengan Migas Tanpa Migas 

2011 6,50 7,27 

2012 5,08 7,02 

2013 5,27 6,69 

2014 3,85 3,53 

2015 5,56 6,64 

             Sumber : PDRB Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 

 

3. Pendapatan Perkapita 

Pendapatan perkapita merupakan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah 

penduduk pertengahan tahun. Perkembangan pendapatan 

perkapita Kabupaten Banyuasin selalu mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan 

pendapatan per kapita di Kabupaten Banyuasin meningkat                     

2,1 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp.25.624.621.00 

untuk sektor dengan migas dan meningkat   3,33  persen pada 

sektor tanpa migas menjadi Rp. 22.215.930.00. 
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Tabel 1.4. 

Pendapatan Perkapita Penduduk Banyuasin  

atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015 

Tahun Dengan Migas (Rp) Tanpa Migas (Rp) 

2011 14.456.268 11.775.566 

2012 15.895.074 13.307.511 

2013 17.513.294 15.011.396 

2014 25.098.358 21.475.576 

2015 25.624.621 22.215.930 

              Sumber : Banyuasin Dalam Angka Tahun 2016 

 

D. KONDISI SOSIAL 

Indikator kinerja makro sosial mencakup indikator kinerja untuk 

menilai keberhasilan pembangunan Kabupaten Banyuasin dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dari aspek-aspek pertumbuhan 

penduduk, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), dan lingkungan hidup. 

1. Pertumbuhan Penduduk 

Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk 

menghitung besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, 

seperti perumahan, sandang, pangan, pendidikan dan sarana 

penunjang lainnya. Tabel berikut ini menerangkan jumlah penduduk 

di Kabupaten Banyuasin Tahun 2017. 
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Tabel 1.5. 
Jumlah Penduduk di Kabupaten Banyuasin  

Tahun 2017 

No Kecamatan 

Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Tahun 2017 

1. Banyuasin I  57.503 

2. Banyuasin II  46.333 

3. Banyuasin III 66.913 

4. Pulau Rimau 46.978 

5. Betung  55.722 

6. Rambutan  44.759 

7. Muara Padang  34.711 

8. Muara Telang 39.112 

9. Makarti Jaya 27.813 

10. Talang Kelapa 147.348 

11. Rantau Bayur  49.157 

12. Tanjung Lago 41.901 

13. Muara Sugihan 39.333 

14. Air Salek 36.734 

15. Tungkal Ilir 33.530 

16. Suak Tapeh 19.136 

17. Sembawa 32.835 

18. Sumber Marga Telang 26.141 

19. Air Kumbang 26.308 

J u m l a h 872.267 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuasin 2017 
     

Melakukan pemerataan penduduk merupakan salah satu tujuan 

pembangunan di Kabupaten Banyuasin. Dengan pemerataan, 

penduduk secara umum dapat membantu dalam usaha 

mensejahterakan penduduknya. Oleh karena itu, dalam usaha 

melakukan pemerataan penduduk, idealnya komposisi jumlah 

penduduk sejalan dengan luas wilayah keruangan suatu daerah. 
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Penyebaran penduduk di Kabupaten Banyuasin relatif kurang merata 

yang disebabkan jumlah penduduk di setiap Kecamatan jumlahnya 

timpang. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata kepadatan 

penduduk tertinggi pada tahun 2017, rata-rata kepadatan penduduk 

di Kecamatan Talang Kelapa mencapai 303,29 jiwa/km2 sedangkan 

yang terendah yaitu Kecamatan Banyuasin II mencapai                           

11,96 jiwa/km2. 

Tabel 1.6. 
Rata-Rata Kepadatan Penduduk per Kecamatan 

di Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 - 2015 
 

No Kecamatan 
Luas Wilayah 

(Km2) 
Rata-Rata Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Rantau Bayur 556,91 86 103,30 109,18 78,40 74,44 

2. Betung 354,41 90 176,13 191,37 155,42 156,54 

3. Banyuasin III 294,20 94 240,10 249,38 235,07 209,56 

4. Pulau Rimau 888,64 73 57,11 49,90 50,24 46,81 

5. Tungkal Ilir 648,14 75 48 59,66 47,65 38,86 

6. Talang Kelapa  439,43 417 329 330,03 314,16 303,29 

7. Tanjung Lago 802,42 73 53,03 59,03 50,68 48,11 

8. Banyuasin I 186,69 81 385 366,02 343,29 286,98 

9. Rambutan  450,04 90 113,08 116,75 113,21 96,24 

10. Muara Padang 917,60 47 37,87 36,44 41,13 35,08 

11. Muara Sugihan  696,40 15 62,05 66,47 69,29 57,43 

12. Banyuasin II 3.632,40 125 13,07 14,50 11,87 11,96 

13. Makarti Jaya 300,28 59 101,09 103,84 107,08 93,66 

14. Air Salek 311,57 57 125,72 143,28 149,99 118,36 

15. Muara Telang 341,57 163 91,05 129,24 133,09 115,09 

16. Suak Tapeh 312,70 51 65,42 70,78 62,59 56,89 

17. Sembawa 196,14 139 166 186,33 177,87 156,60 

18. 
Sumber Marga 
Telang 

174,89 - 160,03 156,81 128,82 142,01 

19. Air Kumbang 328,56 - 84,61 90,38 76,26 73,29 

J u m l a h 11,832.99 1,735 2,411,66 2,529,38 2,346,11 2,121,2 

Sumber :  Banyuasin Dalam Angka Tahun 2017 
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Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Banyuasin, hingga 

pertengahan tahun 2016 Kecamatan Talang Kelapa merupakan 

Kecamatan dengan persentase persebaran tertinggi, yaitu sebesar 

14,30 % dan Kecamatan Banyuasin II adalah kecamatan dengan 

persebaran terendah, yaitu hanya sebesar 0,56 %. Untuk 

selengkapnya dapat dilihat tabel berikut ini. 

 

Tabel 1.7. 
Jumlah Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera 

di Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2014 

Kecamatan 
2012 2013 2014 

PS KS PS KS PS KS 

Banyuasin I 4.235 6.483 3.523 6.950 4.070 6.317 

Banyuasin II 4.271 5.491 4.339 5.588 4.452 5.869 

Banyuasin III 1.824   3.895 2.266 4.388 1.754 4.097 

Talang Kelapa 2.887 5.889 4.483 3.851 4.385 3.848 

Rambutan 1.899 3.907 1.804    3.845 1.530 3.845 

Muara Padang 1.937 2.751 2.053    3.696 2.279 3.840 

Makarti Jaya 1.720 1.650 944    2.774   942 3.852 

Muara Telang 1.378 1.805 1.268    1.729 1.378 1.776 

Betung 2.637 3.485   2.637       970   2.637 956 

Rantau Bayur 3.993 3.221 4.132    8.715 4.751 9.529 

Pulau Rimau 6.187 3.692 6.104    3.438 4.270 3.509 

Tanjung Lago 2.527   3.215   2.526    3.272   2.527 3.086 

Muara Sugihan 2.894 2.896 2.378   3.447 2.092 3.564 

Air Salek 3.115 2.458 3.301   3.313 3.009 2.285 

Tungkal Ilir 4.042 2.270 4.247   2.609 4.344 3.014 

Suak Tapeh 1.046 2.004 1.035   2.023   979 2.138 

Sembawa 1.608 1.756 1.398   1.830   964 1.888 

Sumber Marga Telang 1.384 1.669 1.397   1.680 1.422 1.709 

Air Kumbang 3.236 2.382 3.802   2.058 3.189 2.539 

Jumlah 52.819 60.919 53.637 65.176 50.576 66.661 

                      Sumber  :  Banyuasin Dalam Angka Tahun 2015 
Ket : PS = Pra Sejahtera 
  KS = Keluarga Sejahtera  
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Secara umum persentase rumah tangga Keluarga Pra Sejahtera 

dari Tahun 2014 hingga Tahun 2015 mengalami penurunan dari 

53.637 di Tahun 2014 menjadi 50.947 di Tahun 2015  atau 

mengalami peningkatan sebesar  1.05%. Jumlah keluarga 

prasejahtera terkecil pada Tahun 2015 ada di kecamatan Makarti 

Jaya  yaitu 942 dari 7.283 KK yang ada atau 12,93% dan yang 

terbesar ada di Kecamatan Rantau Bayur yaitu sebesar 4.751 dari 

12.930 KK yang ada atau 36,74%. Sedangkan keluarga Sejahtera 

mengalami penurunan dari tahun 2014 ke 2015 yaitu dari 65.176 

menjadi 66.661 dengan persentase peningkatan sebesar 1.02%. Data 

Banyuasin Dalam Angka Tahun 2016 belum terbit. 

2. Pendidikan 

Pencapaian Kabupaten Banyuasin dalam pelayanan 

pendidikan salah satunya ditujukan dengan indikator Angka Putus 

Sekolah. Angka Putus Sekolah di tingkat SD, SLTP dan SLTA 

menunjukkan peningkatan yang cukup bila dibandingkan dengan 

periode awal RPJMD. Dimana untuk Angka Putus Sekolah pada SD 

menunjukkan penurunan dari 0,32% pada Tahun 2013 menjadi 

sebesar 0,20% di Tahun 2017, ditingkat SLTP dari 0,26% pada Tahun 

2013 menjadi 0,12% di Tahun 2017 dan tingkat SLTA dari 0,13% di 

Tahun 2013 menjadi 0,40% di Tahun 2017. 
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Tabel 1.8. 
Angka Putus Sekolah Kabupaten Banyuasin  

Tahun 2012 – 2016 
 

Indikator Satuan  
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Angka Putus Sekolah  

SD / MI (%) 0,32 0,40 0,16 0,09 0,20 

SLTP / MTs (%) 
0,26 0,24 0,17 0,07 0,12 

SLTA / SMK / 
MA 

(%) 
0,13 0,27 0,16 0,17 0,40 

        Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, 2016 

 
 

3. Kesehatan 

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus 

atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan 

berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung 

akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan 

merupakan bagian yang sangat penting bagi peningkatan SDM, 

maka program-program kesehatan diprioritaskan pada calon 

generasi penerus, sejak dari kandungan dan balita. 

Indikator bidang kesehatan selama kurun waktu Tahun 2014 

sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagaimana disajikan dalam 

tabel 1.9 di bawah ini: 
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Tabel 1.9. 

Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2014 – 2017 

 

Indikator Kinerja Satuan Realisasi 
2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
Angka Usia 
Harapan Hidup 

Tahun 68,21 68,21 68,31 68,33 

Angka Kematian 
Ibu Melahirkan 

Per 100.000 72 120 65 109 

Persentase Balita 
Gizi Buruk 

% 11 14 2,5 0,0025 

Persentase yang 
Mencapai Universal 
Child Immunization 
(UCI) 

% 96,71 94,07 97,7 85,78 

          Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 

 

Pembangunan bidang kesehatan tidak terlepas dari jumlah 

sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia. Pada tahun 2016 

jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuasin 

terdiri dari: 1 rumah sakit, 1 rumah bersalin, 31 puskesmas, 13 

poliklinik dan 304 poskesdes. 

Selain sarana dan prasarana Kabupaten Banyuasin juga 

meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dalam upaya 

meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sampai 

Tahun 2017 tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuasin 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.10. 

Tenaga Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 

Jabatan  Jumlah 

Jabatan Fungsional Dokter Umum 59 Orang 

Jabatan Fungsional Dokter Gigi 3 Orang 

Jabatan Fungsional Perawat 199 Orang 

Jabatan Fungsional Perawat Gigi 27 Orang 

Jabatan Fungsional Bidan 330 Orang 

Jabatan Fungsional Gizi 27 Orang 

Jabatan Fungsional Sanitarian 44 Orang 

Jabatan Fungsional Asisten Apoteker 24 Orang 

Jabatan Fungsional Analis 27 Orang 

Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan 86 Orang 

               Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun  2016 

 

4. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit 

tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian 

pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. 

Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari 

pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok 

pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan 

dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu 

adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka 

harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketrampilan 

yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama 

sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan 
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untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan 

pengeluaran komsumsi (daya beli).    

 

Berdasarkan klasifikasi United Nations Development Programme 

(UNDP) tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah 

atau negara dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 

  0  -  <50  : rendah  

 50  -  <65 :  menengah bawah 

 65  -  <80 :  menengah atas 

         ≥80  :  tinggi 

 

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin, diketahui 

bahwa tingkat pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten 

Banyuasin pada tahun 2015 yang dinilai berdasarkan indikator 

IPM mencapai angka 65,01 persen. Dilihat tingkat kesejahteraan 

penduduk Kabupaten Banyuasin telah termasuk dalam klasifikasi 

menengah atas.   

Untuk periode-periode berikutnya pembangunan sumber daya 

manusia akan lebih diprioritaskan dan lebih ditingkatkan lagi. 

E. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah adalah sebagai daerah otonom, yakni kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta 

kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia, dengan tugas melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat di Kabupaten Banyuasin agar dapat terwujud 

masyarakat yang sejahtera lahir dan batin berlandaskan dengan iman 

dan takwa.  

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang terdiri 

dari : 

1. Sekretariat 

Struktur organisasi/satuan kerja sekretariat dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banyuasin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Banyuasin dan kemudian dikarenakan adanya 

perubahan nomenklatur sehingga ditetapkan kembali melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 12 Tahun 2012 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 

2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Banyuasin. 

2. Dinas 

Struktur organisasi dinas Daerah dibentuk dengan berlandaskan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuasin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi 
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Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin, dengan susunan sebagai 

berikut : 

1) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; 

2) Dinas Kesehatan; 

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 

4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan; 

5) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan; 

6) Dinas Sosial; 

7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

8) Dinas Ketahanan Pangan; 

9) Dinas Lingkungan Hidup; 

10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

12) Dinas Perhubungan; 

13) Dinas Komunikasi dan Informatika; 

14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP); 

16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; 

17) Dinas Perikanan; 

18) Dinas Pertanian; 

19) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 
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3. Badan 

Struktur organisasi Badan Daerah dibentuk dengan berlandaskan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan 

Daerah Kabupaten Banyuasin dengan susunan sebagai berikut : 

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan; 

2) Bdan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten. 

4.  Kecamatan 

Administrasi pemerintahan Kecamatan Kabupaten Banyuasin 

terdiri dari 19 (Sembilan Belas) kecamatan, sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Keempat atas  Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Administrasi Pemerintahan 

Kecamatan. 

F. ISU STRATEGIS 

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil 

evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2009-2013, serta perumusan 

permasalahan dan tantangan pada Tahun 2017 yang merupakan tahun 

keempat dalam tahapan tahunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2014-2018, maka ditetapkan isu strategis 

pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 yang disajikan 

sebagai berikut : 
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1. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Strategis 

2. Pengembangan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan 

3. Pengembangan Kawasan Wilayah Cepat Tumbuh 

4. Investasi Kondusif Pedesaan 

5. Investasi Kondusif Perkotaan 

6. Pengembangan Pertambangan dan Energi 

7. Peningkatan Layanan Pendidikan (IPTEK dan IMTAQ) 

8. Peningkatan Layanan Kesehatan 

9. Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 

10. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) 
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A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

PERIODE  2014 – 2018 

Penyusunan laporan Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 ini, 

mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018, berpedoman pada Peraturan 

Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2018 

merupakan tahapan keempat dari rencana pembangunan jangka 

panjang Kabupaten Banyuasin, dimana berlandaskan pelaksanaan, 

pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 

ditujukan untuk percepatan pembangunan ekonomi berbasis sumber 

daya lokal, memacu pembangunan dan pengembangan industri, 

perdagangan dan jasa, serta melakukan peningkatan pelayanan dasar 

yang makin luas dan berkualitas.  
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1. VISI DAN MISI 

1.1 V I S I 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2014 – 2018 menetapkan visi yang merupakan cita-cita 

yang ingin dicapai yaitu: 

 

“BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI” 

 

1.2. M I S I 

Visi Kabupaten Banyuasin dijabarkan lebih lanjut kedalam misi 

yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat 

Banyuasin yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial 

masyarakat, lembaga swadaya, organisasi profesi, lembaga pendidikan, 

dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten 

Banyuasin. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Banyuasin, maka 

dijabarkan kedalam misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan 

Sebagai Penunjang Pembangunan Dan Pengembangan Ekonomi 

Kerakyatan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan 

Wawasan Lingkungan. 

2. Memantapkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Menjamin 

Keamanan Dan Kepastian Hukum Serta Kemudahan Lainnya Untuk 

Mewujudkan Daya Saing Daerah. 
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3. Membangun Tatanan Ekonomi Daerah Berdasarkan Keunggulan 

Kompetitif Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, 

Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Dan Sektor Pertambangan 

Energi Menuju Banyuasin Sejahtera. 

4. Menyediakan Akses Layanan Pendidikan (IPTEK Dan IMTAQ) 

Berkualitas Dan Terjangkau Demi Mutu Sumber Daya Manusia 

Yang Unggul Yang Didukung Oleh Peningkatan System Layanan 

Kesehatan Yang Murah, Berkualitas, Dan Merata Melalui Investasi 

Layanan Puskesmas. 

5. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And 

Clean Governance) Dengan Meningkatkan Kemampuan Pemerintah 

Daerah Yang Amanah, Profesional Dan Berwibawa. 

 

2. TUJUAN DAN SASARAN 

2.1. TUJUAN 

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan 

permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. 

2.2. SASARAN 

Sasaran adalah hasil yang akan diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. 
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Dalam mendukung Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 dapat diuraikan secara 

spesifik tujuan dan sasaran yang hendak dicapai masing-masing misi adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1. 
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banyuasin 

 

VISI: BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI 

MISI TUJUAN SASARAN 

1. Meningkatkan 

Pembangunan 

Infrastruktur Wilayah 

Dan Kawasan Sebagai 

Penunjang 

Pembangunan Dan 

Pengembangan 

Ekonomi Kerakyatan 

Berdasarkan Prinsip 

Pembangunan 

Berkelanjutan Dan 

Wawasan Lingkungan  

1. Terwujudnya  

Sarana dan 

Prasarana 

Infrastruktur yang 

Memadai Bagi 

Kelancaran 

Distribusi Barang, 

Jasa dan Informasi 

Dalam Wilayah 

Kabupaten 

Banyuasin Yang 

Berwawasan 

Lingkungan 

1. Tersedianya 

Infrastruktur Wilayah 

Yang Mampu 

Mendukung Aktivitas 

Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Yang 

Berwawasan 

Lingkungan 

2. Memantapkan Iklim 

Investasi Yang Kondusif 

Dengan Menjamin 

Keamanan Dan 

Kepastian Hukum Serta 

Kemudahan Lainnya 

Untuk Mewujudkan 

Daya Saing Daerah  

2. Terwujudnya 

Koordinasi, 

Sinkronisasi, 

Keterpaduan dan 

Kerjsama Antar 

Sektor Dalam 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Wilayah dan 

Kawasan 

2..Terselengaranya 

Percepatan 

Pembangunan 

Infrastruktur Wilayah 

dan Kawasan Yang 

Terpadu, Efektif dan 

Efisien 
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VISI: BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI 

MISI TUJUAN SASARAN 

3. Membangun Tatanan 
Ekonomi Daerah 
Berdasarkan 
Keunggulan Kompetitif 
Sektor Pertanian, 
Peternakan, 
Perkebunan, 
Kehutanan, Perikanan, 
Kelautan Dan Sektor 
Pertambangan Energi 
Menuju Banyuasin 
Sejahtera 

3.1 Terwujudnya 
Pengembangan 
Investasi Yang 
Kondusif Yang 
Mampu Menumbuh 
Kembangkan 
Kegiatan-Kegiatan 
Perekonomian 
Dalam Daerah 

3. 1 Iklim Investasi Yang 
Sehat dan 
Pengembangan Usaha 
Kecil dan Menengah 
Sesuai Dengan 
Karakteristik Daerah 
Serta Potensi Usaha 

3.2 Perlindungan dan 
Pendayagunaan 
Tenaga Kerja Yang 
Luas Bagi 
Masyarakat Dengan 
Membuka Peluang 
Penyerapan Tenaga 
Kerja Lokal 

3.2 Menurunkan Tingkat 
Pengangguran dan Iklim 
Ketenagakerjaan Yang 
Baik 

4..Menyediakan Akses 
Layanan Pendidikan 
(IPTEK Dan IMTAQ) 
Berkualitas Dan 
Terjangkau Demi Mutu 
Sumber Daya Manusia 
Yang Unggul Didukung 
Oleh Peningkatan 
Sistem Layanan 
Kesehatan Yang Murah, 
Berkualitas Dan Merata 
Melalui Investasi 
Layanan Puskesmas 

4.1.Terwujudnya 
Pertumbuhan 
Ekonomi Yang 
Signifikan dan 
Berkelanjutan dan 
Dapat Dinikmati 
Seluruh Masyarakat 

5. Mewujudkan 
Pertumbuhan Ekonomi 
Yang Berkualitas dan 
Berkelanjutan 

4.2 Terwujudnya 
Keseimbangan 
Pengelolaan dan 
Pemanfaatan 
Sumber Daya Alam 

6. Pengelolaan SDA 
Secara Baik dan 
Optimal Sehingga SDA 
Tetap Lestari dan 
Dapat Memberikan 
Manfaat yang Optimal 
Kepada Masyarakat 
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VISI: BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI 

MISI TUJUAN SASARAN 

5. Mewujudkan Tata 
Pemerintahan Yang 
Baik dan Bersih (Good 
And Clean 
Governance) Dengan 
Meningkatkan 
Kemampuan 
Pemerintah Daerah 
Yang Amanah, 
Profesional Dan 
Berwibawa 

5.1.Terwujudnya 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Terampil 

6. Mewujudkan 
Pembangunan SDM 
yang Didukung 
Infrastruktur dan 
Sistem Pendidikan 
Yang Layak dan 
Memenuhi Standar 

5.2 Terwujudnya 

Peningkatan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

7. Mewujudkan SDM Yang 

Sehat dan Didukung 

Infrastruktur dan 

Sistem Pelayanan 

Kesehatan Yang Layak 

dan Memenuhi Standar 

 6.1 Terwujudnya 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Yang 

Profesional Menuju 

Pelayanan Publik Yang 

Prima 

8. Meningkatkan 

Transparansi, 

Partisipasi dan Mutu 

Pelayanan 

 6.2 Terwujudnya 

Pemerintahan Yang 

Bersih, Responsif, 

Bertanggung Jawab 

dan Akuntabel 

9. Terwujudnya Birokrasi 

Yang Efisien, Efektif 

dan Bebas KKN 
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B. INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banyuasin telah menetapkan Indikator Tujuan Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018. Pada Tahun 2017 Indikator Kinerja 

Utama Kabupaten Banyuasin telah direvisi menjadi 23 (dua puluh tiga) 

indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 

2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 821 

Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 yaitu : 

 

Tabel 2.2 
Indikator Tujuan 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 
 

No Tujuan Indikator Tujuan Target 

1.  Memacu Pertumbuhan dan 
Pemerataan Ekonomi 
Daerah 

Persentase Pertumbuhan Ekonomi 6,93 

Pendapatan per Kapita 26.851.648 

Persentase Penduduk Miskin 9,85 

Indeks Gini * ≤ 40 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67,75 

2.  Terwujudnya Sumber Daya 
Manusia yang Sehat dan 
Berprestasi 

IPM 72,39 

3.  Terwujudnya Pemerintahan 
yang baik dan bersih (Good 
& Clean Governance) 

Predikat SAKIP Kabupaten B 

Opini BPK WTP 
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Tabel 2.3 

Indikator Kinerja Utama sebelum reviu 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 

 

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Rumus Capaian 

1 Terselenggaranya 
Percepatan 
Pembangunan 
Wilayah dan Kawasan 
Yang Terpadu, 
Efektif dan Efisien 
Yang Mampu 
Mendukung Aktivitas 
Ekonomi, Sosial dan 
Budaya Yang 
Berwawasan 
Lingkungan 

1 Persentase Panjang 
Jalan Kabupaten 
Dalam Kondisi Baik 

Panjang Jalan Kabupaten 
dalam kondisi baik 
/Panjang Seluruh Jalan 
Kabupaten  x 100 % 

2 Persentase Jumlah 
Jembatan Kabupaten 
dalam kondisi baik 

Jumlah Jembatan dalam 
kondisi baik / Jumlah 
jembatan yang ada x 
100% 

3 Persentase Lahan 
Pertanian 
mendapatkan irigasi 
teknis 

Lahan Pertanian 
mendapatkan irigasi 
teknis/ Jumlah Total 
Lahan x 100 % 

4 Persentase Rumah 
Layak Huni 

Jumlah Rumah Layak 
Huni Tahun Bersangkutan 
/ Jumlah Rumah yang 
ada x 100% 

5 Persentase Dermaga 
Sungai dalam 
Kabupaten Banyuasin 

 Jumlah Dermaga Sungai 
Dalam Kabupaten / Total 
Kebutuhan  Dermaga 
Sungai Dalam Kabupaten 
x 100 % 

6 Jumlah Unit 
Pemukiman 
Transmigrasi (UPT) 

Jumlah Unit Pemukiman 
Transmigrasi yang dibina 

2 
 
  

Iklim Investasi Yang 
Sehat Dan 
Pengembangan Usaha 
Kecil Dan Menengah 
Sesuai Dengan 
Karakteristik Daerah 
Serta Potensi Usaha 

7 Jumlah Investor Jumlah Perusahaan PMA 
+ Jumlah Perusahaan 
PMDN 

8 Nilai Realisasi PMDN 
berdasarkan LKPM 

Jumlah Realisasi PMDN 
berdasarkan LKPM 

9 Pengembangan Usaha 
(UMKM) 

- Usaha Mikro – Usaha 
Kecil 

 - Usaha Kecil - Usaha 
Menengah 
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No Sasaran Indikator Kinerja Utama Rumus Capaian 

3 Menurunnya Tingkat 
Pengangguran dan 
Meningkatnya Iklim 
Ketenagakerjaan 
yang Baik 

10 Besaran Angka 
Partisipasi Angkatan 
Kerja 

Jumlah Penduduk 
Angkatan Kerja  / Jumlah 
Penduduk Usia Kerja x 
100% 

11 Jumlah Tenaga Kerja 
Pengangguran 
Terampil yang Telah 
Bekerja 

Perbandingan Tenaga 
Kerja Pengangguran yang 
telah bekerja dengan 
tenaga kerja 
pengangguran yang 
dilatih x 100 % 

4 Pengelolaan SDA 
Secara Baik dan 
Optimal Dalam 
Rangka Meningkatkan 
Pertumbuhan 
Ekonomi Sektoral 
Yang Berkelanjutan 

12 Skor Neraca Bahan 
Makanan dan Pola 
Pangan Harapan (NBH 
dan PPH) 

Ketersediaan Protein 
(Gram/ Kap/ Hari) = 
Ketersediaan Pangan/ 
Kap/ Hari)/100) x 
Kandungan ProteinxBDD 

Ketersediaan Energi 
(Kal/ Kap/ Hari) = 
Ketersediaan Pangan/ 
Kap/ Hari)/ 100 ton (ekv 
beras)) x BDD 

13 Tingkat Produksi   

 Pertanian Jumlah Produksi Tahun 
Bersangkutan dikurang 
jumlah Produksi pada 
kondisi awal/ Jumlah 
Produksi pada kondisi 
awal x 100 % 

 Peternakan Jumlah Produksi Tahun 
Bersangkutan dikurang 
jumlah Produksi pada 
kondisi awal/ Jumlah 
Produksi pada kondisi 
awal x 100 % 

 Hasil Perkebunan (Jumlah Produksi Tahun 
Bersangkutan - Jumlah 
Produksi tahun 
sebelumnya dibagi 
dengan jumlah produksi 
tahun sebelumnya)x 100%  



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 

 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 

 

Bab 2 hal 10 

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Rumus Capaian 

 Perikanan Budidaya Jumlah Produksi 
Perikanan budidaya 
tahun berjalan-jumlah 
produksi pada kondisi 
awal/Jumlah Produksi 
pada kondisi awal x 100% 

 Perikanan Tangkap Jumlah Produksi 
Perikanan tangkap pada 
tahun berjalan - jumlah 
produksi pada kondisi 
awal / Jumlah Produksi 
pada kondisi awal x 100 
% 

14 Persentase Desa yang 
dialiri listrik atau 
Rasio Elektrifikasi 

Jumlah  rumah tangga 
yang sudah berlistrik 
dibagi dengan jumlah 
rumah tangga yang ada 

5 Meningkatnya 
Kualitas SDM Unggul 
dan Berprestasi  
Didukung 
Infrastruktur dan 
Sistem Pendidikan 
Yang Layak Dan 
Memenuhi Standar 

15 Persentase pendidikan 
anak usia dini 

Jumlah Siswa TK/ PAUD 
dibagi Jumlah Penduduk 
Usia 4 - 6 Tahun dikali 
100% 
 

16 APK 
 

 

 APK SD/MI/Paket A Jumlah Siswa SD/ MI/ 
Paket A dibagi Jumlah 
Penduduk Usia 7 - 12 
Tahun dikali 100% 
 

 APK  SMP/MTs/SMPT/ 
Paket B 

Jumlah Siswa SMP/ MTs/ 
Paket B dibagi Jumlah 
Penduduk Usia 13 - 15 
Tahun dikali 100% 
 

 APK SMA/SMK/MA/ 
Paket C 

Jumlah Siswa SMA/ 
SMK/MA Paket C dibagi 
Jumlah Penduduk Usia 16 
- 18 Tahun x 100% 
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No Sasaran Indikator Kinerja Utama Rumus Capaian 

17 APM 
 

 

 APM SD/MI/Paket A Jumlah Siswa SD/ MI/ 
Paket A Usia 7 - 12 Tahun 
dibagi jumlah Penduduk 
usia 7 - 12 Tahun dikali 
100% 
 

 APM SMP/MTs/SMPT/ 
Paket B 

Jumlah Siswa SMP/ MTs/ 
Paket B Usia 13 - 15 
Tahun dibagi Jumlah 
Penduduk Usia 13 - 15 
Tahun dikali 100% 
 

 APM SMA/SMK/MA/ 
Paket C 

Jumlah Siswa SMA/ 
SMK/MA Paket C Usia 16 - 
18 Tahun  dibagi Jumlah 
Penduduk Usia 16 - 18 
Tahun x 100% 
 

18 Angka melek huruf  
(AMH) 

Jumlah Penduduk usia 15 
tahun ke atas yang dapat 
baca tulis dibagi Jumlah 
Penduduk Usia 15 ke atas 
dikali 100% 
 

19 Angka Melanjutkan  

 SD - SLTP Jumlah yang diterima 
sekolah lanjutan/ jumlah 
seluruh yang lulus x 100 
% 
 

 SLTP - SLTA Jumlah yang diterima 
sekolah lanjutan/ jumlah 
seluruh yang lulus x 100 
% 
 

20 Rata-rata Nilai UN Rata-rata Nilai UN 
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No Sasaran Indikator Kinerja Utama Rumus Capaian 

6 Terwujudnya SDM 
Sehat dan Didukung 
Infrastruktur dan 
Sistem Pelayanan 
Kesehatan Yang 
Layak dan Memenuhi 
Standar 

21 Cakupan Peserta KB 
Aktif  

∑Peserta KB Aktif / ∑ 
Pasangan Usia Subur 

22 Angka Harapan Hidup Angka Perkiraan lama 
hidup rata-rata penduduk 
dengan asumsi tidak ada 
perubahan pola 
mortalitas menurut umur 

23 Angka Kelangsungan 
Hidup Bayi (AKB) 

Jumlah Bayi (berumur < 
1 tahun) yang meninggal 
di satu wilayah tertentu 
selama 1 tahun / Jumlah 
Kelahiran Hidup di 
wilayah dan pada kurun 
waktu yang sama x 100%  

7 Meningkatnya 
Tranparansi, 
Partisipasi dan Mutu 
Pelayanan 

24 Nilai Akuntabilitas 
Kinerja  

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Kabupaten  

25 Opini BPK Terhadap 
Kewajaran LKPD 

Opini Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) 

26 Persentase Penduduk 
yang ber KTP 

∑ penduduk yang 
memiliki KTP / ∑ 
Penduduk wajib KTP  x 
100 % 
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Tabel 2.4 

Indikator Kinerja Utama setelah reviu 
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 

 

Sasaran Indikator Kinerja Utama Rumus Capaian 

1 Meningkatnya Kualitas 
Infrastruktur Publik 

1 Persentase Panjang 
Jalan Kabupaten 
Dalam Kondisi Baik 

Panjang Jalan 

Kabupaten dalam 

kondisi baik /Panjang 

Seluruh Jalan 

Kabupaten  x 100 % 

 2 Persentase Jumlah 
Jembatan Kabupaten 
dalam kondisi baik 

Jumlah Jembatan 

dalam kondisi baik / 

Jumlah jembatan yang 

ada x 100% 

 3 Persentase Lahan 
Pertanian 
mendapatkan irigasi 
teknis 

Lahan Pertanian 

mendapatkan irigasi 

teknis/ Jumlah Total 

Lahan x 100 % 

 4 Persentase Rumah 
Layak Huni 

Jumlah Rumah Layak 
Huni Tahun 
Bersangkutan / Jumlah 
Rumah yang ada x 100% 

 5 Persentase 
Ketersediaan Dermaga 
Sungai 

 Jumlah Dermaga 
Sungai Dalam 
Kabupaten / Total 
Kebutuhan  Dermaga 
Sungai Dalam 
Kabupaten x 100 % 

2 Meningkatnya Investasi 
dan Perkembangan 
UMKM 

6 Jumlah Investor Jumlah Perusahaan PMA 
+ Jumlah Perusahaan 
PMDN 

 7 Nilai Realisasi PMDN 
berdasarkan LKPM 

Jumlah Realisasi PMDN 
berdasarkan LKPM 

 8 Pertumbuhan UMKM - Usaha Mikro – Usaha 
Kecil – Usaha 
Menengah 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama Rumus Capaian 

3 Menurunnya Tingkat 
Pengangguran dan 
Meningkatnya Iklim 
Ketenagakerjaan yang 
Baik 

9 Besaran Angka 
Partisipasi Angkatan 
Kerja 

Jumlah Penduduk 
Angkatan Kerja  / 
Jumlah Penduduk Usia 
Kerja x 100% 

 10 Jumlah Tenaga Kerja 
Pengangguran 
Terampil yang Telah 
Bekerja 

Perbandingan Tenaga 
Kerja Pengangguran 
yang telah bekerja 
dengan tenaga kerja 
pengangguran yang 
dilatih x 100 % 

4 Meningkatnya 

Ketahanan Pangan dan 

Produktivitas 

Pertanian, 

Peternakan, 

Perkebunan dan 

Perikanan 

11 Skor Neraca Bahan 

Makanan dan Pola 

Pangan Harapan (NBH 

dan PPH) 

Ketersediaan Protein 

(Gram/ Kap/ Hari) = 

Ketersediaan Pangan/ 

Kap/ Hari)/100) x 

Kandungan ProteinxBDD 

  Ketersediaan Energi 

(Kal/ Kap/ Hari) = 

Ketersediaan Pangan/ 

Kap/ Hari)/ 100 ton 

(ekv beras)) x BDD 

 12 Peningkatan Produksi   

  Pertanian Jumlah Produksi Tahun 

Bersangkutan dikurang 

jumlah Produksi pada 

kondisi awal/ Jumlah 

Produksi pada kondisi 

awal x 100 % 

  Peternakan Jumlah Produksi Tahun 

Bersangkutan dikurang 

jumlah Produksi pada 

kondisi awal/ Jumlah 

Produksi pada kondisi 

awal x 100 % 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama Rumus Capaian 

  Hasil Perkebunan (Jumlah Produksi Tahun 

Bersangkutan - Jumlah 

Produksi tahun 

sebelumnya dibagi 

dengan jumlah produksi 

tahun sebelumnya)x 

100%  

  Perikanan Budidaya Jumlah Produksi 

Perikanan budidaya 

tahun berjalan-jumlah 

produksi pada kondisi 

awal/Jumlah Produksi 

pada kondisi awal x 

100% 

  Perikanan Tangkap Jumlah Produksi 

Perikanan tangkap pada 

tahun berjalan - jumlah 

produksi pada kondisi 

awal/Jumlah Produksi 

pada kondisi awalx100% 

5 Meningkatnya Kualitas 
SDM Unggul dan 
Berprestasi 

13 Persentase pendidikan 
anak usia dini 

Jumlah Siswa TK/ PAUD 
dibagi Jumlah Penduduk 
Usia 4 - 6 Tahun dikali 
100% 

 14 APK  

  APK SD/MI/Paket A Jumlah Siswa SD/ MI/ 
Paket A dibagi Jumlah 
Penduduk Usia 7 - 12 
Tahun dikali 100% 

  APK  SMP/MTs/SMPT/ 
Paket B 

Jumlah Siswa SMP/ 
MTs/ Paket B dibagi 
Jumlah Penduduk Usia 
13 - 15 Tahun dikali 
100% 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama Rumus Capaian 

 15 APM  

  APM SD/MI/Paket A Jumlah Siswa SD/ MI/ 

Paket A Usia 7 - 12 

Tahun dibagi jumlah 

Penduduk usia 7 - 12 

Tahun dikali 100% 

 16 Angka melek huruf  

(AMH) 

Jumlah Penduduk usia 

15 tahun ke atas yang 

dapat baca tulis dibagi 

Jumlah Penduduk Usia 

15 ke atas dikali 100% 

 17 Angka Melanjutkan  

  SD - SLTP Jumlah yang diterima 

sekolah lanjutan/ 

jumlah seluruh yang 

lulus x 100 % 

  SLTP - SLTA Jumlah yang diterima 

sekolah lanjutan/ 

jumlah seluruh yang 

lulus x 100 % 

 18 Rata-rata Nilai UN  

   SD  

   SLTP  

6 Terwujudnya SDM 
Sehat 

19 Angka Harapan Hidup Angka Perkiraan lama 

hidup rata-rata 

penduduk dengan 

asumsi tidak ada 

perubahan pola 

mortalitas menurut 

umur 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama Rumus Capaian 

 20 Angka Kelangsungan 
Hidup Bayi (AKHB) / 
Angka Kematian Bayi 
(AKB) 

AKHB = (1-Angka 
Kematian Bayi/AKB) 

AKB = Jumlah Bayi yang 

dilahirkan di satu 

Wilayah tertentu 

selama 1 tahun / 

Jumlah Kelahiran Hidup 

di wilayah dan pada 

kurun waktu yang sama 

x 100% 

7 Meningkatnya Kualitas 
Tata Kelola 
Pemerintahan 

21 Nilai Akuntabilitas 
Kinerja  

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Kabupaten  

 22 Opini BPK Terhadap 
Kewajaran LKPD 

Opini Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) 

 23 Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

 

 

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017 

Prioritas pembangunan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 merupakan 

tindak lanjut dalam rangka mendukung program pembangunan yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Banyuasin Periode Ketiga Tahun 2014 – 2018. Berikut ini adalah gambaran 

keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 – 

2025 dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 yang tertuang 

dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017.  
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Tabel 2.5 
Prioritas Pembangunan Daerah  

Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 
 

No 
Rencana Pembangunan Lima 
Tahunan Keempat Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2014 – 2018 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2017 

1 Menjaga Stabilitas Pertumbuhan 

Ekonomi dan Peningkatan Daya 

Tahan Ekonomi Berbasis Sumber 

Daya Lokal 

1. Percepatan Pengembangan 

Dalam Rangka Pemenuhan 

Ketersediaan Infrastruktur Jalan 

dan Jembatan 

2. Percepatan Pemenuhan 

Ketersediaan Infrastruktur 

Gedung Pemerintahan dan 

Fasilitas Sosial 

3. Pemenuhan Sarana dan 

Prasarana Pertanian Andalan 

Daerah Dalam Rangka 

Meningkatkan Produktivitas 

Terutama Dalam Mendukung 

Keberlanjutan UPSUS PAJALE 

4. Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan Melalui Perkuatan 

Tatanan Ekonomi Daerah 

5. Pencegahan dan Tanggap 

Darurat Terhadap Bencana. 

2 Peningkatan Konektivitas Antar 

Wilayah Melalui Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur 

3 Peningkatan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik dan Bersih 

Dalam Rangka Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

Sumber : RKPD Kabupaten Banyuasin, 2017 

 

Selain prioritas utama tersebut, pembangunan Kabupaten Banyuasin 

Tahun 2017 juga memperhatikan prioritas yang menjadi perhatian dalam 

pembangunan regional, nasional dan global, di antaranya: 

1. Penguatan perekonomian daerah; 

2. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk 

pembangunan yang berkelanjutan. 
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Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2018, isu strategis, rancangan 

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka 

pencapaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2017, maka ditetapkan 

pilihan tema pembangunan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 adalah : 

 

“ Percepatan Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Peningkatan 

Produktivitas Sektor Pertanian Andalan Daerah” 

 

D. TARGET INDIKATOR KINERJA MAKRO TAHUN 2017 

 

Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 

sebagai berikut: 

Tabel 2.6 

Target Indikator Kinerja Makro  

Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Target Kinerja 
Tahun 2019 

1.  Pertumbuhan Ekonomi % 6,0 – 6,3 

2.  Pertumbuhan Ekonomi Sektoral menurut Lapangan 

Usaha 
  

 a.  Pertanian, Kehutanan dan Perikanan % - 

b. Pertambangan dan Penggalian % - 

c. Industri Pengolahan % - 

d. Pengadaan Listrik dan Gas % - 

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang 
% - 

f. Konstruksi % - 
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No Indikator Kinerja Satuan 
Target Kinerja 
Tahun 2019 

g. Perdagangan Besar dan Eceran % - 

h. Transportasi dan Pergudangan % - 

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum % - 

j. Informasi dan Komunikasi % - 

k. Jasa Keuangan dan Asuransi % - 

l. Real Estate % - 

m. Jasa Perusahaan % - 

n. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan % - 

o. Jasa Pendidikan % - 

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial % - 

q. Jasa Lainnya  % - 

3.  Persentase Penduduk Miskin % 11,3 - 11,5 

4.  Indeks Pembangunan Manusia % 66,8 - 68 

5.  Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,0 – 4,0 

 

 

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 

 

Perjanjian Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 mengacu pada 

Dokumen RPJMD Tahun 2014 – 2018, dokumen RKPD Tahun 2017 dan 

dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 

2017. Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menetapkan Perjanjian 

Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut: 
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Tabel 2.7 
Perjanjian Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 
 

Meningkatnya 
Kualitas 
Infrastruktur Publik 

Persentase Panjang Jalan Kabupaten 
Dalam Kondisi Baik 

50,64% 

Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten 
dalam kondisi baik 

93,89% 

Persentase Lahan Pertanian mendapatkan 
irigasi teknis 

6% 

Persentase Rumah Layak Huni 20% 

Persentase Ketersediaan Dermaga Sungai 89,02% 

2 Meningkatnya 
Investasi dan 
Perkembangan 
UMKM 

Jumlah Investor 27 

Perusahaan 

Nilai Realisasi PMDN berdasarkan LKPM 
(Rp) 

Rp. 

2.044.077.8

35.563,- 

Pertumbuhan UMKM 5% 

3 Menurunnya Tingkat 
Pengangguran dan 
Meningkatnya Iklim 
Ketenagakerjaan 
yang Baik 
 

Besaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja 67,75% 

Jumlah Tenaga Kerja Pengangguran 

Terampil yang Telah Bekerja 
62% 

4 
 

Meningkatnya 
Ketahanan Pangan 
dan Produktivitas 
Pertanian, 
Peternakan, 
Perkebunan dan 
Perikanan 

Skor Neraca Bahan Makanan dan Pola 

Pangan Harapan (NBH dan PPH) 
90% 

Persentase Peningkatan Produksi   

Pertanian 22% 

Peternakan 12% 

Hasil Perkebunan 5% 

Perikanan Budidaya 20% 

Perikanan Tangkap 9,50% 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

5 Meningkatnya 
Kualitas SDM Unggul 
dan Berprestasi 

Persentase Pendidikan Anak Usia Dini 17,59% 

APK  

APK SD/MI/Paket A 100% 

APK  SMP/MTs/SMPT/ Paket B 75,28% 

APK SMA/SMK/MA/ Paket C 45,51% 

APM  

APM SD/MI/Paket A 83,34% 

APM SMP/MTs/SMPT/ Paket B 44,77% 

APM SMA/SMK/MA/ Paket C 28,13% 

Angka melek huruf  (AMH) 97,73% 

Angka Melanjutkan  

SD - SLTP 89,59% 

SLTP - SLTA 80,40% 

Rata-rata Nilai UN  

SD 6,95% 

SLTP 7,70% 

6 Terwujudnya SDM 
Sehat 

Angka Harapan Hidup 72 Tahun 

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) / 
Angka Kematian Bayi (AKB) 
 

18% 

7 Meningkatnya 
Kualitas Tata Kelola 
Pemerintahan 

Nilai Akuntabilitas Kinerja  B 

Opini BPK Terhadap Kewajaran LKPD WTP 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik 
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Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai 

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada 

pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi 

amanah. 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin selaku pengemban amanah 

masyarakat Kabupaten Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas 

melalui penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Banyuasin yang dibuat sesuai 

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 

2018 Kabupaten Banyuasin merupakan tahapan ketiga dari rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyuasin, dimana berlandaskan 

pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka 

RPJMD ke-4 ditujukan untuk Percepatan pembangunan ekonomi berbasis 

sumberdaya lokal, memacu pembangunan dan pengembangan industri, 
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perdagangan dan jasa serta, serta melakukan peningkatan pelayanan 

dasar yang makin luas dan berkualitas 

Laporan Kinerja tahun 2017 Kabupaten Banyuasin merupakan LKj tahun 

kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Banyuasin periode 2014 – 2018 dan disusun berdasarkan 

kontribusi capaian kinerja setiap instansi yang ada di bawah Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin.  

Proses penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Banyuasin masih 

banyak mengalami hambatan antara lain kesulitan dalam pengumpulan data 

kinerja yang tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu di masa yang akan datang, 

pengembangan sistem pengukuran kinerja akan menjadi fokus perhatian seluruh 

instansi pemerintah yang ada di  Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 

 

A. METODELOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 

a. Metode Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan 

realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya 

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya 

kinerja, digunakan rumus: 

 

 

          Realisasi 

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya 

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya 

kinerja, digunakan rumus: 

Realisasi 

Capaian indikator kinerja =                                              X 100 

        Rencana 
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Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga 

dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi 

tahun lalu, serta capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada 

akhir periode dokumen RPJMD.  

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada 

level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada 

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan 

antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran 

yang telah direncanakan. 

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing 

indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan 

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :   

 X        >     85 %  :   Sangat Berhasil 

 70 %   <   X < 85 %  :   Berhasil 

 55 %   <   X < 70 %  :   Cukup Berhasil 

 X        <     55%  :   Tidak Berhasil 

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang 

diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu 

penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator 

kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.  

                            Rencana – ( Realisasi – Rencana ) 

Capaian indikator kinerja =                                                                X 100 

                            Kinerja Rencana 
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B. ANALISIS  ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 

1. Hubungan Indikator Kinerja Utama dengan Pencapaian Kinerja Sasaran 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

PER/09/M.PAN/05/2007, indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

IKU ditetapkan oleh instansi pemerintah dan digunakan sebagai acuan 

dalam penetapan indikator dalam RPJMD, RKPD, Penetapan Kinerja, serta 

RKA/DPA SKPD. Dengan demikian akan tercipta keselarasan antara 

indikator kinerja dalam IKU dengan dokumen perencanaan yang ada dalam 

pemerintahan daerah.  

Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari 

indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan dalam 

mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan dalam dokumen indikator kinerja utama. Target pencapaian 

indikator kinerja ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja secara 

definitif setiap tahun. Pengukuran terhadap setiap pencapaian indikator 

kinerja tersebut dilakukan pada setiap akhir tahun yang diwujudkan dalam 

bentuk formulir pengukuran kinerja. Dengan demikian pengukuran kinerja 

sasaran sekaligus menggambarkan pengukuran pencapaian indikator 

kinerja utama. 

Berdasarkan hasil revieu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin tahun 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten 

Banyuasin dan hasil asistensi dengan Tim BPKP Perwakilan Provinsi 

Sumatera Selatan, maka indikator kinerja utama Kabupaten Banyuasin 

mengalami perubahan.  

Semula Indikator Kinerja Utama awal Kabupaten Banyuasin adalah 

sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan 26 indikator, maka pada tahun 2017 
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Indikator tersebut menjadi 7 (tujuh) sasaran dengan 23 (dua puluh tiga) 

Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.1 

Target Kinerja sebelum reviu 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 
 

No INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) SATUAN TARGET 

1 Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam 
Kondisi Baik 

% 48,92 

2 Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten 
dalam kondisi baik 

% 93,30 

3 Persentase Lahan Pertanian mendapatkan 
irigasi teknis 

% 67 

4 Persentase Rumah Layak Huni % 20 

5 Persentase Dermaga Sungai dalam 
Kabupaten Banyuasin 

% 84,15 

6 Jumlah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) UPT 4 UPT, 1 KTM 

7 Jumlah Investor Perusahaan 25 

8 Nilai Realisasi PMDN berdasarkan LKPM Rp 1.946.740.795.774,- 

9 Pengembangan Usaha (UMKM)  
 

 Usaha Mikro – Usaha Kecil UMKM 

5 
  Usaha Kecil – Usaha Menengah UMKM 

10 Besaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja % 67,5 

11 Jumlah Tenaga Kerja Pengangguran 
Terampil yang Telah Bekerja 

% 
60 

12 Skor Neraca Bahan Makanan dan Pola 
Pangan Harapan (NBH dan PPH) 

% 
90 

13 Tingkat Produksi    
 

  Pertanian % 18 

  Peternakan % 9 

  Hasil Perkebunan % 5 
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No INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) SATUAN TARGET 

  Perikanan Budidaya % 12 

  Perikanan Tangkap % 6,8 

14 Persentase Desa yang dialiri listrik atau 
Rasio Elektrifikasi 

% 
89 

15 Persentase pendidikan anak usia dini % 17,09 

16 APK   
 

  APK SD/MI/Paket A % 100 

  APK  SMP/MTs/SMPT/ Paket B % 73,78 

  APK SMA/SMK/MA/ Paket C % 44,51 
 

17 APM   
 

  APM SD/MI/Paket A % 80,84 

  APM SMP/MTs/SMPT/ Paket B % 42,27 

  APM SMA/SMK/MA/ Paket C % 25,63 

18 Angka melek huruf  (AMH) % 97,63 

19 Angka Melanjutkan   
 

  SD - SLTP % 
88,99 

  SLTP - SLTA % 
79,80 

20 Rata-rata Nilai UN   6,85/7,60/7,11 

21 Cakupan Peserta KB Aktif  % 
80 

22 Angka Harapan Hidup Tahun 70 

23 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKB) % 20 

24 Nilai Akuntabilitas Kinerja  SKOR B 

25 Opini BPK Terhadap Kewajaran LKPD WTP 
WTP 

26 Persentase Penduduk yang ber KTP % 
90 
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Setelah di reviu menjadi 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja utama sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 

Target Kinerja setelah reviu 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 
 

No INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) SATUAN TARGET 

1 Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam 

Kondisi Baik 

% 50,64 

2 Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten 

dalam kondisi baik 

% 93,89 

3 Persentase Lahan Pertanian mendapatkan 

irigasi teknis 

% 6 

4 Persentase Rumah Layak Huni % 20 

5 Persentase Ketersediaan Dermaga Sungai % 89,02 

6 Jumlah Investor Perusahaan 27 

7 Nilai Realisasi PMDN berdasarkan LKPM (Rp) Rp 2.044.077.835.563,- 

8 Pertumbuhan UMKM % 5 

9 Besaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja % 67,75 

10 Jumlah Tenaga Kerja Pengangguran 

Terampil yang Telah Bekerja 

% 
62 

11 Skor Neraca Bahan Makanan dan Pola 

Pangan Harapan (NBH dan PPH) 

% 
90 

12 Persentase Peningkatan Produksi   

  Pertanian % 22 

  Peternakan % 12 

  Hasil Perkebunan % 5 

  Perikanan Budidaya % 20 

  Perikanan Tangkap % 9,50 

13 Persentase pendidikan anak usia dini % 17,59 



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017  

 

 

Bab 3 hal 8 

No INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) SATUAN TARGET 

14 APK    

 APK SD/MI/Paket A % 100 

  APK  SMP/MTs/SMPT/ Paket B % 75,28 

  APK SMA/SMK/MA/ Paket C % 45,51 

15 APM   
 

  APM SD/MI/Paket A % 83,34 

  APM SMP/MTs/SMPT/ Paket B % 44,77 

  APM SMA/SMK/MA/ Paket C % 28,13 

16 Angka melek huruf  (AMH) % 97,73 

17 Angka Melanjutkan   
 

  SD - SLTP % 89,59 

  SLTP - SLTA % 80,40 

18 Rata-rata Nilai UN   
 

 SD % 6,95 

 SLTP % 7,70 

19 Angka Harapan Hidup Tahun 72 

20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) / 
Angka Kematian Bayi (AKB) 
 

% 
18 

21 Nilai Akuntabilitas Kinerja  SKOR B 

22 Opini BPK Terhadap Kewajaran LKPD WTP 
WTP 

23 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
Baik 
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2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2017 dan Analisis Penyebab 

Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi Yang Telah 

Dilakukan 

 

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah dapat 

melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi, 

pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis dilakukan 

terhadap 7 sasaran dengan 23 indikator kinerja yang program dan 

kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2017. 

 

Sebagai gambaran bahwa Perbandingan target dan realisasi indikator makro 

Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada Tabel 3.2 

 

Tabel 3.3 

Perbandingan Indikator Makro  
 Kabupaten Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2016 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Kabupaten Banyuasin 

Provinsi 
Sumatera 
Selatan 

Target Tahun 
2019 

Realisasi  

1 2 3 4 5 

1 Pertumbuhan Ekonomi % 6,0 – 6,3 5,88 5,51 

2 
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral menurut 

Lapangan Usaha 
    

 a.  Pertanian, Kehutanan dan Perikanan % - 8,60 15,86 

 b. Pertambangan dan Penggalian % - 0,87 19,09 

 c. Industri Pengolahan % - 4,38 19,52 

 d. Pengadaan Listrik dan Gas % - 7,55 - 

 
e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
% - -0,48 - 

 f. Konstruksi % - 3,64 - 



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017  

 

 

Bab 3 hal 10 

Indikator Kinerja Satuan 
Kabupaten Banyuasin 

Provinsi 
Sumatera 
Selatan 

Target Tahun 
2019 

Realisasi  

1 2 3 4 5 

 g. Perdagangan Besar dan Eceran % - 5,06 - 

 h. Transportasi dan Pergudangan % - 6,07 - 

 
i. Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
% - 6,32 - 

 j. Informasi dan Komunikasi % - 7,64 - 

 k. Jasa Keuangan dan Asuransi 
% 

- 4,11 - 

 l. Real Estate % - 8,43 - 

 m. Jasa Perusahaan 
% 

- 5,37 - 

 
n. Administrasi Pemerintahan dan 

Pertahanan 

% 
- 4,65 - 

 o. Jasa Pendidikan 
% 

- 9,73 - 

 p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
% 

- 8,05 - 

 q. Jasa Lainnya  
% 

- 3,48 - 

3 Persentase Penduduk Miskin % 11,3 - 11,5 11,72 13,39 

4 Indeks Pembangunan Manusia % 66,8 - 68 65,01 68,24 

5 Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,0 – 4,0 2,8 4,31 

Sumber Data : Surat Nomor : 050/     /Bappeda dan Litbang ADP4EP/2018 

 

 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2016 

sebesar 5,88% yang dipengaruhi oleh laju pertubuhan dari berbagai 

sektor atau lapangan usaha pembentuk perekonomian Kabupaten 

Banyuasin. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuasin 

per tahun meningkat rata-rata 0,1 s.d. 0,3%. Lapangan usaha penopang 

perekonomian Kabupaten Banyuasin adalah Jasa Pendidikan dan 



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017  

 

 

Bab 3 hal 11 

Pertanian, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi 

adalah masih sektor jasa pendidikan sebesar 9,73% dan sektor 

pertanian sebesar 8,60%. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 

2014 dan 2015, sektor jasa pendidikan masih merupakan penyumbang 

terbesar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuasin. Penyumbang 

kedua adalah sektor pertanian yang merupakan sektor utama dalam 

perekonomian dimana Kabupaten Banyuasin merupakan lumbung 

pangan Provinsi Sumatera Selatan dengan produksi tanaman pangan 

(padi) terbesar. Tingginya laju pertumbuhan sektor pertanian di 

Kabupaten Banyuasin menunjukkan peningkatan pendapatan dari 

sektor pertanian yang menjadi pendapatan utama daerah Banyuasin. 

Sedangkan laju pertumbuhan yang mengalami penurunan adalah pada 

lapangan usaha Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 

ulang dengan nilai (-0,48%), dan sektor konstruksi sebesar 3,64 yang 

sebelumnya sempat mengalami kenaikan di tahun 2015 sebesar 4,99%.  

Potensi pendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 dan tahun 

berikutnya yang rata-rata di atas 5% per tahun selain lapangan usaha 

Jasa Pendidikan dan Pertanian adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial yang di tahun 2016 sebesar 8,05%, lapangan usaha informasi dan 

komunikasi sebesar 7,64%, pengadaan listrik dan gas sebesar 7,55% dan 

lapangan usaha yang tiap tahun menunjukkan peningkatan dan ke 

depannya akan berpeluang menunjang pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Banyuasin adalah lapangan usaha real estate, hal ini 

meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam 

penjualan atau pembelian real estate serta penyediaan jasa real 

estate lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain 

yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga 
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mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau 

penyewaan bangunan. 

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata -rata 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 adalah 11,72%, 

angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 12,45%. 

Turun naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Banyuasin  bisa 

dipengaruhi dari kondisi masyarakat Kabupaten Bayuasin yang 

kebanyakan bekerja di sektor pertanian dan berada di kawasan 

pedesaan. Salah satu indikator menilai masyarakat miskin di Sumsel 

adalah besarnya pengeluaran per kapita per bulan. Di Sumatera 

Selatan batas pengeluaran sebesar Rp. 370.060 per kapita per bulan. 

Jika anggota keluarga berjumlah empat orang maka dikali Rp. 370.060 

sehingga jumlahnya Rp. 1.480.240. Jika di bawah angka itu, keluarga 

tersebut masuk kategori miskin. Berdasarkan perkembangan angka 

kemiskinan beberapa tahun terakhir maka target angka kemiskinan 

untuk Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019 adalah sebesar 11,3 – 

11,5%. 

 Target Indeks Pembangunan Manusia 66,8- 68 adalah telah 

sesuai berdasarkan angka perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten Banyuasin 3 (tiga) tahun terakhir, pada tahun 2016 IPM 

adalah 65,01 angka ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 

2015 sebesar 64,15 dan tahun 2014 sebesar 63,21. Suatu daerah bisa 

dikatakan berhasil dalam pembangunan apabila pembangunannya 

diarahkan atau difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan dan 

sekaligus peningkatan IPM. Dalam rangka peningkatan prioritas 

pembangunan terutama dalam peningkatan IPM, Kabupaten Banyuasin 

akan memfokuskan pembangunan pada 3 (tiga) bidang yaitu :  
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a. Bidang Kesehatan 

Pada bidang kesehatan diukur dari panjangnya usia harapan hidup 

masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Apakah penduduk itu 

miskin atau kaya apabila usia harapan hidupnya panjang maka 

akan mempengaruhi IPM di daerah itu. Untuk itu sangat 

diperlukan adanya perhatian dan komitmen yang tinggi untuk 

meningkatkan IPM khususnya di bidang kesehatan, maka 

pembangunan yang dijalankan harus diprioritaskan atau 

memperhatikan pada masyarakat miskin dan mendorong mereka 

untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan berperilaku hidup sehat 

dan berumur panjag dan dilakukan melalui program Upaya 

Kesehatan Masyarakat, Program Pembinaan Gizi Masyarakat dan 

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.  

b. Bidang Pendidikan 

Untuk meningkatkan IPM dalam bidang pendidikan di Kabupaten 

Banyuasin akan diarahkan pada upaya untuk mendorong anak-anak 

usia sekolah untuk sekolah, terutama anak-anak dari kalangan 

keluarga kurang mampu. IPM akan meningkat bila anak-anak usia 

sekolah semua mendapat kesempatan untuk bersekolah setinggi -

tingginya. Hal ini dilakukan antara lain melalui Program Wajib 

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Menengah, Program 

Pendidikan Non Formal dan Program Pengembangan Budaya Baca 

dan Pembinaan Perpustakaan pada 19 Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Banyuasin. 

c. Bidang Ekonomi atau Kewirausahaan 

Terkait dengan pendapatan masyarakat. Karena rata -rata 

pendidikan masyarakat relatif rendah, produktivitas mereka juga 
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rendah, untuk itu perlu adanya dorongan dan motivasi untuk 

memberdayakan mereka. Syarat utama untuk meningkatkan IPM 

dalam bidang ekonomi adalah semua penduduk bekerja, apapun 

pekerjaan yang dijalaninya, baik laki-laki maupun perempuan. 

 

Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Banyuasin cenderung 

fluktuatif. Naik turunnya jumlah angkatan kerja ini dipengaruhioleh 

banyak faktor yaitu dapat intenal dari dalam diri penduduk tersebut 

maupun internal dari lingkungan penduduk tersebut.  Faktor internal 

yang mempengaruhi jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banyuasin 

dapat berasal dari kesehatan seperti menderita penyakit maupun 

mengalami insiden kecelakaan sehingga menyebabkan kematian. 

Faktor eksternal adalah dari perkembangan informasi. Penduduk yang 

berada di usia kerja di Kabupaten Banyuasin dapat memperoleh 

informasi dari luar daerah di Kabupaten Banyuasin tentang peluang 

kerja. 
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Secara Umum Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan tugas 

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018.  

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target Tahun 2017 

No Sasaran 
Jumlah 

Indikator 
Ketercapaian 

Target 
Keterangan 

Tujuan 1: Terwujudnya  Pembangunan Infrastruktur wilayah yang terintegrasi 
dan bermutu 

1. Meningkatnya Kualitas 
Infrastruktur Publik 

5 4 indikator 
mencapai target 

 

Tujuan 2 : Terwujudnya Pengembangan Investasi Yang Kondusif dan  
Pendayagunaan Tenaga Kerja Lokal  

2. Meningkatnya Investasi dan 
Perkembangan UMKM 

3 3 indikator 
mencapai target 

 

3. Menurunnya Tingkat 
Pengangguran dan 
Meningkatnya  Iklim 
Ketenagakerjaan Yang Baik 

2 2 indikator 
mencapai target 

 

Tujuan 3 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan 

4. Meningkatnya Ketahanan 
Pangan dan Produktivitas 
Pertanian, Peternakan, 
Perkebunan dan Perikanan 

2 2 indikator 
mencapai target 

 

Tujuan 4: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan berprestasi 

5. Meningkatnya Kualitas SDM 
Unggul dan Berprestasi   

6 4 indikator 

mencapai target 

 

6. Terwujudnya SDM Sehat 2 1 indikator 
mencapai target 

 

Tujuan 5: Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good And Clean 
Governance) 

7. Meningkatnya Kualitas Tata 
Kelola Pemerintahan 

3 2 indikator 

mencapai target 

 



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017  

 

 

Bab 3 hal 16 

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai 

pada tahun 2017 dapat sebagai berikut:  

 

Tujuan 1 : Terwujudnya  Pembangunan Infrastruktur wilayah yang 
terintegrasi dan bermutu 

Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik 

 

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik di ukur 

dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

pada Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut : 

 
Tabel 3.5 

Pengukuran Kinerja Sasaran 1.1 Tahun 2017 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2017 Persentase 

Tingkat 
Capaian Target Realisasi 

1 2 3 4 5 

1 
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam 

Kondisi Baik 
% 50,64 52,48 103,63 

2 
Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten 

dalam kondisi baik 
% 93,89 93,21 99,28 

3 
Persentase Lahan Pertanian mendapatkan 

irigasi teknis 
% 6 6,6 110 

4 Persentase Rumah Layak Huni % 20 20 100 

5 Persentase Ketersediaan Dermaga Sungai % 89,02 94,0 105,59 

Rata-rata capaian 103,7 

 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran 

bahwa 4 (empat) buah  indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan 

capaian kinerja diatas 100 % atau bermakna sangat baik.  
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 Apabila dibandingkan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2017 

dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 
Tabel 3.6 

Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1.1 Tahun 2017 dengan tahun 
sebelumnya 

 

Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi Capaian 

2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1 
Persentase Panjang Jalan Kabupaten 

Dalam Kondisi Baik 
% 50,99 52,48 104,23 103,63 

2 
Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten 

dalam kondisi baik 
% 93,79 93,21 100,53 99,28 

3 
Persentase Lahan Pertanian 

mendapatkan irigasi teknis 
% 67,09 6,6 100,13 110 

4 Persentase Rumah Layak Huni % 85,09 20 425 100 

5 Persentase Ketersediaan Dermaga Sungai % 95,12 94,0 113,04 105,59 

 

Realisasi kinerja tahun 2017 bila dibandingkan dengan target jangka 

menengah RJMD (2018) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 3.7 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1.1 s.d. Tahun 2017 dengan Target 
Jangka Menengah (2018) 

 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 
s.d. Tahun 2017 

Target 
Jangka 

Menengah 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4 5 

1 
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam 

Kondisi Baik 
% 52,48 52,18 100,57 

2 
Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten 

dalam kondisi baik 
% 93,21 94,17 98,98 

3 
Persentase Lahan Pertanian mendapatkan 

irigasi teknis 
% 6,6 8 82,50 

4 Persentase Rumah Layak Huni % 20 20 100 
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Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 
s.d. Tahun 2017 

Target 
Jangka 

Menengah 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4 5 

5 Persentase Ketersediaan Dermaga Sungai % 94,0 92,98 101,09 

Rata-rata capaian 96,63 

           Sumber : Dinas PU Tata Ruang, Dinas Perkimtan, Dinas Perhubungan, 2017 

 

Realisasi kinerja tahun 2017 bila dibandingkan dengan target Standar 

Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.8 
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1.1 Tahun 2017  

Dengan Standar Nasional 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 
s.d. Tahun 2017 

Standar 
Nasional 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4  

1 
Persentase Lahan Pertanian mendapatkan 

irigasi teknis 
% 6,6 10 66 

2 Persentase Ketersediaan Dermaga Sungai % 94,0 60 156,67 

Rata-rata capaian 111,34 

 

  

Indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada 

Tahun 2017 terealisasi sebesar 52,48% dari target sebesar 50,64% dengan 

persentase capaian target sebesar 103,63% dengan nilai sangat baik. Pada tahun 

2014 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 525,50 km, tahun 2015 

panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 557,50 km pada tahun 2016 

dan meningkat menjadi 611,23 km dan meningkat menjadi 629,07 km pada 

Tahun 2017. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan 

sebesar 17,74 km. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja 
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sampai dengan tahun 2017 dengan taget jangka menengah dokumen RPJMD, 

realisasi capaian dengan indikator kinerja persentase panjang jalan kabupaten 

dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah 52,48%. Realisasi ini jika 

dibandingkan dengan target di akhir Renstra sudah melampaui target karena 

target pada tahun 2018 sebesar 52,18 %. Dengan demikian persentase capaian 

jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 107,57%. Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya peningkatan pembangunan 

jalan yang dibangun setiap tahunnya. Capaian Indikator Per Triwulan dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini : 

          

 

 Gambar 3.1 Grafik Capaian Kinerja indikator Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi 
Baik dan Gambar Pengecoran Jalan Pasar Kecamatan Muara Telang 

 

Indikator Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada tahun 

2017 terealisasi sebesar 93,21% dari target sebesar 93,89% dengan persentase 

capaian sebesar 99,27%. Capaian yang didapat merupakan akumulasi dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2014 jumlah jembatan dalam kondisi baik sebesar 241 

unit, tahun 2015 sebesar 240 unit dan pada tahun 2016 ini masih sebesar 245 unit 

dan meningkat menjadi 247 unit pada tahun 2017, jika dibandingkan dengan 
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tahun sebelumnya ada peningkatan sebesar 2 unit. Pada tahun 2017 

meningkatnya jumlah jembatan dalam kondisi baik disebabkan adanya 

peningkatan pembangunan jembatan secara rutin setiap tahunnya. Apabila 

dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 

dengan target jangka menengah dokumen Renstra, realisasi capaian dengan 

indikator kinerja persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik 

pada tahun 2017 adalah 93,21%. Realisasi ini jika dibandingkan dengan target di 

akhir Renstra sudah tergolong besar karena target pada tahun 2018 sebesar 

94,17%. Dengan demikian persentase capaian jika dibandingkan tahun 2018 

sebesar 98,98%. Faktor yang mempengaruhi kegagalan indikator ini dikarenakan 

adanya keterlambatan dalam proses lelang sehingga jembatan yang dibangun 

hanya 2 unit yaitu di Desa Mekar Jaya dan Desa Suka Mulya. Sedangkan 11 unit 

jembatan yang tidak jadi dilaksanakan akan dianggarkan kembali pada tahun 

2018, yang berlokasi di Desa Sungsang IV, Desa Sungsang II, Desa Tanah Pilih, 

Desa Sumber Mekar Mukti, Desa Sungai Dua, Dalam Kecamatan Muara Padang, 

Desa Sri Mulyo, Desa Kelapa Dua, Desa Telang Makmur (2 unit), Desa Telang 

Jaya. Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

     

 

Gambar 3.2 Grafik Capaian Kinerja indikator Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam 
Kondisi Baik dan Gambar Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Suka Mulya Kec. Tungkal Ilir 
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 Indikator Persentase Lahan Pertanian Mendapatkan Irigasi Teknis pada 

tahun 2017 terealisasi sebesar 6,6% dari target sebesar 6% dengan persentase 

capaian target sebesar 110%. Pada Tahun 2017 ada perubahan indikator 

berdasarkan reviu dari hasil evaluasi Tim dari Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan RB RI, indikator sebelumnya persentase luas irigasi yang 

baik menjadi persentase lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis. Pada Tahun 

2017 ada perubahan areal pengelolaan daerah irigasi rawa sesuai dengan 

kewenangan Kabupaten <1.000 Ha, Daerah Irigasi Rawa yang ada hanya 3 (tiga) 

yaitu DIR Air Rengit (723 Ha), DIR Air Limau (772 Ha) dan DIR Rambutan (570 Ha). 

Dengan keterbatasan luas daerah pengelolaan sehingga untuk mencapai target 

tersebut sangat sulit sehingga adanya revisi target pada tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 melalui 

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sudah melakukan pengajuan pembangunan 

Daerah Irigasi Rawa Baru kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia sebanyak 66 Daerah Irigasi Baru, pada tahun 2016 ada 

2 (dua) Pembangunan Daerah Irigasi Baru yaitu DIR Sebalik dan DIR Upang Ceria. 

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 

2017 dengan taget jangka menengah dokumen Renstra, realisasi capaian dengan 

indikator Persentase Lahan Pertanian Mendapatkan Irigasi Teknis pada tahun 

2017 adalah 6,6 %. Realisasi ini jika dibandingkan dengan target di akhir Renstra 

sudah tergolong besar karena target pada tahun 2018 sebesar 8 %. Dengan 

demikian persentase capaian jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 82,50%. 

Indikator ini didukung oleh Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya yang didukung oleh 6 (enam) 

kegiatan. 
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Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

      

 

Gambar 3.3 Grafik Capaian Kinerja Persentase Lahan Pertanian Mendapatkan Irigasi 
Teknis dan Gambar Peningkatan Jaringan Rawa D.I.R Air Rengit 

 

Indikator Persentase Rumah Layak Huni pada tahun 2017 terealisasi 

sebesar 20% dari target sebesar 20% dengan persentase capaian sebesar 100%. 

Perhitungan persentase realisasi tingkat ketersediaan rumah layak huni diperoleh 

dari “ Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2017-2016 (sebanyak : 181,680 unit – 

181.676 unit) : Jumlah rumah yang ada sebanyak (213,506 unit – 213.486 unit) X 

100”. Jika dilihat dari realisasi tahun 2017 maka sudah mencapai target yang 

diinginkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 

tahun 2016, karena kebutuhan rumah layak huni semakin meningkat sedangkan 

penyediaan anggaran untuk rumah layak huni belum maksimal. Sementara target 

akhir RPJMD adalah sebesar 20% melihat capaian sampai dengan tahun 2017 

terlihat bahwa realisasi kinerja indikator ini telah mencapai target RPJMD. 

Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Gambar 3.4 Grafik Capaian Kinerja indikator Persentase Rumah Layak Huni dan Gambar 
Rumah Bp. Supa’at setelah dibangun 

 

Indikator Persentase Dermaga Sungai dalam Kabupaten Banyuasin pada 

tahun 2017 terealisasi sebesar 94,0% dari target sebesar 89,02% dengan 

persentase capaian target sebesar 105,59%. Data capaian ini diperoleh dari 

Jumlah Dermaga di Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 sebanyak 94 unit dibanding 

Total Kebutuhan dermaga di kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2018 sebanyak 

100 unit hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 telah melebihi target yang 

ditetapkan. Jika dibandingkan realisasi persentase dermaga sungai di Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2012 – 2016 dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada 

Tahun 2012 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 11 

unit, Tahun 2013 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin 

berjumlah 6 unit, Tahun 2014 pembangunan dermaga dermaga sungai di 

kabupaten Banyuasin berjumlah 30 unit , Tahun 2015 pembangunan dermaga 

dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 12 unit, Tahun 2016 

pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 10 unit. Tahun 
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2017 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 16 unit. 

Hal ini dikarenakan Wilayah Kabupaten Banyuasin yang sebagian berada di 

wilayah perairan sehingga kebutuhan aktivitas transportasi untuk masyarakat di 

perairan Kabupaten Banyuasin yang melakukan bongkar muat barang dan naik 

turun penumpang sangat besar, untuk itulah Dinas Perhubungan Tahun 2017 

melakukan penambahan jumlah pembangunan dermaga di Kabupaten Banyuasin 

dengan dana APBD maupun Dana Alokasi Khusus. Jika dibandingkan Target 

sampai Tahun 2018 sebesar 92,98% dengan persentase capaian sebesar 101,09% 

sehingga diharapkan pada Tahun 2018 kebutuhan pembangunan dermaga sungai 

di Kabupaten Banyuasin dapat terlaksana dengan baik. Jika dibandingkan dengan 

Target SPM Perhubungan sebesar 60% dengan persentase capaian sebesar 

156,67%. Angka ini menunjukkan bahwa untuk Target SPM Perhubungan telah 

melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dengan adanya 

ketersediaan dermaga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat 

di Kabupaten Banyuasin khususnya wilayah perairan. Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian indikator ini adalah dikarenakan Wilayah Kabupaten 

Banyuasin yang sebagian berada di wilayah perairan sehingga kebutuhan aktivitas 

transportasi untuk masyarakat di perairan Kabupaten Banyuasin yang melakukan 

bongkar muat barang dan naik turun penumpang sangat besar, untuk itulah Dinas 

Perhubungan Tahun 2017 melakukan penambahan jumlah pembangunan dermaga 

di Kabupaten Banyuasin dengan dana APBD maupun Dana Alokasi Khusus.  

 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017  

 

 

Bab 3 hal 25 

Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah: 

     

Pembangunan Tambatan Perahu Desa Karang Sari 

Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin 
 

Gambar 3.5 Grafik Capaian Kinerja indikator Persentase Dermaga Sungai Dalam Kab. Banyuasin 
dan Gambar Pembangunan Tambatan Perahu Desa Karang Sari Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin 

 

 

Tujuan 2 : Terwujudnya Pengembangan Investasi Yang Kondusif dan  
Pendayagunaan Tenaga Kerja Lokal 

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Investasi dan Perkembangan UMKM 

 

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Investasi dan Perkembangan UMKM di 

ukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

pada Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 3.9 
Pengukuran Kinerja Sasaran 2.1. Tahun 2017 

 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2017 Persentase 

Tingkat 
Capaian Target Realisasi 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Investor 
Perusa 
haan 

27 47 174,07 

2 Nilai Realisasi PMDN berdasarkan LKPM Rp 2.044.077.835.563 
2.061.371.375.9

69 
100,85 

3 Pertumbuhan UMKM % 5 24,11 482,2 

Rata-rata Capaian 252,37 
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Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran 

bahwa ketiga indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan capaian 

kinerja diatas 100 % atau bermakna sangat baik.  

 

Apabila dibandingkan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan 

realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.10 
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 2.1. Tahun 2017 dengan tahun 

sebelumnya 
 

Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi Capaian 

2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1 
Jumlah Investor Perus

ahaan 
15 47 60 174,07 

2 
Nilai Realisasi PMDN berdasarkan LKPM 

Rp 
669.327.564.2

12 

2.061.371.375.9

69 
34,38 100,85 

3 
Pengembangan Usaha (UMKM) 

% 7,64 24,11 152,80 482,2 

 

Realisasi kinerja tahun 2017 bila dibandingkan dengan target jangka 

menengah RPJMD (2018) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.11 
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2.1. s.d. Tahun 2017  

dengan Target Jangka Menengah (2018) 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 
s.d. Tahun 2017 

Target Jangka 
Menengah 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4 5 

1 
Jumlah Investor Perusah

aan 
47 30 156,67 

2 
Nilai Realisasi PMDN berdasarkan LKPM 

Rp 
2.061.371.375.9

69 
2.146.281.727.341 96,04 

3 
Pengembangan Usaha (UMKM) 

% 24,11 25 96,44 

Rata-rata Capaian 116,38 

             Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, DPK dan UKM, 2017 
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Indikator Jumlah Investor pada tahun 2017 terealisasi sebesar 47 

Perusahaan dari target sebesar 27 Perusahaan dengan persentase capaian target 

sebesar 174,07%. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 

sebelumnya mengalami peningkatan. Sementara target akhir periode RPJMD 

adalah sebesar 30 Perusahaan melihat capaian sampai dengan tahun 2017 target 

tahun 2018 telah terlampaui. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator 

ini adalah karena sasaran pada indikator ini yaitu Meningkatnya Iklim Investasi 

dan Realisasi Investasi telah dilaksanakan secara maksimal. Capaian Indikator 

Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

     

 

Gambar 3.6 Grafik Capaian Kinerja indikator Jumlah Investor dan Dokumentasi Pertemuan 
Pengusaha 

 

Indikator Nilai Realisasi PMDN berdasarkan LKPM pada tahun 2017 

terealisasi sebesar Rp. 2.061.371.375.969,- dari target sebesar Rp. 

2.044.077.835.563,- dengan persentase capaiannya sebesar  507,41%. Bila 

dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami 

peningkatan. Sementara target akhir periode RPJMD adalah sebesar Rp. 

2.146.281.727.341,- melihat capaian sampai dengan tahun 2017 optimis target 

tahun 2018 akan tercapai. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini 

adalah karena terbatasnya anggaran yang diberikan sehingga belum memiliki 
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sarana dan prasarana yang representatif serta kualitas dan kuantitas 

SDM/Pegawai yang belum memadai.  

Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

    

 

 

Gambar 3.7 Grafik Capaian Kinerja indikator Nilai Realisasi PMDN berdasarkan LKPM dan 
Foto Pameran Investasi di Kabupaten Banyuasin 

 
 

 Indikator Pertumbuhan UMKM pada tahun 2017 terealisasi sebesar 24,11% 

dari target sebesar 5% dengan persentase capaian target sebesar 482,2%. Target 

sebesar 5% UKMK tahun 2017 dari jumlah UMKM pada tahun 2016 yaitu sebanyak 

623 UMKM. Pada tahun 2017 jumlah UMKM baru sebanyak 3.001 UMKM atau 

melebihi target. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 

sebelumnya mengalami peningkatan. Sementara target akhir RPJMD adalah 

sebesar 25% melihat capaian sampai dengan tahun 2017 optimis target tahun 

2018 akan tercapai. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian 

indikator ini karena :  

1. Fasilitasi Dinas terhadap UMKM dalam hal penambahan permodalan, dimana 

UMKM dipertemukan dengan pihak perbankan dalam kegiatan peningkatan 

usaha sehingga terjadi transaksi antara pihak perbakan dengan UMKM. 
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2. Bergabungnya ex Dinas Pengelolahan Pasar di Dinas Perdagangan, Koperasi, 

Usaha kecil dan Menengah dimana pembangunan pasar gencar dilaksanakan 

baik melalui DAK, TP, maupun APBD. Pembangunan Pasar ini menyebabkan 

bertambahnya kios- kios baru yang ditempati pedagang. Baik yang baru 

maupun pasar- pasar lain di wilayah Kabupaten Banyuasun. Dengan demikian 

maka banyak para pedagang – pedagang baru yang berjualan di pasar – pasar 

tersebut. 

3. Kegiatan – kegiatan berupa pelatihan bagi UMKM yang dilaksanakan menambah 

minat tumbuhnya UMKM di berbagai kecamatan di Kabupaten Banyuasin.  

 

Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

     

 

 

Gambar 3.8 Grafik Capaian Kinerja Pertumbuhan UMKM dan Gambar Pelatihan Daur Ulang 
Sampah 
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Sasaran 2.2 : Menurunnya Tingkat Pengangguran dan 
Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Baik 

  

Untuk mencapai sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran dan Meningkatnya 

Iklim Ketenagakerjaan yang Baik di ukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2017 dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.12 
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2.2. Tahun 2017 

 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2017 Persentase 

Tingkat 
Capaian Target Realisasi 

1 2 3 4 5 

1 
Besaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja 

% 67,75 96,59 142,57 

2 
Persentase Tenaga Kerja Pengangguran Terampil yang 

Telah Bekerja 
% 62 92,08 148,52 

Rata-rata Capaian 145,54 

 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran 

bahwa ke 2 (dua) indikator telah menghasilkan capaian kinerja diatas 100 % atau 

bermakna sangat baik.  

 

Apabila dibandingkan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan 

realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 
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Tabel 3.13 
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 2.2. Tahun 2017 dengan  

Tahun sebelumnya 

 

Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi Capaian 

2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1 Besaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja % 97,07 96,59 166,67 142,57 

2 
Persentase Tenaga Kerja Pengangguran 

Terampil yang Telah Bekerja 
% 100 92,08 143,81 148,52 

 

Realisasi kinerja tahun 2017 bila dibandingkan dengan target jangka 

menengah RPJMD (2018) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 3.14 

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2.2. s.d. Tahun 2017 dengan 
Target Jangka Menengah (2018) 

 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi 

Kinerja s.d. 
Tahun 2017 

Target 
Jangka 

Menengah 

Persentase 
Tingkat 
Capaian  

1 2 3 4  

1 
Besaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja 

% 96,59 68 142,04 

2 
Persentase Tenaga Kerja Pengangguran Terampil 

yang Telah Bekerja 
% 92,08 65 141,666 

Rata-rata Capaian 144,10 

             Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017 
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Tabel 3.15 
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2017  

Dengan Standar Nasional 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 
s.d. Tahun 2017 

Standar 
Nasional 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4  

1 Besaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja % 96,59 62,0 155,79 

2 
Persentase Tenaga Kerja Pengangguran 

Terampil yang Telah Bekerja 
% 92,08 67,75 135,91 

Rata-rata capaian 145,85 

 

Indikator Besaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2017 

terealisasi sebesar 96,59% dari target sebesar 67,75% dengan persentase capaian 

target sebesar 142,57%. Definisi Angkatan Kerja adalah bagian dari penduduk 

usia kerja, 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan baik bekerja maupun 

yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan 

atau cuti. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang 

mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Sedangkan 

definisi Usia Kerja adalah Penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Realisasi 

capaian memenuhi target yang telah ditetapkan yang didapatkan dari “Jumlah 

Angkatan Kerja/Jumlah Penduduk Usia Kerja x 100%” dimana jumlah penduduk 

angkatan kerja tahun 2017 sebesar 559.886 orang sedangkan penduduk usia kerja 

sebanyak 579.647 orang. Jika dilihat dari jumlah keseluruhan penduduk di 

Kabupaten Banyuasin sejumlah 825.360 bisa dikatakan bahwa lebih dari sebagian 

penduduk di Kabupaten Banyuasin sudah Bekerja, baik di perusahaan maupun 

Usaha Mandiri lainnya. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 

sebelumnya mengalami peningkatan. Sementara target akhir periode RPJMD 

adalah sebesar 68% terlihat bahwa s.d. tahun 2017 realisasi capaian indikator ini 

telah melampaui target RPJMD. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator 
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ini adalah bertambahnya penduduk usia kerja di Kabupaten Banyuasin. Capaian 

Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 

  

 

 

Gambar 3.9 Grafik Capaian Kinerja indikator Besaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja 

 

Indikator Persentase Tenaga Kerja Pengangguran Terampil yang Telah 

Bekerja pada Tahun 2017 adalah 92,08% dari target sebesar 62% dengan 

persentase capaian target sebesar 148,52%. Data ini diperoleh dari Jumlah 

Tenaga Kerja Pengangguran yang Telah Bekerja (372 orang) dibanding dengan 

Tenaga Kerja Pengagguran yang telah Dilatih (404 orang) x 100%. Adapun 

pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan membatik, Pelatihan Kewirusahaan 

dan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Peserta pelatihan membatik dilatih 

bagaimana cara membatik yang baik dan juga di fasilitasi dengan alat - alat 

dapat membantu para peserta sehingga lebih mempermudah dalam proses 

pelatihan dan juga para peserta diajarkan berbagai pola membatik. pelatihan 

berbasis kompetensi dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabuapten Banyuasin, 

peserta pelatihan diajarkan berbagai macam kompetensi yang terdiri dari 

pelatihan menjahi, Pelatihan Otomotif dan las kemudian ada juga pelatihan 

Komputer. sehingga nantinya peserta pelatihan mempunyai keahlian yang dapat 
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di aplikasikan di dunia kerja atau pun usaha mandiri, sehingga para peserta 

pelatihan dapat mengurangi pengangguran yang ada. Bila dibandingkan dengan 

realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan. Sementara target 

akhir tahun periode RPJMD adalah sebesar 65% terlihat bahwa capaian sampai 

dengan tahun 2017 telah melampaui target tahun 2018. Faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya Program 

yang didukung kegiatan Pelatihan tenaga kerja yaitu Pelatihan berbasis 

masyarakat, berbasis wirausaha dan berbasis kompetensi di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin. Capaian Indikator Per 

Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

       

 

 

Gambar 3.10 Grafik Capaian Kinerja indikator Persentase Tenaga Kerja Pengangguran 
Terampil yang Telah Bekerja dan Gambar Peserta Pelatihan Menjahit 
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Tujuan 3 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan 

Sasaran 3.1 : Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Produktivitas 
Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan 

 

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Produktivitas 

Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan di ukur dengan 2 (dua) 

indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2017 

dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 3.16 
Pengukuran Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2017 

 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2017 Persentase 

Tingkat 
Capaian Target Realisasi 

1 2 3 4 5 

1 
Skor Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan 

Harapan (NBH dan PPH) 
% 90 99,93 111,03 

2 Persentase Peningkatan Produksi     

 Pertanian  % 22 43,65 198,41 

 Peternakan % 12 23,52 196 

 Hasil Perkebunan % 5 5 100 

 Perikanan Budidaya % 20 23,53 117,65 

 Perikanan Tangkap % 9,50 7,36 77,47 

Rata-rata Capaian 133,43 

 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran 

bahwa ke 2 (dua) buah  indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan 

capaian kinerja diatas 100 % atau bermakna sangat baik.  
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Apabila dibandingkan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan 

realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.17 
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2017  

Dengan Tahun Sebelumnya 

 

Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi Capaian 

2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1 
Skor Neraca Bahan Makanan dan Pola 
Pangan Harapan (NBH dan PPH) 

% 93 99,86 103,33 110,96 

2 Persentase Peningkatan Produksi      

 Pertanian  
% 

23,59 43,65 131,05 198,41 

 Peternakan 
% 

9,11 23,52 101,2 196 

 Hasil Perkebunan 
% 

38,44 5 768,8 100 

 Perikanan Budidaya 
% 

12,79 23,53 106,58 117,65 

 Perikanan Tangkap 
% 

7,49 7,36 110,15 77,47 

         Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, 2017 

 

Realisasi kinerja tahun 2017 bila dibandingkan dengan target jangka 

menengah RPJMD (2018) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 

 

 

Tabel 3.18 
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3.1 s.d. Tahun 2017 dengan Target 

Jangka Menengah (2018) 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 
s.d. Tahun 2017 

Target 
Jangka 

Menengah 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4  

1 

Skor Neraca Bahan Makanan dan 

Pola Pangan Harapan (NBH dan 

PPH) 

% 99,86 100 99,86 
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Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 
s.d. Tahun 2017 

Target 
Jangka 

Menengah 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4  

2 Persentase Peningkatan Produksi     

 Pertanian  
% 

43,65 25 174,60 

 Peternakan 
% 

23,52 15 156,80 

 Hasil Perkebunan 
% 

5 25 20 

 Perikanan Budidaya 
% 

23,53 30 78,43 

 Perikanan Tangkap 
% 

7,36 12,5 58,88 

Rata-rata Capaian 98,10 

       Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, 2017 
 
 

Indikator Skor Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan (NBH dan 

PPH) pada tahun 2017 terealisasi sebesar 99,93% dari target sebesar 90% dengan 

persentase capaian target sebesar 111,03%. Capaian kinerja tersebut diukur 

melalui persentase ketersediaan energi dan protein per kapita per hari.  Standar 

nasional ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kap/Hari dan protein sebesar 57 

Gram/Kap/Hari.  Berdasarkan laporan hasil kegiatan Neraca Bahan Makanan 

(NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Banyuasin diperoleh bahwa 

ketersediaan energi sebesar 3.606 Kkal/Kap/Hari dan protein sebesar 95,99 

Gram/Kap/Hari.  Hasil perhitungan diperoleh bahwa rata-rata ketersediaan 

energi dan protein tahun 2017 adalah 111,03%, sehingga capaian kinerja 

indikator sebesar 111,03% kalau dibandingkan dengan target sebesar 90%.  

Tingginya capaian kinerja tersebut disebabkan oleh surplus beras Kabupaten 

Banyuasin dimana hasil analisis menunjukan bahwa sumbangan terbesar energi 

dan protein berasal dari padi-padian. Hasil pengukuran indikator kinerja tersebut 

diperoleh dari hasil analisis laporan kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan 

(NBM)  dan Pola Pangan Harapan (PPH).  
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Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 

     

 
 

 
Gambar 3.11 Grafik Capaian Kinerja indikator Skor Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan 

Harapan (NBH dan PPH) dan Foto Seminar Hasil Penyusunan Pola Konsumsi Pangan  
 

 

 

Indikator Tingkat Produksi Pertanian pada tahun 2017 terealisasi sebesar 

43,65% dari target sebesar 22% dengan persentase capaian target sebesar 

198,41%. Program Peningkatan Produksi Pertanian merupakan suatu program 

untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dengan ditunjang oleh 

berbagai kegiatan yaitu dengan mengetahui produksi padi pada tahun 

bersangkutan dikurangi dengan produksi pada awal renstra dibagi dengan 

produksi pada awal renstra dikali 100 % didapat Jumlah Produksi Pertanian pada 

tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 221.860 ton GKG atau 17,94 % dengan 

jumlah produksi sebanyak 1.458.610 Ton GKG 2017 menjadi  1.354.790 Ton GKG 

Tahun 2017 (ARAM II Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Prov. Sum-Sel 2017), 

produksi tahun 2013 sebanyak 943.104 Ton GKG, dimana bila dihitung produksi 

dari awal tahun (Renstra) terjadi peningkatan sebanyak 411.686 Ton GKG atau 

43,65%. Realisasi ini tercapai dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan 

tersebut dipengaruhi oleh adanya kegiatan - kegiatan pada tahun 2017 yaitu :   
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1. Adanya Program UPSUS Jaringan Irigasi Teknis (JIT) 2015 seluas 14.885 ha 

yang tertanam di bulan oktober 2016 yang dipanen di bulan Jan-Feb 2017, 

yang sebagian besar sudah panen di sub round I. 

2. Peningkatan Luas Tanam Reguler di beberapa Kecamatan yang dipanen di 

Tahun 2017. 

3. Adanya program JIT ferrocement 35.000 Ha khususnya penanaman IP 200 

yang dilaksanakan di MT ASEP 2017. 

4. Tersedianya alat dan mesin pertanian yang menunjang peningkatan produksi 

padi dari kegiatan APBN. 

 

Apabila dilihat Perbandingan realisasi indikator Persentase Tingkat 

Produksi Pertanian pada awal tahun (Renstra) tahun 2013 dan tahun 2017 terjadi  

peningkatan sebesar 43,65% mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 

2017 dengan persentase tingkat capaian sebesar 198,41%, dan juga pada akhir 

periode Renstra Tahun 2018 menetapkan target sebesar 25 %. Capaian Indikator 

Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

         

 

Gambar 3.12 Grafik Capaian Kinerja indikator Tingkat Produksi Pertanian dan Gambar 
Lahan Pertanian di Kabupaten Banyuasin 
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Indikator Tingkat Produksi Peternakan realisasi tahun 2017 sebesar 23,52% 

melebihi target yang telah ditentukan yaitu 12% dengan persentase capaian 

target sebesar 196%. Program Peningkatan Produksi Peternakan merupakan 

program peningkatan produksi peternakan di tahun bersangkutan dikurangi 

produksi ternak di tahun awal renstra dibagi produksi ternak awal renstra dikali 

100 dengan realisasi indikator kinerja Persentase Tingkat Produksi Peternakan 

pada tahun 2017 adalah meningkat 23,52% dari jumlah awal tahun 2014 (Renstra) 

sebanyak 10.372,43 Ton, produksi tahun 2017 sebesar 22.781 ton atau meningkat 

12.408 ton dan produksi tahun 2016 sebesar 11.317,35 ton. Angka ini telah 

mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 12%. Faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah karena adanya 

peningkatan jumlah populasi seperti sapi perah di tahun 2013 berjumlah 28.134 

meningkat di Tahun 2017 mencapai 36.648 ekor dan juga peningkatan produksi 

peternakan disebabkan adanya pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 

yaitu sapi pengembangan 5 ekor, kambing 30 ekor, dan pengembangan agribisnis 

peternakan yang  mempengaruhi peningkatan produksi peternakan. Pada Tahun 

2017 realisasi produksi peternakan mencapai 23,52% sementara di tahun 2016 

mencapai 9,11 % hal ini dikarenakan adanya program UPSUS Sapi Indukan Wajib 

Bunting (SIWAB) 2017. Realisasi indikator kinerja Persentase Tingkat Produksi 

Peternakan per tahun pada tahun 2017 adalah 12% dibandingkan dengan target 

di akhir periode Renstra pada tahun 2018 sebesar 15% maka tingkat pencapaian 

sampai dengan tahun 2017 telah tercapai 156,80%. Capaian Indikator Per 

Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017  

 

 

Bab 3 hal 41 

       

 

 
Gambar 3.13 Grafik Capaian Kinerja indikator Tingkat Produksi Peternakan dan Gambar 

Peternakan di Kabupaten Banyuasin 

 

 

Indikator Tingkat Produksi Hasil Perkebunan pada tahun 2017 terealisasi 

sebesar 5% dari target sebesar 5% dengan persentase capaian target sebesar 

100%. Data ini diperoleh dari Total produksi pada tahun 2017 sebesar 304.380,54 

ton yang terdiri dari 5 (lima) komoditas utama yaitu : 1) Karet dengan produksi 

135.206 ton ; 2). Kelapa sawit dengan produksi 499.665 ton tbs, 124.166,25 ton 

cpo ; 3). Kelapa dengan produksi 44.248 ton kopra ; 4). Kopi dengan produksi 724 

ton biji kering dan 5). Kakao dengan produksi 36,29 ton biji kering. Dengan 

demikian maka jika dibandingkan dengan total produksi di tahun 2017 yang 

sebesar 319.599 ton maka total produksi perkebunan mengalami kenaikan 

sebesar 15.219 ton atau sebesar 5%. Capaian ini lebih rendah dibanding tingkat 

capaian pada tahun 2016 dikarenakan : 

1. Pada tahun 2013 terdapat bantuan bibit karet dan kelapa sawit dari Provinsi 

maupun Kabupaten yang mana tanaman tersebut produksinya dipanen pada 

tahun 2016. 
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2. Dampak harga produksi perkebunan tahun 2016 khususnya komoditi karet 

lebih baik dibanding tahun 2017. Hal ini berdampak pada produksi karet 

rakyat tidak semuanya dipanen atau disadap oleh petani pada tahun 2017 

sehingga produksinya kurang maksimal. 

3. Tidak adanya Tanaman Menghasilkan (TM) yang baru pada tahun 2017 dan 

tanaman yang diproduksi merupakan tanaman yang sama pada tahun 2016. 

 

Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami 

penurunan produksi (berfluktuasi). Sementara target akhir periode RPJMD adalah 

sebesar 25% optimis bahwa sampai dengan tahun 2017 realisasi indikator ini akan 

mencapai target tahun 2018. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pencapaian indikator ini adalah karena adanya komitmen yang kuat dari 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan pengadaan bimbingan teknis kepada 

petani dan juga bantuan berupa sarana prasarana perkebunan serta 

meningkatnya usia produktif komoditas kebun. Capaian Indikator Per Triwulan 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 

  

 
 

Gambar 3.14 Grafik Capaian Kinerja indikator Tingkat Produksi Hasil Perkebunan 

 

0,00

500,00

1000,00

TW

I
TW

II
TW

III
TW

IV

Tingkat Produksi Hasil 

Perkebunan 

Tingkat

Produksi Hasil

Perkebunan

Capaian Kinerja Per Triwulan 



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017  

 

 

Bab 3 hal 43 

Indikator Tingkat Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2017 adalah 

23,53% dari target sebesar 20% dengan persentase capaian target sebesar 

117,65%. Tahun 2015 produksi perikanan budidaya sebesar 32,389.17 Ton, pada 

tahun 2016 produksi perikanan budidaya sebesar 34,100.83 Ton dan meningkat 

menjadi 37.345.97 ton pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan realisasi dan 

capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 3.245,14 ton atau 

sebesar 9,52%. Jika dibandingkan dengan tahun awal periode Renstra yaitu tahun 

2013 terjadi peningkatan sebesar 7.112,84 ton atau sebesar 23,53%. Sementara 

target akhir tahun periode RPJMD adalah sebesar 30% terlihat bahwa capaian 

sampai dengan tahun 2017 belum mencapai target tahun 2018. Faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah karena 

meningkatnya produksi perikanan budidaya disebabkan pada awal tahun kondisi 

kolam/tambak dalam keadaan baik serta kebutuhan benih tersedia bagi 

pembudidaya ikan, selain itu pada awal dan akhir tahun 2016 ini juga curah 

hujan cukup tinggi sehingga mengakibatkan nafsu makan ikan meningkat yang 

membuat pertumbuhan ikan yang dibudidayakan menjadi optimal, selain itu juga 

tidak lepas dari pembinaan dan pelatihan yang dilakukan kepada pembudidaya 

ikan dan juga bantuan stimulan benih ikan dan pakan, bahan baku pakan serta 

paket percontohan budidaya ikan berupa benih, pakan dan alat produksi 

budidaya dan lainnya. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin pada 

Tahun 2017 menerima bantuan Exavator, bantuan mesin pakan beserta bahan 

pakan dati Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan 

Budidaya. Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Gambar 3.15 Grafik Capaian Kinerja indikator Tingkat Produksi Perikanan Budidaya dan 
Foto Penebaran Benih Ikan di Makarti Jaya 

 

 

Indikator Tingkat Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2017 adalah 
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53.389,85 ton menjadi 53.327,47 ton, ada penurunan sebesar 62,38 ton. Target 

akhir tahun periode RPJMD adalah sebesar 12,5% terlihat bahwa capaian sampai 

dengan tahun 2017 belum mencapai target tahun 2018. Faktor yang 

mempengaruhi kegagalan pencapaian indikator ini adalah karena selain dari 

faktor alam serta dampak dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 

Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela 

(Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia (WPP – NRI), dimana di wilayah perairan Kabupaten Banyuasin 

masih banyak terdapat alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sehingga 

nelayan ragu untuk melakukan penangkapan ikan karena takut akan pemeriksaan 

dan ditindak Aparat Penegak Hukum, menurut data dari Direktorat Satuan Polisi 
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yang dilarang oleh Pemerintah, serta di beberapa daerah potensi perikanan 

umum daratan yang mengalami penurunan ekosistem sehingga pencapaian target 

produksi menurun. Realisasi capaian untuk produksi perikanan tangkap tahun 

2017 sebesar 77,47% menurun dari tahun 2016 sebesar 110,15%. Hal ini 

dikarenakan adanya pelarangan penggunaan jaring pukat (trawl). Untuk itu perlu 

diadakan pengadaan alat tangkap yang ramah lingkungan kepada kelompok 

nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang. Selain itu terjadi 

perubahan cuaca yang ekstrim di akhir tahun sehingga hasil tangkapan nelayan 

berkurang. Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

      

 

 
Gambar 3.16 Grafik Capaian Kinerja indikator Tingkat Produksi Perikanan Tangkap dan 

Gambar Penangkapan Ikan di Laut 
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Tujuan 4 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat dan 
Berprestasi 

Sasaran 4.1 : Meningkatnya Kualitas SDM Unggul dan Berprestasi  

 

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Unggul dan Berprestasi  di 

ukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan pada Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut : 

 
Tabel 3.19 

Pengukuran Kinerja 4.1. Tahun 2017 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2017 Persentase 

Tingkat 
Capaian Target Realisasi 

1 2 3 4 5 

1 Persentase pendidikan anak usia dini % 17,59 63,72 362,25 

2 
APK     

APK SD/MI/Paket A % 100 118,70 118,70 

APK SMP/MTs/SMPT/Paket B % 75,28 71,08 94,42 

APK SMA/SMK/MA/Paket C % 45,51 47,05 103,38 

3 
APM     

APM SD/MI/Paket A % 83,34 99,25 119,09 

APM SMP/MTs/SMPT/Paket B % 44,77 71,08 158,77 

APM SMA/SMK/MA/Paket C % 28,13 32,22 114,54 

4 Angka melek huruf  (AMH) % 97,73 92,92 95,08 

5 
Angka Melanjutkan     

SD – SLTP % 89,59 67,80 75,68 

SLTP – SLTA % 80,40 97,01 120,66 

6 
Rata-rata Nilai UN     
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Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2017 Persentase 

Tingkat 
Capaian Target Realisasi 

1 2 3 4 5 

AMK SD/MI Nilai 6,95 6,44 92,66 

AMK SMP/MTs Nilai 7,70 5,20 67,53 

Rata-rata Capaian 126,90 

 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran 

bahwa 3 (tiga) buah  indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan 

capaian kinerja diatas 100 % atau bermakna sangat baik.  

 

Apabila dibandingkan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan 

realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.20 
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 4.1. Tahun 2017 dengan tahun 

sebelumnya 
 

Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi Capaian 

2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1 Persentase pendidikan anak usia dini % 25,53 63,72 149,39 362,25 

2 APK      

 
APK SD/MI/Paket A % 

103,47 118,70 103,47 118,70 

 
APK  SMP/MTs/SMPT/ Paket B % 

74,70 71,08 101,25 94,42 

 APK SMA/SMK/MA/ Paket C 
% 

51,94 47,05 116,69 103,38 

3 APM      

 APM SD/MI/Paket A % 
85,49 99,25 105,75 119,09 

 APM SMP/MTs/SMPT/ Paket B % 
53,79 71,08 127,25 158,77 

 APM SMA/SMK/MA/ Paket C 
% 

35,19 32,22 137,30 114,54 
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Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi Capaian 

2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

4 Angka melek huruf  (AMH) % 95,0 92,92 97,31 95,08 

5 Angka Melanjutkan   
 

 
 

 SD – SLTP % 88,63 67,80 99,60 75,68 

 SLTP – SLTA % 79,65 97,01 99,81 120,66 

6 Rata-rata Nilai UN      

 AMK SD/MI Nilai 6,70 6,44 97,81 92,66 

 AMK SMP/MTs Nilai 4,59 5,20 60,39 67,53 

    Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2017 

 

Realisasi kinerja tahun 2017 bila dibandingkan dengan target jangka menengah 

RPJMD (2018) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 3.21 

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4.1. s.d. Tahun 2017  
dengan Target Jangka Menengah (2018) 

 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 
s.d. Tahun 2017 

Target 
Jangka 

Menengah 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4 5 

1 
Persentase pendidikan anak usia 
dini % 63,72 18,09 

352,24 

2 
APK 

   
 

 
APK SD/MI/Paket A % 

118,70 100 
118,70 

 
APK  SMP/MTs/SMPT/ Paket B % 

71,08 76,78 
92,58 

 
APK SMA/SMK/MA/ Paket C % 

47,05 46,51 
101,16 

3 
APM 

    

 
APM SD/MI/Paket A % 

99,25 85,84 115,62 
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Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 
s.d. Tahun 2017 

Target 
Jangka 

Menengah 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4 5 

 
APM SMP/MTs/SMPT/ Paket B % 

71,08 47,27 150,37 

 
APM SMA/SMK/MA/ Paket C % 

32,22 30,63 105,19 

4 
Angka melek huruf  (AMH) 

% 92,92 97,83 94,98 

5 
Angka Melanjutkan 

    

 
SD – SLTP 

% 67,80 90,19 75,17 

 
SLTP – SLTA 

% 97,01 81,00 119,77 

6 Rata-rata Nilai UN %   
 

 AMK SD/MI Nilai 6,44 7,05 
91,35 

 AMK SMP/MTs Nilai 5,20 7,80 
66,67 

Rata-rata Capaian 123,65 

              Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2017 
 

 

Tabel 3.22 
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4.1. Tahun 2017  

dengan Standar Nasional 
 

 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 
s.d. Tahun 2017 

Standar 
Nasional 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4 5 

1 Persentase pendidikan anak usia dini % 63,72 72,10 
88,38 

2 APK    
 

 APK SD/MI/Paket A % 118,70 97,85 
121,31 

 APK SMP/MTs/SMPT/Paket B % 71,08 81,89 
86,80 

 APK SMA/SMK/MA/Paket C % 47,05 79,31 
59,32 
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Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 
s.d. Tahun 2017 

Standar 
Nasional 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4 5 

3 APM    
 

 APM SD/MI/Paket A % 99,25 82,51 
120,29 

 APM SMP/MTs/SMPT/Paket B % 71,08 72,69 
97,79 

 APM SMA/SMK/MA/Paket C % 32,22 62,23 
51,78 

4 Angka melek huruf  (AMH) % 92,92 94,90 
97,91 

5 Angka Melanjutkan    
 

 SD – SLTP % 67,80 83,64 
81,06 

 SLTP – SLTA % 97,01 82,0 
118,30 

6 Rata-rata Nilai UN    
 

 AMK SD/MI Nilai 6,44 6,50 
99,08 

 AMK SMP/MTs Nilai 5,20 6,50 
80,00 

             Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2017 

 

 Indikator Persentase Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2017 

terealisasi sebesar  63,72% dari target sebesar 17,59% dengan persentase capaian 

target sebesar 362,25%. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 

sebelumnya mengalami peningkatan. Sementara target akhir periode RPJMD 

adalah sebesar 18,09% terlihat bahwa capaian sampai dengan tahun 2017 telah 

melampaui target tahun 2018. Sedangkan bila dibandingkan dengan Standar 

Nasional realisasi indikator ini belum mencapai target Nasional sebesar 72,10%. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sebagai penanggungjawab berusaha 

meningkatkan realisasi indikator Persentase Pendidikan Anak Usia Dini dengan 

cara meningkatkan sarana dan prasana TK/PAUD yang memadai, diantaranya 

dengan menambah satuan pendidikan TK negeri di seluruh kecamatan di 
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Kabupaten Banyuasin, serta merangsang pertumbuhan TK swasta serta PAUD 

melalui program ”Satu Desa Satu PAUD”. Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian indikator ini adalah dilaksanakannya  Program 

Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri dari 9 kegiatan, yaitu: 1) Pembangunan 

Gedung Sekolah, 2) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula, 3) Pengadaan Alat 

Praktik dan Peraga Siswa, 4) Pengadaan Mebeleur Sekolah, 5) Pembinaan TKN 1 

Plus Banyuasin III, 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, 7) 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, 8) Pembinaan dan Operasional TK 

Negeri, dan 9) Pengadaan Alat Permainan Edukatif. Dari 9 kegiatan di atas 

terdapat pembangunan 4 unit TK baru dan pembangunan 2 unit PAUD, yaitu 

pembangunan TKN 1 Rantau Bayur,  pembangunan TKN 1 Makarti Jaya, TKN Plus 

Banyuasin III dan TKN Kecamatan Air Kumbang, serta pembangunan PAUD Upang 

Mulia Kecamatan Makarti Jaya dan Rehabilitasi Gedung PAUD ANANDA Pangkalan 

Balai Banyuasin III. Kegiatan pembangunan unit TK serta PAUD ini diharapkan 

mampu meningkatkan realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase 

Pendidikan Anak Usia Dini. Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini : 

 

 

 

Gambar 3.17 Grafik Capaian Kinerja indikator Persentase Pendidikan Usia Dini  
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Indikator APK SD/MI/Paket A pada tahun 2017 terealisasi sebesar 118,70% 

dari target sebesar 100% dengan persentase capaian target sebesar 118,70%. 

Data  ini didapat dari perbandingan jumlah siswa SD/MI/Paket A pada tahun 2017 

sebanyak 105.765 orang dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah 7-12 tahun 

sebanyak 89.100 orang x 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian 

tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Sementara target akhir periode 

RPJMD adalah sebesar 100% terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 

2016 telah melampaui target akhir RPJMD. Sedangkan bila dibandingkan dengan 

Standar Nasional realisasi indikator ini telah melampaui target Nasional sebesar 

97,85%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang terdiri dari 20 

kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator 

sasaran adalah: 1) Pembangunan Gedung Sekolah, 2) Penambahan Ruang Kelas 

Sekolah, 3) Pengadaan Mebeluer Sekolah, 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kelas Sekolah, 5) Penyelenggaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, 6) 

Pembangunan Sarana Gedung Sekolah dan 7) Penyediaan Dana Program Sekolah 

Gratis Bantuan Kabupaten Jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs Serta 

SMA/SMK/MA. Dari kegiatan-kegiatan di atas pada Program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar Sembilan tahun untuk jenjang SD terdapat pembangunan 2 unit 

SDN baru yaitu pembangunan USB SDN Muara Suangsang Banyuasin II dan 

pembangunan USB SDN Tanah Mas Talang Kelapa. Penambahan ruang kelas baru 

(RKB) juga dilaksanakan di beberapa SDN seperti SDN 15 Banyuasin II, SDN 5 

Banyuasin II, SDN 19 Banyuasin I, SDN 18 Air Kumbang, dan SDN 5 Pulau Rimau. 

Disamping itu juga dilaksanakan rehabiliasi ruang kelas di SDN 21 Rantau Bayur 

dan SDN 5 Muara Telang. Untuk menambah kapasitas daya tampung kelas 

dilaksanakan juga pengadaan mebeuler kelas (meja kursi siswa) untuk seluruh 

satuan pendidikan negeri di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuasin. 

Tercatat ada 135 SDN penerima mebeuler kelas dengan volume 295 lokal. Dalam 
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upaya meningkatkan kinerja APS dilaksanakan juga Program Sekolah Gratis (PSG) 

baik dari kabupaten (PSG II) maupun provinsi (PSG I), selain dana BOS dari pusat. 

Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

  

 

 

Gambar 3.18 Grafik Capaian Kinerja indikator APK SD/MI/Paket A 

 

Indikator APK SMP/MTs/SMPT/Paket B pada tahun 2017 terealisasi sebesar 
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2017 sebanyak 32.886 orang dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah 13-15 tahun 

sebanyak 46.238 orang x 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian 

tahun sebelumnya mengalami penurunan. Sementara target akhir periode RPJMD 

adalah sebesar 76,78% optimis bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 

akan mencapai target akhir RPJMD. Sedangkan bila dibandingkan dengan Standar 

Nasional realisasi indikator ini belum mencapai target Nasional sebesar 81,89%. 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah 

Program Pendidikan Menengah yang terdiri dari 24 kegiatan untuk jenjang 

SMP/MI/Paket B/SMP Terbuka, dan jenjang  SMA/SMK/MA/Paket C. Kegiatan-
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Pembangunan Gedung Sekolah, 2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah, 3) 

Pengadaan Mebeluer Sekolah, 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, 

5) Penyelenggaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, 6) Pembangunan Sarana 

Gedung Sekolah dan 7) Penyediaan Dana Program Sekolah Gratis Bantuan 

Kabupaten Jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs Serta SMA/SMK/MA. Untuk 

jenjang SMP, SMA, dan SMK dilaksanakan pembangunan unit sekolah baru (USB) 

SMKN Rambutan, penambahan ruang kelas baru (RKB) di SMPN 2 Muara Sugihan, 

SMPN 3 Rantau Bayur, dan SMAN 2 Sembawa. Melalui dana DAK juga ada 

penambahan ruang kelas untuk SMPN 1 Banyuasin I, SMPN 2 Banyuasin I, SMPN 3 

Banyuasin I, SMPN 4 Banyuasin I, SMPN 4 Banyuasin III, SMPN 1 Betung, SMPN 1 

Muara Telang, SMPN 1 Rantau Bayur, SMPN 1 Sembawa, SMPN 1 Air Kumbang, 

SMAN 1 Banyuasin I, SMAN 2 Banyuasin I, SMAN 1 Banyuasin III, SMAN 1 Pulau 

Rimau, SMAN 1 Betung, SMAN, 1 Muara Padang, SMAN 1 Muara Telang, SMAN 1 

Talang Kelapa, SMAN 1 Rantau Bayur, SMAN 1 Air Saleh, SMAN 1 Sembawa, SMAN 

2 Sembawa, SMAN 1 Air Kumbang, SMKN 1 Banyuasin III, SMK Unggulan Negeri 2 

Banyuasin III, SMAKN 1 Tanjung Lago, dan SMKN 1 Makarti Jaya. Untuk 

menambah kapasitas daya tampung kelas dilaksanakan juga pengadaan mebeuler 

kelas (meja kursi siswa) untuk seluruh satuan pendidikan negeri di seluruh 

kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Tercatat pada jenjang SMP ada 39 sekolah 

penerima mebeuler kelas, dengan volume 75 lokal. Dalam upaya meningkatkan 

kinerja APS dilaksanakan juga Program Sekolah Gratis (PSG) baik dari kabupaten 

(PSG II) maupun provinsi (PSG I), selain dana BOS dari pusat. Capaian Indikator 

Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Gambar 3.19 Grafik Capaian Kinerja indikator APK SMP/MTs/Paket B 
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Gedung Sekolah dan 7) Penyediaan Dana Program Sekolah Gratis Bantuan 

Kabupaten Jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs Serta SMA/SMK/MA. Untuk 

jenjang SMP, SMA, dan SMK dilaksanakan pembangunan unit sekolah baru (USB) 

SMKN Rambutan, penambahan ruang kelas baru (RKB) di SMPN 2 Muara Sugihan, 

SMPN 3 Rantau Bayur, dan SMAN 2 Sembawa. Melalui dana DAK juga ada 

penambahan ruang kelas untuk SMPN 1 Banyuasin I, SMPN 2 Banyuasin I, SMPN 3 

Banyuasin I, SMPN 4 Banyuasin I, SMPN 4 Banyuasin III, SMPN 1 Betung, SMPN 1 

Muara Telang, SMPN 1 Rantau Bayur, SMPN 1 Sembawa, SMPN 1 Air Kumbang, 

SMAN 1 Banyuasin I, SMAN 2 Banyuasin I, SMAN 1 Banyuasin III, SMAN 1 Pulau 

Rimau, SMAN 1 Betung, SMAN, 1 Muara Padang, SMAN 1 Muara Telang, SMAN 1 

Talang Kelapa, SMAN 1 Rantau Bayur, SMAN 1 Air Saleh, SMAN 1 Sembawa, SMAN 

2 Sembawa, SMAN 1 Air Kumbang, SMKN 1 Banyuasin III, SMK Unggulan Negeri 2 

Banyuasin III, SMAKN 1 Tanjung Lago, dan SMKN 1 Makarti Jaya. Untuk 

menambah kapasitas daya tampung kelas dilaksanakan juga pengadaan mebeuler 

kelas (meja kursi siswa) untuk seluruh satuan pendidikan negeri di seluruh 

kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini : 

  

 

Gambar 3.20 Grafik Capaian Kinerja indikator APK SMA/SMK/MA/Paket C 
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Indikator APM SD/MI/Paket A pada tahun 2017 terealisasi sebesar 99,25% 

dari target sebesar 83,34% dengan persentase capaian target sebesar 119,09%. 

Data  ini didapat dari perbandingan jumlah siswa SD/MI/Paket A pada tahun 2017 

sebanyak 88.433 orang dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah 7-12 tahun 

sebanyak 89.100 orang. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 

sebelumnya mengalami peningkatan. Sementara target akhir periode RPJMD 

adalah sebesar 85,84% terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 

telah melampaui target akhir RPJMD. Sedangkan bila dibandingkan dengan 

Standar Nasional realisasi indikator ini telah melampaui target Nasional sebesar 

82,51%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang terdiri dari 20 

kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator 

sasaran adalah: 1) Pembangunan Gedung Sekolah, 2) Penambahan Ruang Kelas 

Sekolah, 3) Pengadaan Mebeluer Sekolah, 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kelas Sekolah, 5) Penyelenggaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, 6) 

Pembangunan Sarana Gedung Sekolah dan 7) Penyediaan Dana Program Sekolah 

Gratis Bantuan Kabupaten Jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs Serta 

SMA/SMK/MA. Dari kegiatan-kegiatan di atas pada Program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar Sembilan tahun untuk jenjang SD terdapat pembangunan 2 unit 

SDN baru yaitu pembangunan USB SDN Muara Suangsang Banyuasin II dan 

pembangunan USB SDN Tanah Mas Talang Kelapa. Penambahan ruang kelas baru 

(RKB) juga dilaksanakan di beberapa SDN seperti SDN 15 Banyuasin II, SDN 5 

Banyuasin II, SDN 19 Banyuasin I, SDN 18 Air Kumbang, dan SDN 5 Pulau Rimau. 

Disamping itu juga dilaksanakan rehabiliasi ruang kelas di SDN 21 Rantau Bayur 

dan SDN 5 Muara Telang. Untuk menambah kapasitas daya tampung kelas 

dilaksanakan juga pengadaan mebeuler kelas (meja kursi siswa) untuk seluruh 

satuan pendidikan negeri di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuasin. 

Tercatat ada 135 SDN penerima mebeuler kelas dengan volume 295 lokal. Dalam 
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upaya meningkatkan kinerja APS dilaksanakan juga Program Sekolah Gratis (PSG) 

baik dari kabupaten (PSG II) maupun provinsi (PSG I), selain dana BOS dari pusat. 

Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

  

 

  

Gambar 3.21 Grafik Capaian Kinerja indikator APM SD/MI/Paket A 

 

Indikator APM SMP/MTs/SMPT/Paket B pada tahun 2017 terealisasi sebesar 

71,08% dari target sebesar 44,77% dengan persentase capaian target sebesar 

158,77%. Data  didapat dari perbandingan jumlah siswa SMP/MTs/ Paket B usia 

13-15 tahun sebanyak 32.886 orang dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah 13-15 

tahun sebanyak 46.238 orang. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian 

tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Sementara target akhir periode 

RPJMD adalah sebesar 47,27% terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan 

tahun 2016 telah melampaui target akhir RPJMD. Sedangkan bila dibandingkan 

dengan Standar Nasional realisasi indikator ini belum mencapai target Nasional 

sebesar 72,69%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator 

ini adalah Program Pendidikan Menengah yang terdiri dari 24 kegiatan untuk 

jenjang SMP/MI/Paket B/SMP Terbuka, dan jenjang  SMA/SMK/MA/Paket C. 
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adalah: 1) Pembangunan Gedung Sekolah, 2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah, 

3) Pengadaan Mebeluer Sekolah, 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 

Sekolah, 5) Penyelenggaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, 6) Pembangunan 

Sarana Gedung Sekolah dan 7) Penyediaan Dana Program Sekolah Gratis Bantuan 

Kabupaten Jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs Serta SMA/SMK/MA. Untuk 

jenjang SMP, SMA, dan SMK dilaksanakan pembangunan unit sekolah baru (USB) 

SMKN Rambutan, penambahan ruang kelas baru (RKB) di SMPN 2 Muara Sugihan, 

SMPN 3 Rantau Bayur, dan SMAN 2 Sembawa. Melalui dana DAK juga ada 

penambahan ruang kelas untuk SMPN 1 Banyuasin I, SMPN 2 Banyuasin I, SMPN 3 

Banyuasin I, SMPN 4 Banyuasin I, SMPN 4 Banyuasin III, SMPN 1 Betung, SMPN 1 

Muara Telang, SMPN 1 Rantau Bayur, SMPN 1 Sembawa, SMPN 1 Air Kumbang, 

SMAN 1 Banyuasin I, SMAN 2 Banyuasin I, SMAN 1 Banyuasin III, SMAN 1 Pulau 

Rimau, SMAN 1 Betung, SMAN, 1 Muara Padang, SMAN 1 Muara Telang, SMAN 1 

Talang Kelapa, SMAN 1 Rantau Bayur, SMAN 1 Air Saleh, SMAN 1 Sembawa, SMAN 

2 Sembawa, SMAN 1 Air Kumbang, SMKN 1 Banyuasin III, SMK Unggulan Negeri 2 

Banyuasin III, SMAKN 1 Tanjung Lago, dan SMKN 1 Makarti Jaya. Tercatat pada 

jenjang SMP ada 39 sekolah penerima mebeuler kelas, dengan volume 75 lokal. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja APS dilaksanakan juga Program Sekolah 

Gratis (PSG) baik dari kabupaten (PSG II) maupun provinsi (PSG I), selain dana 

BOS dari pusat. Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di 

bawah ini : 
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Gambar 3.22 Grafik Capaian Kinerja indikator APM SMP/MTs/SMPT/Paket B 

 

Indikator APM SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2017 terealisasi sebesar 

32,22% dari target sebesar 28,13% dengan persentase capaian target sebesar 

114,54%. Data  didapat dari perbandingan jumlah siswa SMA/SMK/MA/Paket C 

usia 16-18 tahun pada tahun 2017 sebanyak 22.111 orang dengan jumlah siswa 

Penduduk Usia Sekolah 16-18 tahun sebanyak 46.994 orang. Bila dibandingkan 

dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan. 

Sementara target akhir periode RPJMD adalah sebesar 30,63% terlihat bahwa 

realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 telah melampaui target akhir RPJMD. 

Sedangkan bila dibandingkan dengan Standar Nasional realisasi indikator ini 

belum mencapai target Nasional sebesar 62,23%. Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian indikator ini adalah Program Pendidikan Menengah yang 

terdiri dari 24 kegiatan untuk jenjang SMP/MI/Paket B/SMP Terbuka, dan 

jenjang  SMA/SMK/MA/Paket C. Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan 

pencapaian indikator sasaran adalah: 1) Pembangunan Gedung Sekolah, 2) 

Penambahan Ruang Kelas Sekolah, 3) Pengadaan Mebeluer Sekolah, 4) 

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, 5) Penyelenggaraan Paket A, 

Paket B, dan Paket C, 6) Pembangunan Sarana Gedung Sekolah dan 7) DAK SMA, 
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SMA, dan SMK, dan 8) Penyediaan Dana Program Sekolah Gratis Bantuan 

Kabupaten Jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs Serta SMA/SMK/MA. Untuk 

jenjang SMP, SMA, dan SMK dilaksanakan pembangunan unit sekolah baru (USB) 

SMKN Rambutan, penambahan ruang kelas baru (RKB) di SMPN 2 Muara Sugihan, 

SMPN 3 Rantau Bayur, dan SMAN 2 Sembawa. Melalui dana DAK juga ada 

penambahan ruang kelas untuk SMPN 1 Banyuasin I, SMPN 2 Banyuasin I, SMPN 3 

Banyuasin I, SMPN 4 Banyuasin I, SMPN 4 Banyuasin III, SMPN 1 Betung, SMPN 1 

Muara Telang, SMPN 1 Rantau Bayur, SMPN 1 Sembawa, SMPN 1 Air Kumbang, 

SMAN 1 Banyuasin I, SMAN 2 Banyuasin I, SMAN 1 Banyuasin III, SMAN 1 Pulau 

Rimau, SMAN 1 Betung, SMAN, 1 Muara Padang, SMAN 1 Muara Telang, SMAN 1 

Talang Kelapa, SMAN 1 Rantau Bayur, SMAN 1 Air Saleh, SMAN 1 Sembawa, SMAN 

2 Sembawa, SMAN 1 Air Kumbang, SMKN 1 Banyuasin III, SMK Unggulan Negeri 2 

Banyuasin III, SMAKN 1 Tanjung Lago, dan SMKN 1 Makarti Jaya. Tercatat ada 16 

SMA penerima mebeuler kelas dengan volume 34 lokal. Dalam upaya 

meningkatkan kinerja APS dilaksanakan juga Program Sekolah Gratis (PSG) baik 

dari kabupaten (PSG II) maupun provinsi (PSG I), selain dana BOS dari pusat. 

Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

  

 

 

Gambar 3.23 Grafik Capaian Kinerja indikator APM SMA/SMK/MA/Paket C 
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Indikator Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2017 terealisasi sebesar sebesar 

92,92% dari target sebesar 97,73% dengan persentase capaian target sebesar 

95,08%. Data ini didapat dari perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke 

atas yang dapat baca tulis pada tahun 2017 sebanyak 331.138 orang dengan 

jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 348.568 di tahun 2017. Bila 

dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami 

penurunan. Sementara target akhir periode RPJMD adalah sebesar 97,83% 

optimis bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 akan mencapai target 

akhir RPJMD. Sedangkan bila dibandingkan dengan Standar Nasional realisasi 

indikator ini belum mencapai target Nasional sebesar 94,90%. Faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin 

mengadakan pendidikan untuk penduduk buta aksara, yaitu dengan 

menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan atau lebih dikenal dengan 

Program Sekolah Paket A yang setara dengan SD, Paket B setara dengan SMP, dan 

Paket C yang setara dengan SMA.  Pada tahun 2015 tercatat ada 43 PKBM 

penyelenggara pendidikan kesetaraan, terdiri dari 10 program Paket A, 19 

program Paket B, dan 14 program Paket C yang tersebar di 19 Kecamatan di 

Kabupaten Banyuasin. Ditambah dengan pendirian dan pembinaan beberapa 

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di desa/kelurahan yang menjadi Desa Binaan. 

Selain hal di atas, Kabupaten Banyuasin juga mencoba memberikan sarana 

pendidikan kemasyarakatan, seperti pembangunan gedung PKBM (Pendidikan 

Kesetaraan dan Belajar Masyarakat) dan pembangunan SKB (Sanggar Kegiatan 

Belajar). Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Gambar 3.24 Grafik Capaian Kinerja indikator Angka Melek Huruf 

 

  Indikator Angka Melanjutkan SD – SLTP tahun 2017 terealisasi 

sebesar 67,80% dari target sebesar 89,59% dengan persentase capaian target 

sebesar 75,68%. Data  didapat dari perbandingan jumlah siswa baru tingkat 

pertama pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2017 sebanyak 18.228 orang dengan 

jumlah siswa lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 15.429 orang di tahun 2017. 

Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami 

penurunan, karena kurangnya penambahan unit sekolah baru serta penambahan 

ruang kelas baru pada jenjang SMP/MTs sehingga kurangnya daya tampung dan 

kesempatan bagi siswa lulusan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang 

selanjutnya. Sementara target akhir periode RPJMD adalah sebesar 90,19% 

optimis bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 akan mencapai target 

akhir RPJMD. Sedangkan bila dibandingkan dengan Standar Nasional realisasi 

indikator ini belum mencapai target Nasional sebesar 83,64%. Faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah berkat upaya 

penambahan unit sekolah baru serta penambahan ruang kelas baru pada jenjang 

SMP/MTs sehingga menambah daya tampung dan kesempatan bagi siswa lulusan 
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jenjang di bawahnya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Capaian 

Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

  

 

 

Gambar 3.25 Grafik Capaian Kinerja indikator Angka Melanjutkan SD-SLTP 

 

Indikator Angka Melanjutkan SLTP – SLTA tahun 2017 terealisasi sebesar 

97,01% dari target sebesar 80,40% dengan persentase capaian target sebesar 

120,66%. Data  didapat dari perbandingan jumlah siswa baru tingkat pertama 

pada jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2017 sebanyak 9.339 orang dengan 

jumlah siswa lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 13.674 orang di tahun 

2017. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya 

mengalami peningkatan. Sementara target akhir periode RPJMD adalah sebesar 

81,00% terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 telah 

melampaui target akhir RPJMD. Sedangkan bila dibandingkan dengan Standar 

Nasional realisasi indikator ini telah melampaui target Nasional sebesar 82,0%. 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah berkat 

upaya penambahan unit sekolah baru serta penambahan ruang kelas baru pada 

jenjang SMA/SMK/MA sehingga menambah daya tampung dan kesempatan bagi 

siswa lulusan jenjang di bawahnya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang 
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berikutnya. Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah 

ini: 

  

 

 

Gambar 3.26 Grafik Capaian Kinerja indikator Angka Melanjutkan SLTP-SLTA 

 

 

 Indikator Rata-rata Nilai UN (AMK SD/MI) pada tahun 2017 terealisasi sebesar 

6,44% dari target sebesar 6,95% dengan persentase capaian target sebesar 

92,66%. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya 

mengalami penurunan. Sementara target akhir periode RPJMD adalah sebesar 

7,05% optimis bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 akan mencapai 

target akhir RPJMD. Sedangkan bila dibandingkan dengan Standar Nasional 

realisasi indikator ini belum mencapai target Nasional sebesar 6,50%. Faktor 

yang mempengaruhi tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan 

adanya mobilisasi siswa keluar daerah Kabupaten Banyuasin. 
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Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

  

 

 

Gambar 3.27 Grafik Capaian Kinerja indikator AMK SD/MI 

 

 

 Indikator Rata-rata Nilai UN (AMK SMP/MTs) pada tahun 2017 terealisasi 

sebesar 5,2% dari target sebesar 7,70% dengan persentase capaian target sebesar 

67,53%. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya 

mengalami peningkatan. Sementara target akhir periode RPJMD adalah sebesar 

7,80% optimis bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 akan mencapai 

target akhir RPJMD. Sedangkan bila dibandingkan dengan Standar Nasional 

realisasi indikator ini belum mencapai target Nasional sebesar 6,50%. Faktor 

yang mempengaruhi tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan 

adanya mobilisasi siswa keluar daerah Kabupaten Banyuasin. 
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Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

  

 

 

Gambar 3.28 Grafik Capaian Kinerja indikator AMK SMP/MTS 

 

  

Sasaran 4.2 : Terwujudnya SDM Sehat 

 

Untuk mencapai sasaran Terwujudnya SDM Sehat di ukur dengan 2 (dua) indikator 

kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2017 dengan 

rincian sebagai berikut : 

 
Tabel 3.23 

Pengukuran Kinerja Sasaran 4.2. Tahun 2017 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2017 Persentase 

Tingkat 
Capaian Target Realisasi 

1 2 3 4 5 

1 Angka Harapan Hidup Tahun 72 68,33 94,90 

2 
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) / Angka 
Kematian Bayi (AKB) 

1/1000 
KH 

1 0,995 99,50 

Rata-rata Capaian 97,2 
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Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran 

bahwa kedua indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan capaian 

kinerja bermakna baik.  

 

Apabila dibandingkan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan 

realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.24 
Realisasi dan capaian kinerja Sasaran 4.2. Tahun 2017  

dengan tahun sebelumnya 

 

Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi Capaian 

2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1 Angka Harapan Hidup 
Tahun 68,31 68,33 97,59 94,90 

2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) / 
Angka Kematian Bayi (AKB) 

1/1000 3,5 0,995 182,5 99,50 

 

 

Realisasi kinerja tahun 2017 bila dibandingkan dengan target jangka 

menengah RPJMD (2018) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 3.25 

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2017  
dengan Target Jangka Menengah (2018) 

 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi 

Kinerja s.d. 
Tahun 2017 

Target 
Jangka 

Menengah 

Persentase 
Tingkat 
Capaian  

1 2 3 4 5 

1 Angka Harapan Hidup Tahun 68,33 74,1 92,21 

2 
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) / 

Angka Kematian Bayi (AKB) 
1/1000 0,995 16 6,22 

Rata-rata Capaian 49,22 

             Sumber : Dinas Kesehatan, 2017 
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Tabel 3.26 
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4.2. Tahun 2017  

dengan Standar Nasional 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 
s.d. Tahun 2017 

Standar 
Nasional 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4 5 

1 Angka Harapan Hidup 
Tahun 68,33 70,1 97,45 

2 
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) 
/ Angka Kematian Bayi (AKB) 

1/1000 0,995 20 4,98 

             Sumber : Dinas Kesehatan, 2017 

  
 
 

Indikator Angka Harapan Hidup pada tahun 2017 terealisasi sebesar 68,33% 

dari target sebesar 72% dengan persentase capaian target sebesar 94,90%. Yang 

dimaksud dengan Usia Harapan Hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata 

penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. 

Realisasi tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami kenaikan 0,02 tahun 

menjadi 68,33 tahun. Sementara target akhir periode RPJMD adalah sebesar 

74,1% terlihat bahwa realisasi capaian sampai dengan tahun 2017 belum 

mencapai target tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan Standar Nasional, 

realisasi kinerja indikator ini belum mencapai target Nasional sebesar 70,1%. 

Faktor yang mempengaruhi meningkatnya pencapaian indikator ini adalah 

Perbaikan derajat kesehatan yang memberikan korelasi positif terhadap usia 

harapan hidup.  Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di 

bawah ini : 
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Gambar 3.29 Grafik Capaian Kinerja Angka Usia Harapan Hidup dan Foto Puskesmas Karang 

Manunggal yang sudah direnovasi untuk usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar 
usia harapan hidup meningkat 

 

 

 

Indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) / Angka Kematian Bayi 

pada tahun 2017 terealisasi sebesar 0,995 per kelahiran hidup dari target sebesar 

1/1.000 kelahiran hidup dengan persentase capaian target sebesar 99,50%. 

Definisi operasional dari indikator ini adalah Jumlah bayi (berumur ˂ 1 Tahun) 

yang meninggal di satu wilayah tertentu selama 1 tahun / Jumlah kelahiran 

hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000 kelahiran hidup. 

Jumlah bayi (berumur < 1 tahun) yang meninggal tahun 2017 sebanyak 68 bayi 

sedangkan jumlah kelahiran hidup tahun 2017 sebanyak 16.464 bayi. Bila 

dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami 

peningkatan. Sementara target akhir periode RPJMD adalah sebesar 16/1.000 

kelahiran hidup bayi terlihat bahwa sampai dengan tahun 2017 realisasi kinerja 

indikator ini telah mancapai target tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan 

Standar Nasional, realisasi kinerja indikator ini telah melampaui target Nasional 
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sebesar 20/1000 kelahiran hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pencapaian indikator ini adalah : Tersedianya berbagai fasilitas/aksesibilitas dan 

pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil dan Kesediaan  

masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern 

dalam bidang kesehatan. Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini : 

      

 

 

Gambar 3.30 Grafik Capaian Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) dan Foto Penyuluhan di 
Posyandu 
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Tujuan 5 : Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih  (Good 
And Clean Governance) 

Sasaran 5.1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 

 

 

Untuk mencapai Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan diukur dengan 

3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 

2017 dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 3.27 
 

Pengukuran Kinerja Sasaran 5.1. Tahun 2017 
 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2017 Persentase 

Tingkat 
Capaian Target 

Realisas
i 

1 2 3 4 5 

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja SKOR 
B  

(60,01) 

CC 

(57,74) 
96,22 

2 Opini BPK Terhadap Kewajaran LKPD WTP WTP WTP 100 

3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  BAIK B 100 

Rata-rata Capaian 98,74 

 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran 

bahwa 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan capaian 

kinerja diatas 100 % atau bermakna sangat baik.  

 

Apabila dibandingkan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan 

realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 
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Tabel 3.28 
Realisasi dan capaian kinerja Sasaran 5.1. Tahun 2017  

dengan tahun sebelumnya 
 

Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi Capaian 

2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja SKOR CC CC 78,4 96,62 

2 
Opini BPK Terhadap Kewajaran 
LKPD 

WTP 
WTP WTP 100 100 

3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  - B - 100 

         Sumber : Bagian Organisasi Setda, Inspektorat, BAPPEDA dan Litbang dan BPKAD, 2017 

 

Realisasi kinerja tahun 2017 bila dibandingkan dengan target jangka 

menengah RPJMD (2018) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.29 
Perbandingan Realisasi Kinerja  Sasaran 5.1. s.d. Tahun 2017  

dengan Target Jangka Menengah (2018) 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi 

Kinerja s.d. 
Tahun 2017 

Target 
Jangka 

Menengah 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4 5 

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja SKOR 
CC 

(57,74) 
B (60,01) 96,22 

2 
Opini BPK Terhadap Kewajaran LKPD 

WTP WTP WTP 100 

3 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

 B A 80,09 

Rata-rata Capaian 92,10 

           Sumber : Bagian Organisasi Setda, Inspektorat, BAPPEDA dan Litbang dan BPKAD, 2017 
 

 

 

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 terealisasi sebesar CC 

(57,74) dari target nilai Akuntabilitas Kinerja B (65,00) dengan persentase 

capaian target sebesar 88,83%. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2017 memperoleh nilai CC. Penilaian 
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tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggarana 

dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya, kinerja 

birokrasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Banyuasin masih banyak 

memerlukan perbaikan, penerapan SAKIP seperti dokumen, RPJMD dan lain-lain. 

Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami 

peningkatan yang signifikan dari 50,96 (C) menjadi 57,74 (CC). Sementara target 

akhir periode RPJMD adalah sebesar B (65,00) melihat capaian sampai dengan 

tahun 2017 optimis target tahun 2018 akan tercapai. Diharapkan pada tahun 

2017 Nilai Akuntabilitas Kinerja dapat memenuhi target yakni nilai B. Capaian 

Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

   

 

 
 

Gambar 3.31 Grafik Capaian Kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Foto 
Penyerahan Laporan Evaluasi AKIP Wilayah I Tahun 2017 

 

Indikator kinerja Opini BPK terhadap Kewajaran LKPD Tahun 2017 terealisasi 

dengan diberikannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI dari 

target WTP dengan persentase capaian target sebesar 100%. Sebagaimana 

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah tanggal 29 Mei 2017, opini 

WTP diberikan terhadap LKPD Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin dalam artian 

bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal 
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yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 31 

Desember 2016 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, 

operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 

tanggal tersebut di atas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Realisasi dan capaian indikator Opini BPK terhadap Kewajaran LKPD pada tahun 

2017 tetap bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara target akhir 

periode RPJMD adalah WTP terlihat bahwa capaian sampai dengan tahun 2017 

telah memenuhi target tahun 2018. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pencapaian indikator ini antara lain : 

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) semakin baik dan 

komprehensif. 

2. Rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin per bulan atas LK SKPD melalui 

kegiatan monev. 

3. Penggunaan aplikasi SIMDA keuangan mulai dari penganggaran, penatausahaan 

dan pelaporan. 

4. Pengelolaan BMD dan penyajian data yang sesuai peraturan yang berlaku. 

5. Kompetensi aparatur yang semakin meningkat. 

6. Sistem pengawasan internal yang semakin baik. 

Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Gambar 3.32 Grafik Capaian Kinerja indikator Opini BPK terhadap Kewajaran LKPD dan 
Foto Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2016 

 

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2017 terealisasi 

sebesar dengan nilai B dari target B dengan persentase capaian target sebesar 

100%. Indikator tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada 

tahun 2016 belum dicantumkan pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten 

Banyuasin. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini 

adalah dalam pelaksanaan Survey SKM telah diberikan pembekalan lebih 

mendalam untuk melakukan survey, dengan demikian diharapkan surveyor dapat 

memberikan gambaran kepada responden dengan tepat apa yang dimaksud 

dalam pertanyaan – pertanyaan di lembar quisioner yang diberikan sehingga 

tidak menimbulkan bias persepsi pada responden. Perlu dilakukan orientasi 

lapangan terhadap unit kerja-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin yang menjadi objek survey SKM, sehingga dalam pelaksanaan surveyor 

memahami lebih baik lagi. Capaian Indikator Per Triwulan dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini : 
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Gambar 3.33 Grafik Capaian Kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Diklat Nasional 

Penyusunan Laporan IKM 

 

 

1. MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA 

 

 Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 

keberhasilan dalam penyusunan laporan ini. Hal ini berkaitan dengan bagaimana 

cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang akan digunakan. 

Data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini merupakan data sekunder 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat oleh 

orang lain) yang berupa Laporan Tahunan yang dipublikasikan ataupun tidak 

dipublikasikan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018 telah memiliki 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja dan menerbitkan 

Surat Keputusan Petugas Pengumpul Data Kinerja dengan Surat Keputusan Nomor 

54/KPTS/VII/2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Narasumber 

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin 

Tahun 2018. Mekanisme pengumpulan data kinerja dapat dilihat pada flowchart 

berikut: 
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4. EVALUASI CAPAIAN KINERJA  

Evaluasi capaian kinerja dalam tahun 2017 dilakukan terhadap program dan 

monitoring rencana aksi Perjanjian Kinerja tahun 2017. 

 

4.1 Evaluasi Kinerja Program Tahun 2017 

Untuk mengukur kinerja terhadap program yang telah dilaksanakan pada 

tahun 2017, Kabupaten Banyuasin melakukan evaluasi terhadap program 

secara berkala (triwulan) agar capaian pada periode berikutnya dapat lebih 

optimal. 

 

Dalam tahun 2017 Kabupaten Banyuasin memiliki 29 (dua puluh sembilan) 

program dengan hasil evaluasi program sebagai berikut : 

 

Tabel 3.31 

Evaluasi Program Kinerja Tahun 2017 
 

No Program Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi Capaian 

1.  Program Pembangunan 

Jalan dan Jembatan 

Persentase panjang jalan 

kabupaten dalam kondisi baik 
% 50,64 52,48 103,63% 

2.  Program Pembangunan 
Saluran 
Drainase/Gorong-gorong 

Persentase Jumlah Jembatan 

Kabupaten dalam kondisi baik 
% 93,89 93,21 99,28% 

3.  Program 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan dan Jembatan 

4.  Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 

5.  Program Pengembangan 

dan Pengelolaan 

Jaringan Irigasi, Rawa 

dan Jaringan Air lainnya 

Persentase Lahan Pertanian 

mendapatkan irigasi teknis 
% 6 6,6 110% 

6.  Program Lingkungan 

Sehat Perumahan 
Persentase Rumah Layak Huni % 20 20 100% 
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No Program Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi Capaian 

7.  Program Pembangunan 

Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan 

Persentase Dermaga Sungai 

dalam Kabupaten Banyuasin 
% 89,02 94 105,59% 

8.  Program Pembangunan 

Sarana dan Prasarana 

Perhubungan 

9.  Program Rehabilitasi 

dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Fasilitas 

LLAJ 

10.  Program Peningkatan 

Kualitas dan 

Produktivitas Perizinan 

Jumlah Investor 
Perusa

haan 
27 47 174,07% 

Nilai Realisasi PMDN 

berdasarkan LKPM 
Rp 

2.044.0
77.835.

563 

2.061.371
.375.969 

100,85% 

11.  Program Pengembangan 
Sistem Pendukung Usaha 
Bagi Usaha UMKM 

Pertumbuhan UMKM UMKM 5 24,11 482,2% 

12.  Program Peningkatan 

Kesempatan Kerja 

Besaran Angka Partisipasi 

Angkatan Kerja 
% 67,75 96,59 142,57 

13.  Program Peningkatan 

Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga 

Kerja 

Persentase Tenaga Kerja 

Pengangguran Terampil yang 

Telah Bekerja 

% 62 92,08 148,52 

14.  Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Skor Neraca Bahan Makanan 

dan Pola Pangan Harapan 

(NBH dan PPH) 

% 90 99,93 111,03% 

15.  Program Peningkatan 

Produksi Pertanian 
Tingkat Produksi Pertanian 

% 
22 43,65 198,41% 

Tingkat Produksi Hasil 

Perkebunan 

% 

5 5 100% 

16.  Program Peningkatan 

Produksi Hasil 

Peternakan 
Tingkat Produksi Peternakan 

% 

12 23,52 196% 

17.  Program Pengembangan 

Budidaya Perikanan 

Tingkat Produksi Perikanan 

Budidaya 

% 

20 23,53 117,65 
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No Program Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi Capaian 

18.  Perencanaan 

Pembangunan Perikanan 

dan Kelautan 

19.  Program Pengembangan 
Perikanan Tangkap Tingkat Produksi Perikanan 

Tangkap 

% 

9,50 7,36 77,47% 20.  Perencanaan Statistik 

Perikanan 

21.  Program Pendidikan Usia 

Dini 

Persentase pendidikan anak 

usia dini 
% 17,59 63,72 362,25% 

22.  Program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun 

 

 

APK SD/MI/Paket A % 100 118,7 118,70% 

APM SD/MI/Paket A % 83,34 99,25 119,09% 

AM SD/MI ke SMP/MTs % 89,59 67,8 75,68% 

AMK SD/MI 
Nilai 6,95 6,44 92,66% 

23.  Program Pendidikan 

Menengah 

APK  SMP/MTs/SMPT/ Paket B % 75,28 71,08 94,42% 

APM SMP/MTs/SMPT/ Paket B % 44,77 71,08 158,77% 

AM SMP/MTs ke SMA/MA/SMK % 80,40 97,01 120,66% 

AMK SMP/MTs Nilai 7,70 5,2 67,53% 

APK SMA/SMK/MA/ Paket C 

 

% 
45,51 47,05 103,38% 

APM SMA/SMK/MA/ Paket C % 28,13 32,22 114,54% 

24.  Program Pendidikan Non 

Formal 
Angka melek huruf  (AMH) % 97,63 92,92 95,08% 

25.  Program Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
Angka Harapan Hidup Tahun 72 68,33 94,90% 

26.  Program Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan 

Anak Balita 

Angka Kelangsungan Hidup 

Bayi (AKB) 
% 1 0,995 99,50% 

27.  Program Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja 

 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

 

 

SKOR 
B 

(60,01) 
CC 

(57,74) 
96,22% 
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dari anggaran Rp. 2.194.980.722,00 atau 95,64% sehingga terdapat efisiensi 

dana sebesar 4,36% dari rencana. 

 

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

 

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian perjanjian kinerja yaitu: 

 

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik 
 

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas 

Infrastruktur Publik sebesar 103,70%. Pencapaian sasaran ini diukur 

melalui 5 (lima) indikator. Program yang mendukung keberhasilan 

pencapaian sasaran ini adalah : 
 

Tabel 3.32 

Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 1 Tahun 2017 
 

No Indikator Capaian Program 
SKPD Penanggung 

Jawab 

1 Persentase panjang jalan 
kabupaten dalam kondisi 
baik 

103,63% 
Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

2 Persentase Jumlah Jembatan 
Kabupaten dalam kondisi 
baik 

99,28% 

Program Pembangunan 
Saluran Drainase/Gorong-
gorong 

Program 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 

3 Persentase Lahan Pertanian 

mendapatkan irigasi teknis 

110% Program Pengembangan 

dan Pengelolaan Jaringan 

Irigasi, Rawa dan Jaringan 

Air lainnya 
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No Indikator Capaian Program 
SKPD Penanggung 

Jawab 

4 

Persentase Rumah Layak Huni 100% 
Program Lingkungan Sehat 
Perumahan 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Pertanahan 

5 Persentase Dermaga Sungai 
dalam Kabupaten Banyuasin 
 

105,59% 

Program Pembangunan 
Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 

Dinas Perhubungan 

Program Pembangunan 
Sarana dan Prasarana 
Perhubungan 

Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
dan Fasilitas LLAJ 

Rata-rata capaian 103,70%   

 

 

2. Sasaran Meningkatnya Investasi dan Perkembangan UMKM  
 

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2.1 : Meningkatnya Investasi dan 

Perkembangan UMKM sebesar 252,37%. Pencapaian sasaran ini diukur 

melalui 3 (tiga) indikator. Program yang mendukung keberhasilan 

pencapaian sasaran ini adalah : 

 
 

Tabel 3.33 

Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 2.1 Tahun 2017 
 

No Indikator Capaian Program 
SKPD Penanggung 

Jawab 

1 Jumlah Investor 
174,07% 

Program Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Perizinan 

Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan Satu 
Pintu 

2 Nilai Realisasi PMDN 

berdasarkan LKPM 100,85% 

3 Pertumbuhan UMKM 

482,20% 

Program 
Pengembangan Sistem 
Pendukung Usaha Bagi 
Usaha UMKM 

Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan UKM 

Rata-rata capaian 252,37%   
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3. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Dan Meningkatnya Iklim 
Ketenagakerjaan Yang Baik 

 

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2.2 : Menurunnya Tingkat 

Pengangguran dan Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan Yang Baik sebesar 

145,54%. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator. Program 

yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : 

 

Tabel 3.34 

Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 2.2. Tahun 2017 
 

No Indikator Capaian Program 
SKPD Penanggung 

Jawab 

1 Besaran Angka Partisipasi 

Angkatan Kerja 
142,57% 

Program Peningkatan 
Kesempatan Kerja  

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

2 
Persentase Tenaga Kerja 

Pengangguran Terampil yang 

Telah Bekerja 

148,52% 

Program Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas Tenaga 
Kerja 
 

Rata-rata capaian 145,54%   

 

 

4. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Produktivitas Pertanian, 
Peternakan, Perkebunan dan Perikanan 

 

 Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 3 : Meningkatnya Ketahanan 

Pangan dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan 

Perikanan sebesar 133,43%. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) 

indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini 

adalah : 
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Tabel 3.35 

Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 3 Tahun 2017 
 

No Indikator Capaian Program 
SKPD Penanggung 

Jawab 

1 Skor Neraca Bahan Makanan 
dan Pola Pangan Harapan (NBH 
dan PPH) 

111,03% Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Badan Ketahanan 
Pangan 

2 Tingkat Produksi Pertanian 198,41% Program Peningkatan 

Produksi Pertanian 

Dinas Pertanian 

Tingkat Produksi Hasil 
Perkebunan 

100% 

Tingkat Produksi  Peternakan 196% Program Peningkatan 
Produksi Hasil 
Peternakan  

Tingkat Produksi Perikanan 
Budidaya 

117,65% Program 
Pengembangan 
Budidaya Perikanan 

Dinas Perikanan 

Perencanaan 
Pembangunan 
Perikanan dan 
Kelautan 

Tingkat Produksi Perikanan 
Tangkap 

77,47% Program 
Pengembangan 
Perikanan Tangkap 

Perencanaan Statistik 
Perikanan 

Rata-rata capaian 133,43%   

 
 

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Unggul Dan Berprestasi   
 

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 4.1 : Meningkatnya Kualitas SDM 

Unggul dan Berprestasi  sebesar 126,90%. Pencapaian sasaran ini diukur 

melalui 6 (enam) indikator. Program yang mendukung keberhasilan 

pencapaian sasaran ini adalah : 
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Tabel 3.36 

Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 4.1 Tahun 2017 
 

No Indikator Capaian Program 
SKPD Penanggung 

Jawab 

1 Persentase pendidikan anak 
usia dini 362,25% 

Program Pendidikan 

Usia Dini 

Dinas Pendidikan, 
Pemuda, OR dan 
Pariwisata 

2 APK SD/MI/Paket A 118,70% Program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun 
 APM SD/MI/Paket A 119,09% 

 AM SD/MI ke SMP/MTs 75,68% 

 AMK SD/MI 92,66% 

3 APK  SMP/MTs/SMPT/ Paket B 94,42% Program Pendidikan 

Menengah  APM SMP/MTs/SMPT/ Paket B 158,77% 

 AM SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 120,66% 

 AMK SMP/MTs 67,53% 

 APK SMA/SMK/MA/ Paket C 103,38% 

 APM SMA/SMK/MA/ Paket C 114,54% 

4 Angka melek huruf  (AMH) 95,08% Program Pendidikan 

Non Formal 

Rata-rata capaian 126,90%   

 

 

6. Sasaran Terwujudnya SDM Sehat  
 

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 4.2 : Terwujudnya SDM Sehat 

sebesar 97,20%. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : 
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   Tabel 3.37 

Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 4.2 Tahun 2017 
 

No Indikator Capaian Program 
SKPD Penanggung 

Jawab 

1 Angka Harapan Hidup 
94,90% 

Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Dinas Kesehatan 
2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 

(AKB) 99,50% 

Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 
Anak Balita 

Rata-rata capaian 97,20%   

 

 

7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 
 

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 5.1 : Kualitas Tata Kelola 

Pemerintahan sebesar 98,74%. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 

(tiga) indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian 

sasaran ini adalah : 

Tabel 3.38 

Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 5.1 Tahun 2017 
 

No Indikator Capaian Program 
SKPD Penanggung 

Jawab 

1 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 96,22% 

Program Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja 

OTONOMI DAERAH, 
PEMERINTAHAN 
UMUM, 
ADMINISTRASI 
KEUANGAN 
DAERAH, PERANGAT 
DAERAH, 
KEPEGAWAIAN 

2 Opini BPK Terhadap Kewajaran 
LKPD 

100% Program Peningkatan 

dan Pengembangan 

Pengelolaan Akutansi 

Keuangan Daerah 

BPKAD 

3 Indeks Kepuasan Masyarakat 

100% 

Program Penataan 

Organisasi dan Sistem 

Pelayanan Publik 

Bagian Organisasi 

Rata-rata capaian 98,74%   
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C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA 

1. Inisiatif Dalam Pemberantasan Korupsi  

Dalam rangka pemberantasan korupsi di Kabupaten Banyuasin telah 

dibentuk : 

a. Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin, yang terdiri dari Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah dan Bagian Hukum dan Perundang-

Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan 

Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 681/KPTS/Irkab/2016 tanggal 29 

Agustus 2016, sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 109 

Tahun 2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi 

di Lingkungan Kabupaten Banyuasin dan telah dilaksanakan Kegiatan 

Sosialisasi Program Anti Korupsi Bagi Kepala Desa dan Bendahara 

Desa di Lingkungan Kabupaten Banyuasin selama 4 (empat) hari dari 

tanggal 18 s.d. 21 April 2016 dengan peserta sebanyak 120 orang 

dan Narasumber dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor 

Kejaksanaan Negeri Pangkalan Balai; 

b. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Banyuasin 

dengan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 971/KPTS/Irkab/2016 

tanggal 21 Desember 2016, yang terdiri dari Inspektorat Kabupaten 

Banyuasin, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Banyuasin, Polres Banyuasin dan Kejaksanaan 

Negeri Kabupaten Banyuasin. 

 

Pada tahun 2017 Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan Rencana 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang uraikan pada 

tabel sebagai berikut : 
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Laporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 

Tabel 3.41 

Format 8 Kolom (F8K) Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 

 

RENCANA AKSI 
PENANGGUNG 

JAWAB 

INSTANSI 

TERKAIT 

KRITERIA 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

B03,B06,B09,B12 

% 

CAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pelimpahan seluruh 

kewenangan 

penerbitan izin dan 

non izin di daerah 

kepada lembaga 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuasin / 

Bupati Banyuasin 

Badan 

Perizinan 

Terpadu  

Kab. 

Banyuasin 

Pemberian dan 

penandatanganan 

izin dan non izin di 

daerah 

dilaksanakan oleh 

lembaga PTSP 

1. Diterbitkan dan 

disosialisasikannya 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

pelimpahan seluruh 

kewenangan 

penerbitan izin dan 

non izin di daerah 

kepada lembaga 

PTSP 

B08 : 

Tersusunnya 

inventarisasi data izin-

izin yang ada di SKPD 

Tahun 2015 100% 

Data dukung 

telah sesuai 

namun perlu 

ditambah 

keterangan 

SKPD yang 

memiliki izin-

izin.  

 

B09 
Tersusunnya rancangan 

peraturan kepala daerah 

tentang pelimpahan 

kewenangan perizinan 

dan non perizinan di 

daerah kepada lembaga 

PTSP Tahun 2015 

105% 

Data dukung telah 

sesuai bahkah 

melebihi target ( 

SK Gubernur 

telah ditanda 

tangani 

B12 

- Ditandatanganinya 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

pelimpahan 

kewenangan 

85% 

Data dukung telah 

sesuai namum 

belum 

disosialisasikan  

 



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017  

 

 

RENCANA AKSI 
PENANGGUNG 

JAWAB 

INSTANSI 

TERKAIT 

KRITERIA 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

B03,B06,B09,B12 

% 

CAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

perizinan dan non 

perizinan di daerah 

kepada lembaga 

PTSP Tahun 2015 

- Terlaksananya 

sosialisasi Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang pelimpahan 

kewenangan 

perizinan dan non 

perizinan di daerah 

kepada lembaga 

PTSP Tahun 2015 

Pelimpahan seluruh 

kewenangan 

penerbitan izin dan 

non izin di daerah 

kepada lembaga 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuasin / 

Bupati Banyuasin 

Badan 

Perizinan 

Terpadu  

Kab. 

Banyuasin 

Pemberian dan 

penandatanganan 

izin dan non izin di 

daerah 

dilaksanakan oleh 

lembaga PTSP 

2. Tersedianya 

mekanisme 

Monitoring dan 

Evaluasi terhadap 

pelaksanaan 

pelayanan terpadu 

satu pintu (PTSP) 

B08 

Terlaksananya 

pertemuan koordinasi 

untuk menyusun 

mekanisme monitoring 

dan evaluasi 

30%  

Data dukung tidak 

sesuai dengan 

target yang telah 

disepakati.  

B09 

Tersusunnya rancangan 

mekanisme Monitoring 

dan Evaluasi 
80%  

Data dukung telah 

sesuai namun 

kurang sedikit 

dari target yang 

telah disepakati.  

B12 

- Tersedianya 

mekanisme 

Monitoring dan 

Evaluasi terhadap 

100%  

Data dukung telah 

sesuai  
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RENCANA AKSI 
PENANGGUNG 

JAWAB 

INSTANSI 

TERKAIT 

KRITERIA 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

B03,B06,B09,B12 

% 

CAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

pelaksanaan 

pelayanan terpadu 

satu pintu (PTSP) 

Peningkatan 

transparansi 

pengelolaan 

anggaran daerah 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuasin / 

Bupati Banyuasin 

SKPD 

Terkait dan 

DPPKAD  

Kab. 

Banyuasin 

Pengelolaam 

anggaran 

Pemerintah Daerah 

yang trasparan dan 

akuntabel 

Terpublikasinya melalui 

website masing-masing 

Pemerintah Daerah, 

yaitu : 

1. Ringkasan Rencana 

Kerja dan Anggaran 

Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah 

(RKA-SKPD) 

2. Ringkasan Rencana 

Kerja dan Anggaran 

Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah 

(RKA-PPKD) 

3. Rancangan Peraturan 

Daerah tentang 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

(APBD) 

B08 

Terlaksananya rapat 

koordinasi terkait 

peningkatan 

transparansi 

pengelolaan anggaran 

daerah 

100% 

 

Data dukung 

sesuai  

 

Peningkatan 

transparansi 

pengelolaan 

anggaran daerah 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuasin / 

Bupati Banyuasin 

SKPD 

Terkait dan 

DPPKAD  

Kab. 

Banyuasin 

Pengelolaam 

anggaran 

Pemerintah Daerah 

yang trasparan dan 

akuntabel 

4. Peraturan Daerah 

tentang Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

(APBD) 

5. Rancangan Peraturan 

B09 

Dipublikasikannya 

Ringkasan RKA-

SKPD, Ringkasan 

RKA-PPK, Rancangan 

Perda tentang APBD, 

100%  

Data dukung 

sesuai.  
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RENCANA AKSI 
PENANGGUNG 

JAWAB 

INSTANSI 

TERKAIT 

KRITERIA 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

B03,B06,B09,B12 

% 

CAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Daerah tentang 

Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

(APBD) 

6. Peraturan Daerah 

tentang Perubahan 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

(APBD) 

7. Ringkasan Dokumen 

Pelaksanaan 

Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat 

Daerah (DPA-

SKPD) 

8. Ringkasan Dokumen 

Pelaksanaan 

Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat 

Daerah (DPA-

SKPD) 

9. Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) 

seluruh SKPD 

10. Laporan Realisasi 

Anggaran Pejabat 

Pengelola Keuangan 

Perda tentang APBD, 

Rancangan perda 

tentang perubahan 

APBD, Perda tentang 

perubahan APBD, 

Ringkasan DPA-

SKPD, Ringkasan 

DPA-PPKD, LRA 

seluruh SKPD, LRA 

PPKD, LKPD hasil 

audit, Opini atas LKPD 

pada website 

pemerintah daerah 

B12 

Tersedianya laporan 

kegiatan peningkatan 

trasparansi pengelolaan 

anggaran daerah 

0%  

Tidak ada 

laporan  
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RENCANA AKSI 
PENANGGUNG 

JAWAB 

INSTANSI 

TERKAIT 

KRITERIA 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

B03,B06,B09,B12 

% 

CAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Daerah LRA-PPKD 

11. Laporan Kinerja 

Pemerintah Daerah 

(LKPD) yang sudah 

audit 

12. Opini atas Laporan 

Kinerja Pemerintah 

Daerah (LKPD) 

Publikasi dokumen 

Rencana 

Pembangunan 

Daerah dan 

Rencana Kerja 

Satuan Perangkat 

Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuasin / 

Bupati Banyuasin 

SKPD 

Terkait dan 

Bappeda 

Kab. 

Banyuasin 

Tersedianya akses 

masyarakat 

terhadap dokumen 

rencan 

pembangunan 

daerah (Rencana 

Pembangunan 

Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD), 

Rencana 

Pembangunan 

Jangka Menengah 

(RPJMD) dan 

Rencana Kerja 

Pemerintah Daerha 

(RKPD) serta 

dokumen Rencana 

Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

(Rencana Strategis 

Terpublikasinya melalui 

website masing-masing 

Pemerintah Provinsi/ 

Kabupaten/Kota, yaitu : 

1. Rencana 

pembangunan daerah 

(RPJPD, RPJMD dan 

RKPD) serta 

2. Dokumen Rencana 

Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

(Renstra SKPD dan 

Renja SKPD). 

B08 

Terlaksananya rapat 

koordinasi terkait 

publikasi dokumen 

rencana pembangunan 

daerah dan rencana 

kerja satuan perangkat 

daerah 

30%  

Data dukung tidak 

sesuai dengan 

target yang telah 

disepakati  

B09 
Dipublikasikannya 

Rencana pembangunan 

daerah (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) 

serta Dokumen 

Rencana Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

(Renstra SKPD dan 

Renja SKPD) pada 

website pemerintah 

daerah 

100%  

Data dukung 

sesuai.  
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RENCANA AKSI 
PENANGGUNG 

JAWAB 

INSTANSI 

TERKAIT 

KRITERIA 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

B03,B06,B09,B12 

% 

CAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(Restra) SKPD dan 

Rencana Kerja 

(Renja) SKPD 

B12 

Tersedianya laporan 

kegiatan peningkatan 

trasparansi pengelolaan 

anggaran daerah 

100%  

Data dukung 

sesuai  

Pembentukan dan 

penguatan tugas 

pokok dan fungsi 

Pejabat Pengelola 

Informasi dan 

Dokumentasi 

(PPID) utama dan 

pembantu 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuasin / 

Bupati Banyuasin 

Dishubkomi

nfo 

Kab. 

Banyuasin 

Terlaksananya 

kewajiban 

Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten

/ Kota terkait 

pembentukan 

infrastruktur 

pelaksanaan dan 

publikasi informasi 

dasar sebagaimana 

diamanatkan 

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

dan peraturan 

pelaksananya 

Terbentuknya Pejabat 

Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dan 

diterbitkan Standard 

Operating Procedur 

(SOP) layanan informasi 

publikasi serta 

dipublikasi daftar 

informasi di website 

Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten Kota 

B08 

Terbentuknya PPID 

melalui SK Kepala 

Daerah 

100%  
Data dukung 

sesuai  

B09 

Diterbitkannya SK 

Kepala Daerah tentang 

SOP pelayanan 

informasi publik 

70%  

Data dukung 

belum sempurna 

dari target yang 

telah disepakati  

B12 

Dipublikasikannya 

daftar informasi publik 

di website Pemerintah 

Daerah 100%  

Data dukung 

sesuai  

Pelaksanaan 

transparansi dan 

akuntabilitas dalam 

mekanisme 

pengadaan barang 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuasin / 

Bupati Banyuasin 

Kabag. ULP 

Kab. 

Banyuasin 

Meningkatnya 

pelaksanaan 

trasparansi dan 

akuntabilitas 

pengadaan barang 

1) Diumumkannya 

rencana umum 

pengadaan di Sistem 

Informasi Rencana 

Umum Pengadaan 

B08 

Laporan Monitoring 

dan Evaluasi (Monev) 

pelaksanaan RUP 

Semester I TA 2015 

30%  

Data dukung tidak 

sesuai dengan 

target yang telah 

disepakati  
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RENCANA AKSI 
PENANGGUNG 

JAWAB 

INSTANSI 

TERKAIT 

KRITERIA 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

B03,B06,B09,B12 

% 

CAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

dan jasa dan jasa melalui e-

procurement 

(SiRUP) agar dapat 

dilaksanakan 

konsolidasi 

B09 

1. Draft RUP TA 

2016; 

2. Penayangan RUP 

K/L/D/I 

Perubahan TA 

2015 80%  

Data dukung yang 

disampaikan 

masih kurang 

sedikit dari target 

yang telah 

disepakati ( 

Format Draft 

Dokumen RUP 

TA 2016 bisa 

diunduh di 

aplikasi SiRUP 

pada bagian 

Inpres 07)  

B12 

1. Penayangan RUP 

TA 2016 

2. Laporan Monev 

pelaksanaan RUP 

Semester II TA 

2015 

85%  

Data dukung yang 

dikirim masih 

kurang sedikit  

Pelaksanaan 

transparansi dan 

akuntabilitas dalam 

mekanisme 

pengadaan barang 

dan jasa 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuasin / 

Bupati Banyuasin 

Kabag. ULP 

Kab. 

Banyuasin 

Meningkatnya 

pelaksanaan 

trasparansi dan 

akuntabilitas 

pengadaan barang 

dan jasa melalui e-

procurement 

 2) Terlaksananya seluruh 

pengadaan barang/jasa 

pemerintah melalui 

Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik 

(SPSE) 

B08 

Terbitnya Surat Edaran 

Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala 

Daerah tentang 

kewajiban pengadaan 

barang/jasa secara 

elektronik di 

lingkungan kerja 

100%  

Data dukung 

sesuai  
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RENCANA AKSI 
PENANGGUNG 

JAWAB 

INSTANSI 

TERKAIT 

KRITERIA 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

B03,B06,B09,B12 

% 

CAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

masing-masing yang 

dipublikasikan melalui 

web K/L/D/I 

B09 

1. LPSE di K/L/D/I 

memenuhi Standar 

LPSE:2014 

(minimal 6 standar) 

2. K/L/D/I 

memastikan 

Terlaksananya 

pengadaan 

barang/jasa melalui 

LPSE 

3. Terbentuknya LPSE 

di masing-masing 

Pemerintah Daerah 

4. Terlaksananya 

pelatihan Aplikasi 

SPSE dan Aplikasi 

Pendukungnya 

kepada PPK, 

Pejabat Pengadaan 

dan ULP di Masing-

masing K/L/D/I 

60%  

Data dukung yang 

dikirim belum 

sempurna dari 

target yang telah 

disepakati 
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RENCANA AKSI 
PENANGGUNG 

JAWAB 

INSTANSI 

TERKAIT 

KRITERIA 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

B03,B06,B09,B12 

% 

CAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pelaksanaan 

transparansi dan 

akuntabilitas dalam 

mekanisme 

pengadaan barang 

dan jasa 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuasin / 

Bupati Banyuasin 

Kabag. ULP 

Kab. 

Banyuasin 

Meningkatnya 

pelaksanaan 

trasparansi dan 

akuntabilitas 

pengadaan barang 

dan jasa melalui e-

procurement 

2) Terlaksananya 

seluruh pengadaan 

barang/jasa 

pemerintah melalui 

Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik 

(SPSE) 

5. Terlaksananya 

pelatihan Aplikasi 

SPSE dan Aplikasi 

pendukung lainnya 

terutama Sistem 

Informasi Kinerja 

Penyedia Kepada 

Penyedia di masing-

masing K/L/D/I 

6. LPSE di K/L/D/I 

memiliki SOP 

Regestrasi dan 

Verifikasi kepada 

Penyedia 

 

 

B12 

Terlaksananya 100% 

Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah melalui 

SPSE 

85% 

 

Data dukung 

sesuai  

 

Penyederhanaan 

perizinan dari sisi 

jumlah, 

persyaratan, waktu, 

maupun prosedur 

perizinan di daerah 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuasin / 

Bupati Banyuasin 

Badan 

Perizinan 

Terpadu 

Kab. 

Banyuasin 

Optimalisasi 

pelaksanaan terkait 

penyederhanaan 

perizinan Standard 

Operating 

Procedure (SOP) 

perizinan pada 

lembaga Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu  

Prov, Kab/Kota 

Tersediannya dan 

disosialisasikannya SOP 

Perizinan pada lembaga 

PTSP Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

B08 

Terlaksananya rapat 

koordinasi penyusunan 

SOP perijinan pada 

lembaga PTSP 30% 

 

Data dukung 

tidak sesuai 

dengan target 

yang telah 

disepakati  
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RENCANA AKSI 
PENANGGUNG 

JAWAB 

INSTANSI 

TERKAIT 

KRITERIA 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

UKURAN 

KEBERHASILAN 

B03,B06,B09,B12 

% 

CAPAIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Penyederhanaan 

perizinan dari sisi 

jumlah, 

persyaratan, waktu, 

maupun prosedur 

perizinan di daerah 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuasin / 

Bupati Banyuasin 

Badan 

Perizinan 

Terpadu 

Kab. 

Banyuasin 

Optimalisasi 

pelaksanaan terkait 

penyederhanaan 

perizinan Standard 

Operating 

Procedure (SOP) 

perizinan pada 

lembaga Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) Provinsi, 

Kabupaten/Kota 

Tersediannya dan 

disosialisasikannya SOP 

Perizinan pada lembaga 

PTSP Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

B09 

Tersusunnya rancangan 

peraturan kepada 

daerah tentang SOP 

perijinan pada lembaga 

PTSP 100%  

Data dukung 

sesuai  

     B12 

- Diterbitkannya 

peraturan kepala 

daerah tentang SOP 

- Terlaksanannya 

sosialisasi SOP 

perijinan pada 

lembaga PTSP 85%  

Data dukung 

sesuai  namun 

masih kurang 

lengkap. 
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2. Inovasi Dalam Manajemen Kinerja 

Dalam tahun 2017 Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan Inovasi 

dalam Manajeman Kinerja yaitu Sinovik (Sistem Informasi Inovasi 

Pelayanan Publik) dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.42 
 Jenis Inovasi di Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 

 
No Jenis Inovasi SKPD Penanggung Jawab 

1 “NANSARILE” (Pelayanan Satu Hari Selesai) 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

2 
“IKAN PATIN” Inovasi Kemudahan Pelayanan 
Pajak (PBB-P2) Tepat dan Terintegrasi 

Badan Pengelola Keuangan 
dan Asset Daerah 

3 
Pelaksanaan E-voting pada Pemilihan Kepala 
Desa 

Dinas Komunikasi dan 
Informasi 

4 

Pelayanan Mobil Derek sebagai Road Assistant 
dengan Call Center dari Dinas Perhubungan 
Kabupaten Banyuasin 

Dinas Perhubungan 

5 

Pelayanan Penatausahaan Pengakuan Hak Atas 
Tanah (SPHAT) Dalam Rangka Penyelesaian 
Sengketa Pertanahan dan Peningkatan 
Perekonomian Masyarakat 
 

Dinas Perumahan Rakyat, 
Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kabupaten 
Banyuasin 

 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil melakukan inovasi sederhana diantaranya : 

1. Pemakaian banyak media dalam pelayanan informasi dan sosialisasi 

kepada masyarakat; pesan sampai ke masyarakat atas layanan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui berbagai 

media dan sarana saluran. Diantaranya melalui tatap muka langsung 

melalui sosialisasi kebijakan kependudukan, melalui leaflet, 

pamflet, buku saku, spanduk, pameran pembangunan, dll. 

2. Jemput bola. Kabupaten Banyuasin yang memiliki topografi 80% 

wilayah datar sebagaimana telah dikemukakan di atas dengan luas 

wilayah 11.832,99 km2 terdiri dari 19 Kecamatan dan 288 Desa serta 

16 Kelurahan. Dengan kondisi ini layanan jemput bola menjadi 

sebuah tuntutan. 
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3. Ruang pelayanan publik untuk masyarakat yang mendaftar 

langsungke petugas di dinas maka pelayanan yang diberikan yaitu 

pelayanan yang maksimal cukup satu hari selesai dengan fasilitas 

kursi tunggu, antrian elektronik, galon air minum, musholla, tempat 

berwudhu, ruang ibu menyusui, kamar kecil / WC, banner 

pengumuman-pengumuman, tempat parkir, serta toko milik warga 

seperti toko ATK dan fotocopy serta warung makan. 

 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah melakukan inovasi Kemudahan 

Pelayanan Pajak (PBB-P2) Tepat dan Terintegrasi (IKAN PATIN). Dengan 

penerapan inisiatif IKAN PATIN Kabupaten Banyuasin ini dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan publik bagiwajib pajak dengan 

memberikan kemudahan pembayaran PBB-P2, hal tersebut berimplikasi 

terhadap peningkatan penerimaan pajak PBB-P2. Berdasarkan data, 

penerimaan PBB-P2 tahun 2013 Rp. 4.029.142.808,- (dikelola pusat); 

tahun 2014 Rp. 6.600.215.493,-; pada tahun 2015 meningkat menjadi 

Rp. 8.262.165.916,-; dan pada tahun 2016 penerimaan terus meningkat 

mencapai Rp. 9.797.395.633,-. Dengan kata lain selama dikelola Pemda 

terjadi peningkatan sebesar 143,16% dibandingkan penerimaan tahun 

2013. 

E-voting adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, 

disimpan dan diproses dalam bentuk informasi digital. E-voting ini 

menjamin berlangsungnya pemungutan suara dan perhitungan secara 

cepat, tepat dan akurat untuk melihat hasil rekapitulasi perhitungan 

suara. Sistem penggunaan  E-voting juga menjamin pemilu yang 

transparan, jujur dan akuntabel serta dapat di audit di tiap tahapnya. 

Untuk melaksanakan proses demokrasi ke arah yang lebih baik dan 



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017  

 

 

Bab 3 hal 111 

efisien salah satunya dengan menerapkan proses pemilihan umum 

secara elektronik (E-voting). Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu 

kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 telah 

melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara Elektronik (E-Voting) pada 

160 (seratus enam puluh) Desa dalam wilayah Kabupaten Banyuasin 

yang dimulai dari tanggal 24 Oktober 2015 s.d. 17 Desember 2015. 

Kabupaten Banyuasin dinyatakan sebagai Kabupaten yang sukses 

melaksanakan dan menggunakan metode E-voting terbanyak secara 

Nasional oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI dan 

Kementerian Dalam Negeri RI dan pada tahun 2016 akan masuk dalam 

Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai daerah yang terbanyak 

melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara elektronik (E-Voting). 

Kabupaten Banyuasin merupakan daerah dengan rawan kecelakaan 

yang tinggi mengingat Ibukota dari Kabupaten ini terletak di jalur 

utama akses lintas Sumatera yakni dari Palembang menuju Provinsi 

sekitarnya yakni Jambi, Padang, Sumatera Utara bahkan Aceh. Sebagai 

jalur utama akses lintas Sumatera ini, imbasnya adalah kepadatan lalu 

lintas di sepanjang jalan, tidak jarang kecelakaan sepele terjadi akan 

berimbas pada kelancaran lalu lintas jalan ini, ditambah lagi kondisi 

jalan yang cenderung rusak di tahun 2016-2017 ini. Tidak seperti 

layanan publik dari Pemerintah lainnya, dimana layanan terkadang sulit 

prosedurnya karena tidak sejalan dengan perkembangan waktu, layanan 

ini telah mengesampingkan beberapa faktor penghambat. Birokrasi 

dibuat sesimpel mungkin dimana payung hukum, administrasi dan 

birokrasi telah dijalankan secara terpisah dengan operasional 

kendaraan, sehingga layanan ini dapat beroperasi secara fleksibel. Call 

center yang disediakan untuk mengakses layanan mobil derek ini tidak 

dibatasi dengan jam operasional Pemerintah namun bisa diakses kapan 
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saja  selagi dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Output dari inovasi ini 

adalah : 

1. Terciptanya kondisi lalu lintas yang lancar 

2. Tersedianya bantuan evakuasi unit korban kecelakaan 

3. Tersedianya bantuan lapangan pada korban kecelakaan 

4. Tersedianya Pendapatan Asli Daerah 

5. Terurainya kemacetan lalu lintas akibat kecelakaan. 

 

Inovasi layanan pertanahan dimaksudkan untuk memberikan 

layanan yang lebih baik kepada masyarakat/badan hukum serta 

stakeholder, baik mengenai persyaratan, prosedur waktu maupun biaya 

layanan, serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas layanan 

pertanahan. Dengan adanya penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas 

Tanah (SPHAT) masalah pertanahan dan tumpang tindih kepemilikan 

dan penguasaan atas tanah dapat diselesaikan dan dipecahkan. 

Keluaran konkrit dari program pelayanan penatausahaan Surat 

Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) yaitu : 

1. Tanah usaha yang dimohon mempunyai kekuatan hukum 

2. Letak dan posisi tanah yang lebih jelas karena dibuat peta bidang 

yang menggunakan titik koordinat 

3. Mengurangi permasalah sengketa tanah, karena terbebas dari 

tumpang tindih kepemilikan 

4. Tanah mempunyai nilai jual yang tinggi. 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017  

 

 

Bab 3 hal 113 

3. Penghargaan yang Diperoleh selama Tahun 2017 

       Dalam kurun waktu tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuasin 

telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih 

yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah 

sebagai berikut: 

1. Penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo Atas Kepeduliannya 

Dalam Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); 

2. Kabupaten Banyuasin kembali mendapat penghargaan Indonesia 

Road Safety Award (IRSA) kategori Kabupaten dengan Tingkat 

Kepadatan Penduduk Rendah; 

3. PT. Telkom Indonesia memberikan penghargaan untuk Kabupaten 

Banyuasin karena kesadaran dan komitmen Pemkab Banyuasin 

dalam mengimplementasikan Smart City Nusantara; 

4. Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak RI kepada Bupati Banyuasin sebagai Inisiator 

Kabupaten Banyuasin Menuju Kabupaten Layak Anak. 

 
 

4. Tindak lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya. 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menindaklanjuti hasil evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2017 sebagai 

berikut : 

a. Melakukan Reviu terhadap dokumen RPJMD Tahun 2014-2018, yang 

mencakup tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 

b. Menerapkan anggaran berbasis kinerja. 

 



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 

 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 

 

Bab 4 hal 1 

 

 

 

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 yang 

merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai 

capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Meskipun disadari bahwa 

laporan ini  belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan 

masyarakat dan para stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang 

hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin tahun 2017 baik menyangkut keberhasilan maupun 

ketidakberhasilannya. 

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2017, dapat disimpulkan yang terkait dengan akuntabilitas 

kinerja tahun 2017, yaitu : 

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang 

telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Banyuasin telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. 

2. Dari 8 (delapan) sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 

2014-2018, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis 

pada tahun 2017 telah dapat direalisasikan dengan baik.  
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3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap  23 (dua puluh tiga)  

indikator sasaran, disimpulkan bahwa ke 23 (dua puluh tiga) indikator 

sasaran tersebut dikategorikan sangat berhasil. 

4. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap  pelaksanaan  program  yang telah 

ditetapkan dalam RPJMD 2014-2018 (222 program), sebanyak 192 

(seratus sembilan puluh dua) program sudah dilaksanakan, sedangkan 

sebanyak 30 (tiga puluh) program belum dilaksanakan dalam RPJMD. 

5. Sistem pengumpulan data kinerja tahun 2017 telah terbangun dengan 

baik, sehingga di masa yang akan datang pengembangan sistem 

pengukuran kinerja akan terus dilakukan oleh seluruh instansi 

pemerintah yang ada di  Kabupaten Banyuasin.  

6. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2017 cukup baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan realisasi belanja sebesar 94,43% dari target, dengan 

rincian anggaran sebesar Rp. 35.856.185.499,36,- dan realisasi belanja 

sebesar  Rp 33.859.065.347,00,-. 

 

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja 

(LKj) Pemerintah Kabupaten Banyuasin ini, masih dirasakan belum pada 

taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para 

pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan 

saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam 

penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di masa yang akan datang sangat kami 

harapkan. 

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Banyuasin 

Tahun 2017 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2017, untuk dapat digunakan sebagai 

acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada 

tahun yang akan datang. 
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 Indikator Kinerja Utama Perubahan 

Tahun 2014 - 2018 

 Perjanjian Kinerja Perubahan 2017 

 Pengukuran Kinerja (PK) 2017 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lampiran 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PERUBAHAN 
2014 - 2018 



-l

BUP*TI tsANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NoMoR tf,.S reuuN 2o1z

TENTANG
ppnusahAN KETIGA ATAs pERATURAN BUpATT BANyuAsrN NoMoR 821

TAHUN 2014 TENTANG INDII(ATOR KINERJA UTAMA RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH I(ABUPATEN BANYUASIN

TAHUN 2OL4.2OL8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BANYUASIN,

bahwa dalam rangka peningkatan Akuntabilitasi Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banlruasin, p..i,
evaluasi atas implementasi sAKIp terhadap Indikator Kinerja
Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah oaerah
Kabupaten Ban5ruasin Tahun 2Ol4-20I8;
bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka peraturan
Bupati Banyuasin Nomor 821 Tahun 2014 tentang Indikator
Kinerja utama Rencana pembangunan Jangka Menengah

!.1e1ah Kabupaten Banyuasin Tahun 2}l4-2}tg, p.rt,
dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati Ban5ruasin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun rggg tentang penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

-t<olusidan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2oo2 tentang pembentukan
Kabupaten Banyuasin di provinsi sumatera selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 18 1);

undang-Undang Nomor 2s rahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran- Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 1.o4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daeiah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor" 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a438);

Mengingat : 1.

b.

c.

2.

3.

4



5. undang-Undang Nomor 23 rahun 2ot4 tentang ?;HtltXl3i";
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2or4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lfl;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8fi);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 1 Tahun 2Ol1;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09
Tahun 2OO7 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama;

6.

7.

8.

9.

12.

13.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s4 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara pen5rusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ban5ruasin Nomor 15
Tahun 20038 tentang Pembentukan organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Ban5ruasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor Tl Sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuasin Nomor 5 Tahun 2Ol4 (Lembaran Daerah
Kabupaten BanyuasinTahun 2Ol4 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Daerah KabupatenBan5ruasinTahun 2Ol4
Nomor 035);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun
2oo9 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah
Kabupaten Ban5ruasin Tahun 2006 -202s (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2OO9 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Z
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 - 2OlB
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2Ot4
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ban5ruasin Tahun 2OO9 Nomor 037).
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Menetapkan :

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR L29 TAHUN 2AL6
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAE}UPATEN
BAT{YUASIN TAHUN 20 14-20 1 8.

Pasal I
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 129 Tahun 2O16 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 821
Tahun 2OL4 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014-2018 (Berita Daeratr Kabtrpten Barrlruasin Tahun
2016 Nomor 1291, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

,

Ketentuan dalam Pasal 1O diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 10

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupa.ti ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal e . thgttr z1fi

Diundangkan di Pangkalan
pada tanggal a Nouwbg

SEKRETARIS DAERAH
I{ABUPATEN BANYUASIN,

,.*#**,
BERITA DAERAH
NOMOR t'ls

KABUPATEN BANTUASIN TAHUN 20fi
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a aat

EUPATI BAHYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2OL7

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

: lr. S.A. SUPRIONO, MM

: BUPATI BANYUASIN

Berjanji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesuai lampiran

perjaniian ini dalam rangka mencapai target kineria jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut meniadi

tanggung jawab kami.

Pangkalan Balai, 20L7

ASIN,

,MM



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2OL7

, 
:;a;*+ ;. -f# , , . l, ;e,: 

.

1 Meningkatnya Kualitas

lnfrastruktur Publik

$.

Persentase Panjang Jalan

Kabupaten Dalam Kondisi Baik

50,64%

Persentase Jumlah Jembatan

Kabupaten dalam kondisi baik

93,89 0/o

Persentase Lahan Pertanian

mendapatkan irigasi teknis

6 o/o

Persentase Rumah Layak Huni 20%

Persentase Ketersediaan Dermaga

Sungai

89,02%

2 Meningkatnya I nvestasi

dan Perkembangan

UMKM

Jumlah lnvestor 27

Nilai Realisasi PMDN berdasarkan

LKPM (Rp) 2,044,077 ,835,563.00

Pertumbuhan UMKM 5%

3 Menurunnya Tingkat

Pengangguran dan

Meningkatnya lklim

Ketenagakerjaan yang

Baik

Besaran Angka Partisipasi

Angkatan Kerja

67,75 %

Jumlah Tenaga Kerja

Pengangguran Tera mpil yang

Telah Bekerja

62,00%

4 Meningkatnya Ketahana n

Pangan dan Produktivitas

Pertania n, Peternakan,

Perkebunan dan

Perikanan

Skor Neraca Bahan Makanan dan

Pola Pangan Harapan (NBH dan

PPH)

90%

Persentase Peningkatan Produksi

Pertanian, 22%

Peternakan 12%

Hasil Perkebunan 5,00%

Perikanan Budidaya 20,00%

Perikanan Tangkap 9,s0%
5 Meningkatnya Kualitas

SDM Unggul dan

Berprestasi

Persentase pendidikan anak usia

dini

17,59 %

APK

APK SD/Ml/Paket A 1,OO%

APK SMP/MTs/SMPT/ Paket B 75,28%

APK SMA/SMK/MA/ Paket C 45,51%



ffi*^ ;, - *,- " - "-', ---5

APM

APM SD/Ml/Paket A 83,34%

APM SMP/MTs/SMPT/ Paket B 44,77 0/o

APM SMA/SMK/MA/ Paket C 28,13 0/o

Angka melek huruf (AMH) 97,73 %

Angka Melanjutkan

SD - SLTP 89,59 %

SLTP - SLTA 80,40 Yo

Rata-rata Nilai UN

SD 6,95 0/o

SLTP 7,70 %

6 Terwujudnya SDM Sehat Angko Horapon Hidup 72 Tahun

Angko Kelongsungan Hidup Bayi

(AKB)

1,8%

7 Meningkatnya Kualitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Nilai Akuntabilitas Kinerja B

Opini BPK Terhadap Kewajaran

LKPD

WTP

lndeks Kepuosan Mosyarakot
(tKM)

Baik

Jumlah APBD Perubahan Tahun 20L7;Rp. 2,096,478,606,529.95

Pangkalan Balai, Al0?

UASIN,

20L7

B
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PENGUKURAN KINERJA 
( P K ) 

2017 



1 2 3 4 5 6

1 Persentase Panjang Jalan

Kabupaten Dalam Kondisi Baik

%
50,64 52,48 103,63

2 Persentase Jumlah Jembatan

Kabupaten dalam kondisi baik

%
93,89 93,21 99,28

3 Persentase Lahan Pertanian

mendapatkan irigasi teknis

%

6 6,6 110,00

4 Persentase Rumah Layak Huni %
20 20 100,00

5 Persentase Ketersediaan Dermaga

Sungai

%
89,02 94 105,59

6 Jumlah Investor
Perusahaan 27 47 174,07

7 Nilai Realisasi PMDN berdasarkan

LKPM

Rp
2.044.077.835.563 2.061.371.375.969 100,85

8 Pertumbuhan UMKM %
5 24,11 482,20

9 Besaran Angka Partisipasi 

Angkatan Kerja

%

67,75 96,59 142,57

10 Jumlah Tenaga Kerja 

Pengangguran Terampil yang Telah 

Bekerja

%

62 92,08 148,52

11 Skor Neraca Bahan Makanan dan 

Pola Pangan Harapan (NBH dan 

PPH)

%

90 99,93 111,03

Persentase Peningkatan Produksi

Pertanian %
22 43,65 198,41

Peternakan %
12 23,52 196,00

Hasil Perkebunan %
5 5 100,00

Perikanan Budidaya %
20 23,53 117,65

Perikanan Tangkap %
9,5 7,36 77,47

13 Persentase pendidikan anak usia 

dini

%
17,59 63,72 362,25

APK

APK SD/MI/Paket A %
100 118,7 118,70

APK  SMP/MTs/SMPT/ Paket B %
75,28 71,08 94,42

APK SMA/SMK/MA/ Paket C %
45,51 47,05 103,38

PENGUKURAN KINERJA 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017

SASARAN 

STRATEGIS
SATUAN TARGET REALISASI CAPAIANINDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Investasi 

dan Perkembangan 

UMKM

Meningkatnya Kualitas 

Infrastruktur Publik

Menurunnya Tingkat 

Pengangguran dan 

Meningkatnya Iklim 

Ketenagakerjaan yang 

Baik

Meningkatnya 

Ketahanan Pangan dan 

Produktivitas 

Pertanian, Peternakan, 

Perkebunan dan 

Perikanan

Meningkatnya Kualitas 

SDM Unggul dan 

Berprestasi
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APM

APM SD/MI/Paket A %
83,34 99,25 119,09

APM SMP/MTs/SMPT/ Paket B %
44,77 71,08 158,77

APM SMA/SMK/MA/ Paket C %
28,13 32,22 114,54

16 Angka melek huruf  (AMH) %
97,73 92,92 95,08

Angka Melanjutkan

SD-SLTP %
89,59 67,8 75,68

SLTP-SLTA %
80,40 97,01 120,66

Rata-rata Nilai UN

SD 6,95 6,44 92,66

SLTP 7,70 5,2 67,53

19 Angka Harapan Hidup Tahun 72 68,33 94,90

20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 

(AKHB) /Angka Kematian Bayi 

(AKB)
1 0,995 99,50

21 Nilai Akuntabilitas Kinerja
Skor B (60,01) CC (57,74) 96,22

22 Opini BPK Terhadap Kewajaran 

LKPD

Opini 

Badan 

Pemeriksa 

Keuangan 

(BPK)

WTP WTP 100,00

23 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Baik             

(62,51-81,25)
B (65,08) 100,00

Meningkatnya Kualitas 

Tata Kelola 

Pemerintahan

Terwujudnya SDM 

Sehat 

15
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